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PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha untuk mengungkap, menganalisis
dan sekaligus menguatkan pandangan yang menyatakan bahwa
Kesultanan Palembang Darussalam menerapkan sistem
monopoli perdagangan yang terpusat di tangan pihak sultan
sebagai sumber pendapatan negara terutama terkait
perekonomian. Teori tersebut dikembangkan dan dikemukakan
oleh beberapa pemikir ekonomi lainnya diantaranya Van
Sevenhoven, De Roo de la faille,! J.W.J Wellan serta Masyhuri
berusaha membuktikan keberhasilan monopoli perdagangan
lada yang dilakukan Sultan Palembang dalam hubungan dengan
pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan
sosial-ekonomi. 2 Sistem monopoli perdagangan terutama
komoditas lada dan timah yang dilakukan Sultan didukung oleh
lembaga pemerintah sebagian besar pegawai istana,
penguasa-penguasa dari pemerintah daerah terlibat langsung
dalam monopoli perdagangan. Lembaga-lembaga tersebut
seperti syahbandar, raban dan jenang, pesirah, proatin, beserta
pembantunya memiliki peran ganda di samping pelaksana
pemerintahan juga sekaligus sebagai pedagang.

Teori monopoli perdagangan ini dikembangkan juga oleh
Supriyanto, menurutnya Sultan Palembang menerapkan sistem
monopoli perdagangan sebagai sumber Perekonomian, rakyat
diharuskan menanam-tanaman tertentu seperti lada untuk
dijual kepada Sultan dengan harga yang telah ditentukan
sebagai ganti pajak. Disamping itu Kesultanan Palembang
melakukan monopoli terhadap barang-barang import seperti
garam, pakaian, kain yang dibutuhkan oleh rakyat untuk

1 P De Roo De La faille. Dari Zaman Kesultanan Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta 1971 him. 48

2 Masyhuri. Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di
Palembang 1790-1825. Tesis S2 Tidak Diterbitkan Pada Universitas Indonesia.
Jakarta th 1983 hlm 75



wilayah Kesultanan Palembang, apabila rakyat membutuhkan
barang-barang import maka harus menukarkan produksi lada
atau lainnya kepada Sultan.3 Menurut Van Sevenhoven, Sultan
menerapkan sistem monopoli perdagangan dibantu oleh raban
dan jenang. Raban dan jenang merupakan orang yang diberi oleh
sultan beberapa marga atau dusun agar mereka dapat hidup
dari padanya. Kondisi ini dapat terjadi baik di keluarga dekat
sultan maupun sebagai menteri ataupun atas kemurahan
Sultan secara khusus. Raban dan jenang bukan hanya sebagai
pengumpul dan pemakai dari hasil marga atau dusun akan
tetapi sebagai penguasa semua urusan.*

Dengan sistem raban dan jenang ini menurut Djohan
Hanafiah merupakan sistem langsung antara pusat dan daerah
yang menyebabkan ketergantungan daerah kepada pemerintah
pusat, dan kemudian kekuasaan pusat sangat tertanam kuat di
daerah. Sultan mendapatkan kesempatan menguasai seluruh
kekuatan politik dan ekonomi yang ada di ibukota. Sebagai
konsekuensinya sentralisasi kekuasaan ini merupakan modal
bagi Sultan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan
politiknya dalam hal ini adalah monopoli sistem ekonomi dan
perdagangan.5

Teori ini dikembangkan juga oleh Nowiyanto menyatakan
pola dan corak menonjol dalam sistem ekonomi perdagangan
pada masa Kesultanan Palembang Darussalam adalah adanya
monopoli yang terpusat pada Kesultanan dalam kaitan dengan
wilayah pedalaman, misalnya hubungan ekonomi perdagangan
Istana Kesultanan dengan kepala-kepala daerah atau rakyat di
pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban Tiban dan Tukon.®
Teori ini juga dikuatkan oleh Farida R. Wargadalem dimana
dalam teorinya sebagai pemegang monopoli perdagangan dengan
rakyat, Sultan dalam menjalankan sistem ekonomi perdagangan

3 Supriyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak Yogyakarta 2013 hlm 58.

4 Van Sevenhoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Penerbit
Bharatara Jakarta 1997 hlm 30

5 Djohan Hanafiah. Melayu Jawa Citra Budaya dan Sejarah
Palembang. Diterbitkan atas Kerjasama dengan Pemerintah daerah tingkat dua
kota madya Palembang. Penerbit PT Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm 200.

6 Nowiyanto. Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan
Budayanya. Penerbit University Press Tarutama Nusantara. Jember 2016 hlm



dikenal dengan istilah Tiban dan Tukon.” Sementara menurut
Bambang Purwanto sistem Tukon merupakan komoditas dibeli
dengan uang namun biasanya uang yang dibayarkan Jenang
dan Pasirah di bawah harga pasar baik Jenang atau Pasirah
pada dasarnya peran yang diperoleh oleh Priyayi. Selain dari
pembelian hasil pertanian, sumber penghasilan priyayi juga
berasal dari tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan sultan
dalam memonopoli perdagangan timah di Bangka dan Bea atas
perdagangan antara pulau.8 Teori lain yang mengembangkan
sistem monopoli perdagangan dikemukakan oleh Ryllian
Chandra mengatakan sebelum dihapuskan Kesultanan
Palembang pada 1824 M, Iklim sosial politik dan ekonomi di
Kesultanan Palembang dikuasai oleh Sultan dan lingkungan
keraton sebagai pusat kerajaan. Kesultanan di masa
berkuasanya mengontrol Produksi dan distribusi, karena sultan
sebagai penguasa tunggal.

Monopoli Kesultanan atas perekonomian dan
perdagangan di wilayah kesultanan salah satunya diaplikasikan
dalam sistem Tiban dan Tukon dikenakan kepada petani yang
masuk dalam wilayah “Sikap” dan “Kepungutan.®” Dalam sistem
Tiban dan Tukon ini penduduk di wilayah kepungutan dan sikap
sebagai abdi sultan diharuskan menanam-tanaman yang sudah
ditentukan oleh pihak Kesultanan menjualnya melalui Jenang
dan Pasirah untuk dibawa ke ibukota kesultanan kemudian
dijual ke pasar internasional. Kedua teori ini memberikan suatu
konstruksi dan pertanyaan mendasar apakah budaya dan corak
Melayu itu memang tidak bisa masuk ke dalam sistem birokrasi
dan struktur Kesultanan Palembang Darussalam ataukah
budaya dan corak Melayu Palembang itu sudah masuk akan
tetapi tidak nampak atau karena asimilasi yang menjadi
pendorong untuk melihat dan menyatakan bahwa budaya
Melayu tidak terlihat sehingga muncul corak monopoli,

7 Farida R. Wargadalam. Perekonomian Kesultanan Palembang Abad
XVII - XIX. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu dan Pemdidkan Univesitas Sriwijaya.
2012.

8 Bambang Purwanto. From Dusun To Market Native Rubber Cultivation
In Southern Sumatera 1890-1940 Phd Tesis In School Of Oriental An African
Studies University Of London. 1992 hlm 29

9 Kepungutan Perkataan Melayu yang baik untuk penarikan pajak dan
lain-lain. P de roo de la faille. Dari Zaman Kesultanan Palembang, Penerbit
Bhratara 1971 hlm 40



pernyataan-pernyataan seperti ini penting dijawab untuk
menjelaskan bagaimana status corak Melayu terhadap
Kesultanan Palembang Darussalam pada tataran wilayah dan
masyarakat Melayu, termasuk dalam perekonomian.

Secara umum perekonomian Kesultanan Palembang
berdasarkan pada  pertanian, perkebunan, perikanan,
mengumpulkan hasil hutan dan pertambangan.!© Pada ahir
abad XVIII hingga awal abad XIX M hasil pertanian, perkebunan,
pertambangan, hasil hutan dan perikanan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan sendiri (subsistem) dan sebagian dijual.
Komoditi yang diunggulkan Kesultanan Palembang adalah
lada.!! Sedangkan hasil alam Kesultanan Palembang adalah
timah. 12 Van Sevenhoven mengemukakan pertanian
berkembang di berbagai wilayah Kesultanan Palembang berkat
kondisi tanah yang subur sehingga banyak menghasilkan buah,
sayur-sayuran, dengan kualitas sangat baik dan
pertumbuhannya lebih sempurna dibandingkan dengan
tanaman serupa yang tumbuh di tanah Jawa. Bahkan buah dan
sayuran dihasilkan Kesultanan Palembang, menurut Van
Sevenhoven. 13 Lebih empuk mengandung banyak air, lebih
manis, lebih enak. Hal ini menjadi, salah satu alasan yang paling

10 Farida R.Wargadalam. Kesultanan Palembang dalam Pusaran
Konfliks 1804-1825. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gedung Kompas
Jakarta. 2017. hlm 26-27

11 Kewajiban menjual lada dengan VOC (Verenigde Oost Indisch
Compagnie) sesuai dengan kontrak, menyebabkan Raja-raja Palembang
mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah Uluan Bangka dan Belitung,
terbesar daerah Rawas lihat laporan Muntinghe dalam Bundel Palembang (No
15. 7). Akibatnya Kesultanan Palembang, merupakan salah satu penghasil lada
terpenting di Nusantara. Konsekuensinya Kesultanan Palembang semakin
menarik perhatian Bangsa Eropa khususnya Belanda. hal ini mendorong para
Penguasa Palembang melakukan perdagangan ilegal dengan pihak asing,
seperti Inggris Amerika, Perancis, Tiongkok, dan pedagang pribumi lainnya. Di
sisi lain pihak Belanda berusaha melakukan berbagai macam cara agar lada
dari Palembang, tetap dimonopoli oleh Belanda (ANDRI Bundel Palembang No
62.2 Van leur 1967/125)

12 Belanda yang sejak 1642 M secara resmi menjalin hubungan dengan
Palembang berusaha keras untuk menguasai penambangan timah, untuk
mewujudkan maksud tersebut. Belanda memperbaharui kontrak pada tahun
1722 M, dengan dilaksanakannya pembaharuan kontrak tersebut Belanda
menjadi pemegang monopoli lada dan timah. Penambangan timah dipulau
Bangka mengalami perkembangan pesat sehingga Bangka menjadi salah satu
penghasil timah terbesar di dunia. Menjelang pertengahan Abad XVIII M
produksinya mencapai lebih dari 30.000 pikul. (Stempel 1940. 97)

13 J.L. Van Sevenhoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. 1971.
Tg. Suganda-Suganda. Purba kawatja. 1971. hlm 54
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menyenangkan orang Eropa untuk tinggal dan menetap di
Hindia Belanda. Di samping itu masih banyak produk pertanian
dan perkebunan lainnya yang dihasilkan oleh Kesultanan
Palembang.

Transfortasi sungai merupakan alat yang digunakan
kesultanan untuk menjangkau ke daerah pedalaman yang kaya
dengan hasil bumi. Dalam laporan M. H. Court daerah aliran
sungai Musi menghasilkan komiditi beras, kapas, lilin, gambir,
emas, dan lada. Sungai Ogan menghasilkan beras, lada dan
rotan. Sungai Komering dan Banyuasin menghasilkan lada dan
beras. !4 Kebanyakan komoditas tersebut diperoleh penduduk
kesultanan secara tradisional dengan menggunakan sistem
ladang berpindah. !5 Model demikian itu dalam konsep
masyarakat Barat disebut Swidden Agriculture atau Slash and
Burn Agriculture, dalam prakteknya secara umum terdapat
diwilayah dengan tingkat kepadatan penduduk masih relatif
rendah.16

Sementara pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo
Wikromo masyarakat diharuskan menanam-tanaman tertentu,
terutama lada untuk dijual kepada sultan dengan harga yang
telah ditentukan sebagai gantinya pajak.!” Perlu diketahui
bahwa di Kesultanan Palembang menganggap tanah milik
sultan, sedangkan rakyat hanyalah penunggu dan mengambil
manfaat dari tanah milik sultan tersebut, konsekuensinya
rakyat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk
membayar pajak terhadap sultan sebagai pemilik tanah yang
sah. 18 Melalui mekanisme ini penguasa Kesultanan dapat
mengumpulkan hasil produksi lada yang sangat diminati pasar
dan banyak mendapatkan keuntungan. Selain sebagai bentuk

14 M.H. Court, An Exposition of Relation of The British Gouver Nement
with the sultan and State Of Palembang and the Design of the Netherlands
Gouverments Upon the Country London. Darbury and Allen 1821 Husni Rahim :
Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama masa
Kesultanan dan Kolonial di Palembang Penerbit Logos wacana ilmu Ciputat.
1998. hlm 58

15 Supriyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak. Jogjakarta 2013 hlm 31

16 Peters W.J dan L.F Neuenshwander. Forest Indoko Slash and Burn.
Farming in the Third World. University of Indoko Press. 1988.

17 Supriyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Ombak. Jogjakarta 2013 hlm 58

18 P. De Roo De La Failee. Dari Zaman ke Sultanan Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta 1971, hlm 43



pembayaran pajak, sebagian hasil produksi lada dilepas oleh
petani kepada Sultan melalui pembantunya, untuk ditukar
dengan barang impor penting yang diperlukan seperti garam,
bahan pakaian dan candu yang pendistribusiannya dimonopoli
oleh sultan.19

Sementara daerah Uluan merupakan tanah produktif
dengan hasil kebun dapat dipasarkan untuk kebutuhan daerah
luar, diantaranya lada, damar atau darah naga, gambir,
tembakau, benang pualam, arsemikun, dan kemenyan, hasil
kebun ini dibeli oleh kaki tangan sultan dengan harga murah.
Sebaliknya orang Iliran kembali menjual berbagai hasil produksi
mereka untuk keperluan pedalaman seperti candu, garam, dan
bahan pakaian kepada masyarakat Uluan.2° Dengan demikian
para penggarap tanah diwajibkan membantu perekonomian
Sultan baik di waktu perang dengan prajurit perahu
dipersenjatai maupun di waktu damai dengan barang yang
dibutuhkan kesultanan. Sebagian masyarakat kesultanan
Palembang berprofesi di sektor perikanan, berkembangnya
sektor perikanan ini tidak terpisah dari fakta lingkungan yang
banyak dialiri Sungai besar biasa disebut Batanghari Sembilan
dengan Sungai Musi sebagai induknya. Sungai-sungai ini
dengan rawa-rawa maupun kawasan lautnya mempunyai
kandungan kekayaan ikan yang melimpah dan mampu
memberikan penghidupan bagi penduduk Palembang. Beberapa
jenis ikan yang ditangkap di sungai-sungai Palembang di
antaranya gurami, bager, tembakang, belida, gabus, udang, dan
beberapa jenis ikan lainnya.2!

Dengan demikian tidak berlebihan, jika penangkapan
ikan telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi
penduduk Palembang. Bahkan produksi ikan dari Kesultanan
Palembang tidak hanya digunakan untuk komsumsi sendiri
melainkan sebagai bahan perdagangan penting. Berbagai

19 William Marsden. SejarahSumatera. Mencakup Peran Pemerintah,
Hukum, Adat-Istiadat dan tatacara Kehidupan Penduduk Lokal Penerbit
Komunitas Bambu Jakarta. 2008.

20 Dedi Irwanto M. Santun. Murni. Supriyanto, Iliran dan Uluan
Dikotomi dan dinamika, dalam Sejarah Kultural Palembang. Penerbit Eja
Publisher. Jogyakarta. 2010. hlm 43-44

21 J.L. Van Sevenhoven: Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang: Penerbit
Bhratara. Jakarta 1971. hlm 63-64
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produksi Ikan dan udang dalam bentuk kering dan terasi dikirim
sebagai barang perdagangan ke Jawa dan pulau-pulau lain.

Selain kegiatan pertanian dan perikanan, sektor industri
kerajinan merupakan kegiatan ekonomi penting bagi penduduk
di Kesultanan. Kesultanan Palembang dikenal maju dalam
industri pertukangan, Ukir gading, pengolahan besi, kuas,
perak, dan tembaga.2?2 Para pengrajin terkenal dan mahir dalam
membuat barang industri kerajinan dari emas dan campuran
logam lainnya. Produksi mereka menghasilkan rangka dan
batang keris, serta beragam barang perhiasan. Dalam
memproduksi perlengkapan rumah-tangga pengrajin
mencampur emas dan tembaga seperti kotak sirih, kotak rokok,
sarung keris, dan sebagainya.

Pencampuran beberapa macam logam, para pengrajin
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi indah dan bahkan
mampu memproduksi perlengkapan senjata seperti senapan,
meriam, dan amunisinya.23 Tidak hanya laki-laki yang terlibat
dalam proses produksi industri kerajinan tangan, akan tetapi
kaum perempuan terlibat dalam menghasilkan kain sutera, kain
katun bersulam benang emas dengan ragam dan bentuk hiasan
bunga-bungaan. Produk industri kerajinan dikirim sebagai
barang dagangan ke berbagai tempat.?4 Penghasilan kesultanan
berasal dari berbagai sumber, sebahagian diperoleh dari
bantuan fexo yakni pedagang kaya yang mendapat kedudukan
wakil sultan. Kedudukan ini diperoleh berkat kecakapan yang
dimiliki seseorang sehingga dipercaya oleh sultan untuk ikut
terlibat dalam memerintah disebagian wilayah kesultanan.25

Dengan pemahaman konsep monopoli ekonomi dan
perdagangan yang dibangun dari berbagai asumsi menyatakan
bahwa secara umum Sultan menerapkan sistem perdagangan
bebas, perdagangan gelap, monopoli perdagangan dengan
melibatkan syahbandar, tiban dan tukon, raban dan jenang dan

22 P. De Roo de la Faille, dalam Nawiyanto dan Endrayadi, Kesultanan
Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya. Penerbit Tarutama
Nusantara Jember. 2016. hlm 75

23 Farida Wargadalem. Warga dalam. Kesultanan Palembang dalam
Pusaran Konfliks. (1804 -1825.) Penerbit Gramedia. Jakarta. 2009. hlm 15

24 P. De Roo de la Faille dalam Nowiyanto dan Endriyadi. Kesultanan
Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budaya. Penerbit Tarutama
Nusantara 2016. hlm 77

25 P. De Roo de la Faille. Dari Zaman Kesultanan Palembang. Penerbit
Bhratara. Jogyakarta. 1971. hlm 36



kepungutan semua ini berangkat dari pemikiran Van
Sevenhoven2¢ dan J.W.J Wellan.2” P. De Roo de la faille bahkan
ada pula tanggapan dari penulis Barat mengatakan bahwa
Sultan-Sultan Melayu cenderung melakukan monopoli
perdagangan sebagaimana diamati oleh Anderson pada
pertengahan Abad XIX M ia mengatakan bahwa sultan di
Sumatera Timur cenderung memonopoli perdagangan. Keadaan
ini Mengindikasikan bahwa monopoli adalah suatu kebijakan
ekonomi  politik yang sudah biasa  diterapkan di
kesultanan-kesultanan Melayu.28

Dalam konteks politik dan ekonomi perdagangan ini baik
VOC maupun para sultan Melayu ini nampaknya perlu
didiskusikan  kembali, sebab dalam kasus monopoli
perdagangan timah di Bangka ada semacam proses negosiasi
dan pertimbangan kedua belah pihak untuk
mengharmonisasikan kontrak monopoli yang ditandatangani.
Kenyataan teori-teori ini tidak cocok dengan konsep kharismatik
sultan serta sosialitas kelompok orang Melayu yang suka
bergotong-royong, kebersamaan, bijaksana kekeluargaan
dengan penuh perhitungan.?? Orang Melayu selalu menghargai
para sahabat, kerabat, hal ini dapat dilihat dari diadakannya
musyawarah antar mereka baik dengan para pembesar, ulama,
serta pemuka masyarakat apabila sultan dihadapkan pada
persoalan sulit dan memerlukan keputusan tentang
penyelesaiannya.30 Para Sultan mengetahui akan harkat dan
martabat serta kedudukannya sebagai seorang sultan yang
agung, berwibawa dan kharismatik tidak mungkin menerapkan
sistem monopoli perdagangan.

Hal ini dapat disimpulkan dari catatan harian Gubernur
Jendral Baron Van der Capellen tatkala ia singgah melihat

26 J.L. Van Sovenhoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta. 1971 hlm 30

27 JW.J. Wellan. Zuid Sumatera Economisch Overziecth h.Veenman j
Zonen Holland 1932 hlm 163 dalam DJohan Hanafiah 1995.

28 Anthony Crothers Milner. The Malay Raja a Study Of Malay Political
Cultural In East Sumatera And The Malay. Peninsula In The Early Nineteenth
Century (Cornell Phd) Thesis Cornell University 1977 hlm 58.

29 M.O Woelders. Het Sultanadt Palembang 1811-1825 Terj HA Bastari
Proefscrift Rijks University Leiden 28 Mei 1975.

30 H.A. Dahlan dan kawan kawan. Risalah Sejarah Perjuangan Sultan
Mahmud Badaruddin II Team Pengurus hasil-hasil diskusi Sejarah Perjuangan
Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. 1980 hlm 10
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tawanan di Ternate tahun 1824 M. Dengan demikian menurut
Baron Vander Corlen dapat dipahami bahwa Sutan merupakan
orang di dalam sikap, ucapan dan perbuatannya yang anti
Imperialisme dan Kolonialisme serta konsekwen. Integritas ini
terlihat dari fakta sejarah bahwa sultan tidak pernah menyerah
begitu saja terhadap musuh-musuhnya. 3! Sultan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam menentukan keputusan-keputusan
selalu didasarkan pada al-Qur’an, undang-undang dan
piagam-piagam. 32 Teori Mustika Zed menyatakan bahwa
perekonomian khas kelompok masyarakat Melayu ditegakkan
atas dasar semangat Kebersamaan, Kerjasama ekonomi karena
kesamaan kultur dalam arti luas, ekonomi Melayu menurut
Mustika Zed dekat dengan sistem ekonomi berbasis kerakyatan
yang sudah di rasionalkan dengan pengertian sistem ekonomi
Melayu lebih berpihak kepada kelompok ekonomi lemah.33

Teori ekonomi kerakyatan ini didukung oleh Heri Junaidi
menurutnya ekonomi Kerakyatan merupakan ekonomi
berasaskan kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan
keberpihakan kepada sektor ekonomi rakyat, keberpihakan dan
perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi
memampukan dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi
rakyat sejak jaman Kesultanan.3* Dengan demikian adanya
perbedaan teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa arah
perekonomian Melayu Kesultanan Palembang dari sisi ekonomi
bertumpu pada nilai-nilai Budaya Melayu yang terjadi sejak
dahulu, secara umum nilai-nilai Melayu dalam perekonomian di
Kesultanan Palembang itu bercorak kebersamaan, musyawarah,
gotong-royong dalam membangun keberuntungan bersama,
berekonomi berbasis kerakyatan.

31 H.A. Dahlan dan kawan-kawan. Risalah Perjuangan Sultan Mahmud
Badaruddin II Team Pengurus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan
Mahmud Badaruddin II. Palembang 1980 hlm 11

32 J.L.Van Sevenhoven Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang Penerbit
Bhratara Jakarta 1971

33 Mustika Zet. Mengagas Zona Ekonomi Dunia Melayu Beberapa
Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi.
Publikasi oleh Universitas Negeri Padang.

34 Heri Junaidi. Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan
Usaha Mikro Proceeding International Seminar Malay Islamic Civilization
Tradition and Contibution to The Development of Islam at South Asia. Penerbit
UIN Raden Fatah Palembang 2015 hlm 173



A. Fokus Kajian

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui
corak Melayu hadir dalam aktivitas perekonomian Kesultanan
Palembang Darussalam yang selama ini diidentikkan bahwa
Kesultanan Palembang Darussalam selalu melakukan aktivitas
perekonomian dengan  menerapkan = sistem = monopoli
perdagangan. Kesultanan Melayu seakan-akan memaksa
masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan dan
perekonomian Kesultanan melalui monopoli perdagangan.
Berawal dari keinginan itulah peneliti ingin melihat di mana
asumsi ini dibangun, pada saat membeli komoditas dari rakyat
ditentukan dengan harga jauh lebih murah kemudian pada saat
menjual pihak Kesultanan Palembang menjual dengan harga
lebih mahal dari harga pasar. Oleh karena itu, maka penelitian
ini akan diarahkan pada tiga permasalahan yaitu bagaimana
perekonomian Kesultanan Palembang pada Abad ke 17-19 M;
bagaimana ekonomi politik Kesultanan Palembang pada Abad ke
17-19 M; dan bagaimana corak Melayu dalam perekonomian
Kesultanan Palembang ke 17-19 M.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya
dengan corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan
Palembang memang terlah dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. Seperti tulisan dari Farida R Wargadalam3> dalam
disertasinya berjudul “Perebutan Kekuasaan di Kesultanan
Palembang (1804-1825). Farida menyimpulkan bahwa
pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang menjadi awal
perebutan kekuasaan terbuka antara dua bersaudara terus
berlangsung hingga keduanya wafat. Sejak saat itu Kesultanan
Palembang kehilangan pulau Bangka dan Belitung, yang silih
berganti diperebutkan dan diduduki oleh Inggris dan Belanda.
Bangka Menjadi faktor penting dalam internal di tubuh
Kesultanan Palembang sebagai pemacu konflik antara
Palembang dan Belanda-Inggris serta Inggris-Belanda.

Selain itu penelitian Hudaidah3¢ dalam Perkembangan
Tradisi Intelektual Kesultanan Palembang Darusasalam (Studi

35 Farida R Wargadalem, Perebutan Kekuasaan di Kesultanan
Palembang1804-1825. Disertasi Universitas Indonesia. Penertbit Kepustakaan
Populer Gramedia Jakarta 2017.

36 Hudaidah. Perkembangan Tradisi Intelektual; Kesultanan Palembang
Darussalam (Studi Historis tentang Warisan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi
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Historis tentang Warisan Pengetahuan dan Teknologi Melayu
Abad XVIII-XIX Masehi dan Pelestariannya). Hasil temuan
menunjukkan bahwa dinamisasi tradisi intelektual Palembang
dalam bentuk penulisan, penyalinan dan penerjemahan
berlangsung secara masif di Kesutanan Palembang seiring
dengan meningkatnya penganut Islam. Selain itu kreatifitas para
intelektual Palembang dalam mengembangkan, menciptakan ide
dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Karya-karya para
pemikir dan ulama-ulama bukan sekedar produk pikiran Islam
yang berkembang di Timur Tengah saja, namun telah menjadi
penggerak, bukan sekedar penyalin, dan secara kreatif
melakukan perbaharuan sehingga menjadi lebih bermakna bagi
lingkungan masyarakat muslim Palembang. Bahkan interaktif
terdapatnya kesepahaman antara intelektual Palembang dengan
Intelektual Melayu Nusantara karena kesamaan pandangan dan
prinsip. Sehingga menjadi berinisiatif untuk menyatu dalam
satu pemikiran tentang pembaharuan Islam Nusantara

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anthony37 yang
berjudul Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha, Songket
Palembang dalam Perspektif Islam Melayu; disimpulkan bahwa
kerajinan songket ini sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya,
Kesultanan Palembang Darusalam sampai sekarang. Pada masa
Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan kerajinan songket bernilai
kebanggan, akan tetapi belum menjadi komuditas bernilai
ekonomi, baru setelah kemerdekaan sampai sekarang, songket
telah berorientasi pada kebutuhan hidup. Kedua, pendapatan
para pengusaha songket tergolong tinggi, sementara pendapatan
para pekerja relatif rendah. Terjadi disparitas pendapatan
pengusaha dan pekerja, karena pekerja memandang kerajinan
songket merupakan otoritas budaya Melayu sebagai
kebanggaan, dan pengusaha menanamkan rasa bangga kepada
pekerja agar dapat melestarikan Budaya Melayu, disisi lain
usaha ini menjadi peluang bisnis. Ketiga, sistem pengupahan
pada kasus usaha songket Palembang belum sesuai dengan
sistem upah dalam Islam dan Melayu. Peneliti menawarkan

Melayu Abad XVIII-XIX Masehi dan Pelesetariannya, Disertasi Pasca Sarjana
UIN Raden Fatah Palembang 2017.

37 Anthony. Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha Songket
Palembang dalam Perspektif Islam dan Melayu. Disertasi Pasca Sarjan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017.
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sistem pengupahan yaitu upah harmoni yang merupakan
penggabungan sistem upah Islam dan Melayu sebagi solusi
mengatasi (disparitas pedapatan antara pengusaha dan pekerja
songket Palembang). Keempat, Etos kerja para pekerja songket
Palembang adalah rajin, ulet dan tekun bukan pemalas, mereka
tetap bersemangat menenun songket

Selain itu Heri Junaidi3® dalam penelitian disertasinya
dengan judul “Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Songket
Palembang”3° Hasil temuan dalam disertasinya antara lain.
Pertama, pengrajin songket hanya mendapatkan keuntungan
minimm, sementara pengrajin dan pengusaha songket
mendapatkan keuntungan maksimal, sehingga para pengrajin /
pengusaha menjadi kaya dan memiliki jaringan yang luas.
Sedangkan para pengrajin songket tetap miskin dan
mengganggu pemesanan Kedua, dalam ramalan dan kewajiban
untuk menyelesaikan semua temuan maksimal dan
mendapatkan upah yang tidak berstandar Upah Minimum
Regional yang berlaku. Pengrajin tidak mendapatkan tunjangan
hari raya, kesehatan dan hak sosial lainnya, melainkan hanya
sekedar kebaikan para pengusaha sebagai mitra kerja. Ketiga,
penjualan songket berorientasi pada untung rugi semata,
sehingga para pengumpul melakukan spekulasi untuk
mendapatkan keuntungan maksimal tanpa memikirkan
keadaan penjual.

Muhammad Idris 49 dalam penelitian disertasinya
berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Evaluasi Kerja dan
Konpensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja serta
Dampaknya terhadap Kinerja” (Studi pada Pengrajin Songket di
propinsi Sumatera Selatan), menyumpulkan bahwa komitmen
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
dan kepuasan pengrajin songket di Propinsi Sumatera Selatan.

Bambang Purwanto*! dalam Merajut Jaringan di Tengah
Perubahan Komonitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa

38 Heri Junaidi. Efesiensi Berkeadilan pada Kasus Songket Palembang.
Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta 2013.

40 Bambang Purwanto. Mergjut Jaringan di Tengah Perubahan
Komonitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa Kolonial. Terdapat dalam
Buku Tentang Islam di Asia Tenggara Ikhtiar Baru Van Hoeve.

41 Bambang Purwanto: Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya
Kemajuan Dan Kesejahteraan Indonesia. Pidato Ilmiah Disampaikan pada
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Kolonial. Menjelaskan, Sejarah adalah sejarah masyarakat,
berbagai aspek sosial dari aktivitas ekonomi yang berkaitan
dengan Islam berhasil di ungkap. Keberadaan Islam di Indonesia
tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aktivitas ekonomi
masyarakat, Keterkaitan antara Islam dengan aktivitas ekonomi
tidak hanya terbatas pada awal persebaran Islam dikepulauan
Indonesia, melainkan telah menjadi bagian yang integral dengan
struktur sosial masyarakat pada masa-masa berikutnya.
Keberadaan kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan
nilai-nilai sosial-kultural Barat yang kemudian di representasi
secara dominan oleh kolonialisme ternyata tidak menggeser
begitu saja relasi antara Islam dan kegiatan ekonomi. Dalam
komonitasnya, Islam dan ekonomi membentuk pola interaksi
yang beragam mengikuti perubahan yang terjadi di dalam
masyarakat. Satu hal yang menarik, kehancuran Islam sebagai
institusi politik bersamaan dengaan perluasan pengaruh
kekuatan politik dan ekonomi barat, ternyata membuka
kesempatannya kelompok interprenur Muslim bebas.

Jeroen Peeters42 dalam kajiannya yang berjudul Kaum
Tuo dan Kaum Mudo. Sociaal Religieuze varandering in
Palembang Perubahan Religi di Palembang 1821-1942. Hasil
Penelitiannya menjelaskan pergerakan reformasi Islam di
Indonesia, perbedaan antara pedesaan dan perkotaan yang
memainkan peran sangat penting. I[lmuan pertama yang
menggunakan dikotomi ini adalah H.J Benda, dalam kajian
kelasiknya The Crescent and The Risingsun, Menaruh perhatian
atas perkembangan reformasi di Indonesia. Benda memandang
reformasi Islam sebagai bagian dari Renaissance (bangunan
kembali) Islam yang berpangkal di kota pada dasawarsa pertama
abad ke dua puluh, ilham untuk gerakan ini datang dari
seberang laut, ketika TimuTengah terjadi pembaharuan yang
dipelopori oleh Muhammad Abduh, Rashid Ridha mulai
merumuskan kembali doktrin Islam dipandang dari sudut
pemikiran Barat yang modern. Berkat gerakan pembaharuan ini
untuk pertama kali sejak abad ke tujuh belas Islam perkotaan di
Jawa menerima umpals dinamis dari luar. Berlawanan dengan

Rapat Universitas Gajah Mada dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke-63.
Jogjakarta 1012.

42 Jeroen Peeters. Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regilius di
Palembang 1821-1924 Penerbit INIS. Jakarta 1997
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Islam di pedesaan yang bersipat terisolir dan tidak sekuler,
reformasi mempunyai semangat pola hidup kota yang dinamis,
rasionalitas, dan individualis digabung dengan penerimaan
kehidupan modern dan bentuk organisatoris Barat, jadi
reformasi menumbuhkan sepenuhnya unsur baru kedalam
Islam Indonesia umumnya dan Kesultnan Palembang pada
khususnya.

Husni Rahim. 4 Dengan judul disertasinya. Sistem
Otoritas dan Administrasi Islam di Palembang. Studi Tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang.
Telah diterbitkan menjadi buku dengan judul yang sama oleh
penerbit logos tahun 1998. Kajian utama dari Disertasi tersebut
adalah menggali corak dan dinamika hubungan antara
komonitas Islam, Pemegang otoritas Keagamaan dan pemegang
kekuasaan politik, dengan melihat peranan penghulu dalam
masyarakat Palembang dimasa ke sultanan dan kolonial.
Dengan demikian penulis melihat perubahan peranan pejabat
agama dari “Penguasa Islam” masa Kesultanan ke “Penguasa
Kafir” masa kolonial. Peralihan tersebut telah memperlihatkan
corak dan dinamika hubungan antara pemegang kekuasaan
politik dan komonitas Muslim.

Supriyanto*4 dalam penelitiannya berjudul Pelayaran dan
Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864 M. Yang telah
dicetak menjadi buku oleh penerbit Ombak mejelaskan
Pelabuhan termasuk dalam wilayah Keresidenan Palembang
terletak di Sungai Musi yaitu pertemuan Sungai Musi dengan
selat sunda atau laut Jawa. Pelabuhan itu mempunyai peran
penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat terutama
dalam kaitannya dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan
pada masa sebelum dan sesudah kolonialisme Belanda.
Disamping itu keberadaan pelabuhan memiliki hubungan yang
erat dengan aktivitas exspor dan impor yang dilakukan oleh
pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal Abad XIX M,
Pelabuhan Palembang mengalami perkembangan yang cukup
berarti terutama di bidang pelayaran dan perdagangan banyak

43 Husni Rahim. Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Penerbit PT Logos
Wcana Ilmu Jakarta. 1998

44 Supriyanto: Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013.
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pedagang-pedagang asing singgah di pelabuhan dengan
menukar barang dagangan. Peran pelabuhan Palembang
menjadi lebih penting ketika mampu memasukkan barang
dagangan dari luar dan memasarkan barang dari hasil produksi
daerah Palembang sebagai kebutuhan penduduk.

Dalam studi ini peneliti fokuskan jenis penelitian dengan
menggunakan pendekatan sejarah (historis.) Metode historis
adalah menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada
masa lampau. Suharismi Arikunto mengemukakan metode
historis merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis
untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif
menilainya dengan kritis dan mengajukan sintesis dalam bentuk
tulisan.45> Pendekatan historis yang dimaksud dalam kajian ini
untuk mengenali bagaimana Kesultanan Palembang Darussalam
itu sesungguhnya mampu membangun perekonomian bercorak
Melayu. Disamping itu metode historis bertujuan untuk
membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan
efektif dengan cara mengumpulkan mengevaluasi dan
mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta
serta memperoleh kesimpulan yang kuat.4¢ Oleh karenanya
pintu masuk untuk membangun narasi dan penjelasan
historiografis merupakan sumber-sumber sejarah yang
ditinggalkan dari masa lalu mengenai Kesultanan Palembang.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Louis
Gottchal, metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan
kerja; pertama, heuristik atau pengumpulan data pada tahapan
ini penulis melakukan pengumpulan data berupa buku buku,
dokumen, arsip dan sumber-sumber lain yang berhubungan
dengan masalah penulis teliti. Kedua, kritik sumber pada
tahapan ini peneliti melakukan kritik terhadap seluruh sumber
data yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan
sumber atau yang bisa disebut kritik eksternal serta perlakuan
secara kritis terhadap informasi sejarah untuk menentukan
kredibilitasnya sehingga diperoleh informasi kredibel dapat
dipercaya sebagai fakta-fakta sejarah (kritik internal). Ketiga,
Interpretasi penulis melakukan interpretasi yang bertumpu pada

45 Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Praktis
Penerbit Renika Cipta Jakarta 1993 hlm 43

46 M. Arifin. Kavita Selekta Pendidikan. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
1998 hlm 12
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fakta atau kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk
mencari kebenaran yang otentik. Kuntowijoyo mengemukakan
interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan
analisis sejarah.4” Keempat, Historiografi langkah terakhir yang
penulisan hasil interpretasi tersebut menjadi tulisan sejarah.

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kesultanan Palembang
Darussalam. Lokasi penelitian ini dikelompokkan di wilayah
yang masih ada keturunan Kesultanan Palembang. Wilayah kota
Palembang yang secara administratif meliputi kawasan yang
dahulunya Kesultanan Palembang. Kota Palembang telah
tumbuh dan berkembang sejak masa Sriwijaya pada Abad 7 M
dan secara berkesinambungan berlangsung sampai hari ini.
Bukit Siguntang tempat yang secara lagenda diakui sebagai
kawasan yang menjadi asal-muasal masyarakat Melayu yang
berada di wilayah Palembang. Peranan kota Palembang sebagai
pusat kegiatan pelayaran, perdagangan, dan industri. Oleh
karenanya dari kota inilah kegiatan daerah sekitarnya diarahkan,
diatur, dan diawasi secara seksama. Kemakmuran penduduk
Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis
yang ikut membantu masyarakat Palembang. Terdapat kurang
lebih 20 etnis,*® yang dijumpai di wilayah Palembang yang
bermukim di pusat kota, pinggiran kota Palembang maupun
Kepulauan Bangka dan Belitung.49

Di antara etnis yang bermukim di kota Palembang yang
berasal dari daerah lain di nusantara serta berasal dari
mancanegara seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa secara
berangsur-angsur telah ada di kawasan Palembang sejak
ratusan tahun yang lampau. Dari aspek Perekonomian Bercorak
Melayu Palembang dikenal sebagai pusat kegiatan Pelayaran,
Perdagangan, dan Industri. Mengkosntruksi bangunan
Perekonomiannya bercorak Melayu yang masuk kepada
perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam.

47 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Penerbit Pustaka Pelajar
Jogjakarta. 1999 him 100

48 Superiyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 33.

49 Makmun Abdullah. Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan
Industri Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
1984 /1985 Jakarta 1984 hlm 33
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B. Teori Ekonomi Islam

Grand theory dalam disertasi ini adalah teori tujuan
ekonomi Islam dan teori ekonomi Melayu yang akan dijabarkan
berikut ini.5% Teori ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (w.1406)
yang memberikan definisi ilmu ekonomi yang lebih luas ruang
lingkupnya dari pada Tusi (w. 1201). Definisi Tusi mengenai ilmu
ekonomi menggarisbawahi pentingnya nilai pertukaran,
pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Demikian Tusi (597
H / 1201 M) dalam karyanya berbahasa Persia Akhlaq i-Nasir
yang termasyur menulis bila setiap orang menghasilkan
makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia
tidak akan bertahan hidup, karena dia tidak akan punya
makanan dalam waktu yang lama. Untuk itu diperlukan
menyediakan barang-barang tersebut akan tetapi karena
bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan proporsinya
dengan menghasilkan konsumsi lebih dari cukup maka hukum
keadilan mengawasi hal-hal mengenai pertukaran produksi
kelebihan seseorang dengan yang lain maka sarana ekonomi
barang-barang menjadi tersedia bagi semua orang.

Allah SWT dalam kebijaksanaan yang membedakan
aktivitas cita rasa seseorang sehingga mereka melakukan
pekerjaan yang berbeda. Pembagian kerja inilah menimbulkan
adanya struktur internasional dan sistem ekonomi umat
manusia. Oleh karena dengan adanya manusia tidak akan
terdapat suatu bentuk tanpa adanya kerjasama, timbal balik,
hal ini tidak akan terjadi tanpa kontak sosial, maka kodrat
manusia adalah tergantung dengan masyarakat.5!

Sementara Ibnu Khaldun (1332-1406 M) mengatakan
banyak ahli ekonomi yang kemudian telah melihat dengan jelas
hubungan erat antara [lmu ekonomi dan kesejahteraan manusia.
Referensinya  tentang  “Ketentuan  Akal dan Etika”
memperlihatkan bahwa ia menganggap ilmu ekonomi sebagai
ilmu pengetahuan positif maupun normatif. Kemudian
digunakan kata “Massa” menunjukkan kenyataan bahwa
maksud mempelajari ilmu ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan massa bukan kesejahteraan individu. Hal ini

50 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Penerbit
Kencana Pranada Media Group 2012 hlm 212.

51 M.A. Manan. Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic Economic
Theory And Practice Penerbit Intermasa Jakarta 1992 him 24.
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karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa dan
tidak banyak dipengaruhi oleh individu yang terkecil. Ibnu
Khaldun (1332-1406 M) telah melihat adanya hubungan timbal
balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika dan
pendidikan. Walaupun karyanya yang terkenal
“al-Muqqgaddimah” membahas faktor-faktor ini secara terpisah
namun dia menganggap semua ini sebagai “aspek peradaban”
yang mempengaruhi manusia dalam organisasi sosial mereka
yang saling berkaitan. Ibnu Khaldun memperkenalkan sejumlah
gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian
kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja dalam teori nilai,
teori mengenai pertumbuhan penduduk, teori pembentukan
modal, teori lintas perdagangan, teori sistem harga dan
sebagainya.

C. Teori Ekonomi Melayu

Pada tatanan ekonomi Melayu, teori dalam penelitian ini
menggunakan teori-teori ekonomi Melayu. Menurut Mustika Zet
menyatakan bahwa teori ekonomi Melayu merupakan sebuah
konstruksi kerjasama ekonomi khas masyarakat Melayu yang
ditegakkan atas dasar semangat kebersamaan, kekeluargaan
dan kerja sama ekonomi karena kesamaan- kesamaan kultural
dalam arti luas. Sistem ekonomi Melayu yang dibangun bukan
bersifat kapitalistik akan tetapi lebih dekat kepada sistem
ekonomi berbasis kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang
sudah dirasionalkan. Dengan pengertian bahwa sistem ekonomi
Melayu lebih berpihak kepada komunitas mayoritas ekonomi
lemah dan menengah ke bawah. Namun tidak menutup
kemungkinan pada saat yang sama terus terbuka untuk
membangun jaringan ekonomi yang dimiliki kelompok kekuatan
ekonomi dunia Melayu.52

Teori ekonomi Melayu yang dikembangkan oleh Mustika
Zed ini lebih dekat dengan pemikiran ekonomi Hattanomics atau
pemikiran ekonomi Muhammad Hatta dengan memperluas
cakupan operasi awalnya yang menjangkau trans nasional dunia

52 Mustika Zet. Menggaga Zona Ekonomi Melayu Dunia Melayu
Beberapa Catatan Berdasarkan Teladan Sejarah. Pusat Kajian Sosial Budaya
dan Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2002 https//www Academia edu
zona diakses 2019.
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Melayu. 53 Sementara Mohd. Kasturi Nur bin Abdul Aziz
menyatakan aktivitas ekonomi orang Melayu pada Abad 19 M
bentuk dan coraknya bersifat subsistem dan keadaannya
tertutup. Secara tradisional kurang berdaya saing dan hasil
produksinya bersekala kecil dan berada pada produktivitas yang
rendah.5¢ Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang
dikemukakan J.M Gullick seorang sarjana Barat berpendapat
bahwa sistem ekonomi Melayu bersifat subsistem yang hanya
mampu menghasilkan sumber pengeluaran untuk diri dan
keluarganya, manakala ada kelebihan (sisa) dijual untuk
mendapat kebutuhan lain yang tidak dihasilkan oleh mereka
sendiri.55 Sebelum kedatangan kolonialis di semenanjung tanah
Melayu diperintah bebas oleh Sultan, ekonomi mulai bersifat
feodal, yaitu ekonomi berasaskan kepada aktivitas pertanian dan
kerajinan, 3¢ dan rakyat patuh terhadap pemerintahan serta
aktivitas cukai berlaku dan diterapkan untuk eksport dan
import.

Disamping itu kehadiran sistem ekonomi antara bangsa
yang agak terbuka dan telah berlaku sebelum datangnya
kolonialisme karena sudah ada Native Trader di alam Melayu.
Hal ini terbukti pada zaman laksamana Abdul Jalil (1670-1690
M), daerah Riau telah berkembang menjadi pusat perdagangan
yang pesat dan rakyat warga kerajaan-kerajaan warisan
Kesultanan Melayu Malaka telah menjalankan kegiatan
perdagangan di luar wilayah daerah mereka. Sumber-sumber
China dan Eropa mencatat berbagai teknik warisan Kesultanan
Melayu. Malaka telah menjalankan perdagangan dari Pattani,
Kamboja hingga ke Sulawesi, Jawa dan laut Maluku.57 Dengan

53 Tentang Hattanomics telah dikemukakan dalam tulisan Mustika Zet
Cara Baik Bung Hatta in Print Bung Hatta. University Press 2002.

54 Mohd. Kasturi Nor Bin Abd Aziz. Warisan Kesultanan Melayu Surat
Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri Internasional
Journal Of The Malay Word And Civilizational 29 (2) 2011 hlm 46

55 J.M Gullick. Malay Society In The Late Ninteeth Century Singapore.
Oxford University Press Singapure 1989 him 124

56 Ugbah Igbal. Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Melayu
dari Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Pra Kolonial. Pusat Rangkaian Sejarah
Politik Strategi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universitas Kebangsaan
Malaysia 4360 Bangi Selangor diakses Bulan Januari 2020.

57 D Hendropuspito. Sosiologi Simantik Penerbit Konisius Jogjakarta
1989 hlm 233

57 D. Hendropuspito. Sosiologi Simantik. Penerbit Kanisius Jogjakarta
1989 hlm 233
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demikian dari tahun 1850 an suatu sistem ekonomi antara
bangsa telah hadir di Asia Tenggara, penggabungan rangkaian
perdagangan dunia Melayu menjadi kenyataan.

D. Teori Asimilasi (Islam-Melayu)

Pada tataran middle theory, penelitian ini menggunakan
teori asimilasi. Asimilasi berasal dari kata Latin “asimil”
assimilore yang berarti “menjadi sama.”5® Kata ini dalam bahasa
Inggris “assimilation” sedangkan dalam bahasa Indonesia
menjadi asimilasi; sinonim kata asimilasi adalah Pembauran.
Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat
lanjut.5® Kajian mengenai landasan teori ini perlu dikemukakan
untuk dijadikan dasar pijakan penelitian untuk menganalisis
corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang.
Bagian ini juga mengemukakan sejumlah kepustakaan tentang
corak Melayu dalam perekonomian Palembang. Secara umum
asimilasi dipandang sebagai proses sosial menurut Robert E.
Park seorang ahli sosiologi menyatakan hubungan antara
kelompok secara teratur dapat terjadi melalui beberapa tahapan
yang dinamakan “lingkaran hubungan ras” lingkaran ini
mempunyai bentuk kontak (contact) kompetisi (competition),
akomodasi (accomodation) dan asimilasi (assimilation) tahapan
ini dikenal juga dengan bentuk-bentuk interaksi social.®0

Soerjono  Soekanto menyatakan bahwa asimilasi
merupakan suatu proses sosial yang timbul apabila; Pertama,
ada kelompok-kelompok manusia berbeda kebudayaannya;
kedua, individu-individu sebagai anggota kelompok saling
bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu relatif lama;
ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia
tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.
Asimilasi tidak dapat terjadi begitu saja melainkan harus
memenuhi syarat-syarat tertentu agar proses asimilasi berjalan

58 Paul. B. Harton Cherter L. Hunt Sosiologi terj. Aminudin Ran edisi
keempat Penerbit Erlangga Jakarta 1990 hlm 625

59 J.R Feagim dan C.B Feagin Racid and Ethnics Relation. New Jersey
Prentice Hall. Englewood Cliffs 1993 hlm 27-28.

60 Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang
menyangkut hubungan antara orang-perorangan , perorang antar kelompok
manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut dapat berupa
Kerjasama (Cooperation), Persaingan (Competition), Pertentangan (Conflicts),
Akomodasi (Accomodation), dan Asimilasi (Asimilation) lihat D. Hendro Puspito
Sosologi Sistematik. Penerbit Kanisius Jogjakarta 1989 hlm 233.
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dengan baik. Beberapa cara dapat terjadinya proses asimilasi
diantaranya ada perbedaan kebudayaan antara kelompok satu
dan kelompok lainnya. Sementara dalam sosiologi dengan
berpijak kepada berbagai sumber bacaan diketahui beragam
faktor mempengaruhi terjadinya proses asimilasi sosial budaya
dalam masyarakat diantaranya: Pertama, faktor toleransi
kelakuan saling menerima dan memberi dalam struktur
himpunan masyarakat. Kedua, faktor kemanfaatan timbal balik,
memberi manfaat kepada dua belah pihak. Ketiga, faktor simpati
pemahaman saling menghargai dan memperlakukan pihak lain
secara baik. Keempat, faktor perkawinan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang menjadi
penghambat asimilasi. Pertama, kurangnya pengetahuan
terhadap unsur kebudayaan yang dihadapi bersumber dari
pendatang atau penduduk asli. Kedua, sifat takut kepada
kebudayaan yang dihadapi. Ketiga, perasaan ego dan
superioritas yang ada pada individu-individu suatu kebudayaan
terhadap kelompok lain. Dengan demikian dalam unsur
asimilasi kebudayaan berupa sistem perekonomian yang akan
ditelusuri sebagai bentuk adanya proses pembauran budaya
Melayu yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan
oleh masyarakat Melayu telah terjadi sejak dahulu aktivitas
ekonomi tersebut masih berwujud dalam kehidupan masyarakat
Melayu dalam beberapa aktivitas ekonominya.

Upaya untuk mengkaji tentang corak Melayu dalam
Perekonomian Kesultanan Palembang tentu ada pilihan
terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk meneliti suatu
subjek penelitian tentu tidak dengan sendirinya dapat
digunakan bagi penelitian yang lain. Oleh karenanya peneliti
perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama agar
memperoleh kejelasan untuk menentukan teori yang akan
digunakan. Sehubungan dengan subjek penelitian yang
berhubungan dengan corak Melayu dalam Perekonomian
Kesultsnan Palembang maka teori yang tepat dengan
menggunakan teori asimilasi sosial dan teori kepemimpinan.
Dari kedua teori ini akan terbangun corak Melayu dari aspek
ekonomi dalam Perekonomian Kesultanan Palembang. Dengan
demikian maka perlu Pemahaman terhadap apa yang dimaksud
dengan Asimilasi sosial dan kepemimpinan.
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Istilah asimilasi sosial berasal dari kata Latin “Assimilore
yang berarti “Menjadi sama”®! Kata tersebut dalam bahasa
Inggris adalah “Assimilation” sementara dalam bahasa Indonesia
menjadi asimilasi. Dalam bahasa Indonesia Sinonim kata
Asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial
yang terjadi pada tingkat lanjut.®2 Proses tersebut ditandai
dengan adanya upaya- upaya untuk  mengurangi
perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau
kelompok manusia. Menurut Koentjoroningrat dalam bukunya
Pengantar Ilmu Antropologi 1980 menjelaskan asimilasi
merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya
usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara
orang perorang dan kelompok manusia dan juga meliputi
usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan
proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan
tujuan bersama.®3

61 D. Hendropuspito. Sosiologi Simantik Penerbit Kanisus Jogjakarta
1989 hlm 233

62 Paul. B. Horlon Chester L. Hunt. Sosiologi Terjemahan. Aminuddin
Ran Edisi keempat Penerbit Erlangga Jakarta 1990 hlm 625

63 Koentjoroningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Penerbit Pranata Cipta
Jakarta 1990.
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Ssistssassisiacatsisiansisisinn.
BAB II

PEREKONOMIAN
DALAM MASYARAKAT MELAYU

A. Tradisi Melayu dalam Lintasan Sejarah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadisi
merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih
dijalankan dalam masyarakat. ¢ Menurut Poerwadaminto,
tradisi adalah keseluruhan sesuatu yang melekat dalam
kehidupan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus
seperti adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan.®5 Sementara
Soerjono Soekanto mengemukakan tradisi merupakan suatu
kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan
cara berulang-ulang. Dengan demikian tradisi memang tidak
bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat sebab tradisi terus
diajarkan secara turun-temurun kepada generasi yang membuat
tradisi itu tidak akan hilang dan akan terus dijaga, dipelihara
untuk tetap mempertahankan kemurnian serta keasliannya.6¢

Dalam konteks tradisi Melayu konsep adat memancarkan
hubungan mendalam dan penuh makna diantara sesama
manusia dan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya,
termasuk juga bumi beserta isinya, alam budayanya dan alam
Ghaib setiap hubungan itu disebut dengan adat diberi bentuk
tegas dan khas yang mengekspresikan melalui sikap, aktivitas
dan seremonial-seremonial. Makna adat ditujukan kepada
seluruh kompleks hubungan itu, baik dalam arti inti dari
eksistensi sesuatu, dasar ukuran baik dan buruk, peraturan
hidup seluruh masyarakat maupun tata cara perbuatan serta

64 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh
Balai Pustaka cetakan Pertama Jakarta https// Wikipedia diakses Bulan Maret
2020

65 WJS Poerwadaminto Pengertian Tradisi Menurut pada ahli http//
Seputar Pengetahuan.co.id diakses Bulan Januari 2020

66 Soerjono Sekanto Penegertian Tradisi Menurut para ahli http//
wwuw.kompasiana.com diakses Bulan Januari 2020
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perjalanan setiap kelompok institusi. Tradisi muncul sebagai
struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menegaskan ciri
kepribadian suatu masyarakat. Oleh karenanya tradisi biasanya
memiliki cerita suci, watak-watak, asal-usul yang gagah dan
unggul serta memberikan dasar makna terhadap setiap
peristiwa dalam siklus kehidupan manusia serta eksistensi
institusi dalam masyarakatnya.

Oleh karenanya dalam masyarakat tradisi, adat memiliki
kedudukan suci hingga mencapai martabatnya dipancarkan
oleh kelakuan yang benar dan halus, sebuah ciri kehidupan
yang menyerap sistem kepercayaan, hukuman, dan denda.
Setiap individu yang melanggar, menyelewengi, melebihi,
mengurangi, atau menafikannya akan menerima balasan dan
hukuman, baik melalui Pemegang kekuasaan adat maupun
Tuhan dalam keyakinan. Namun sebaliknya apabila setiap orang
berhasil melaksanakan tradisi serta adat tersebut, ia akan
berkuasa, berwibawa, memegang menjalankan, dan patuh
kepada adat. Dengan demikian tradisi memberikan makna
konfigurasi mendalam serta makna ke struktur dalam sebuah
masyarakat dan kebudayaannya. Adat merupakan identitas
berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh kelompok kecil
masyarakat tersebut, setiap kelompok akan dikenal oleh
kelompok lain dengan perbedaan adatnya.

Dalam konteks ini adat menjadi identitas subkultur
seperti masyarakat Melayu membedakan adat orang Kelantan,
Malaka, Riau, Perak, Deli, Johar, Palembang, Bangka, Belitung,
Bengkulu, Pontianak, Kutai dan lain lain. Demikian pula konsep
yang sama dipergunakan untuk membedakan, mengenali orang
asing di luar konteks Masyarakat Melayu.6? Istilah alam Melayu
merupakan suatu wilayah yang kaya dan luas dikenal juga
sebagai rumpun Melayu Palenesia, ia melingkupi Malaysia,
Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan Thailand
Selatan, Burma, Indochina khususnya Vietnam dan Kamboja,
Malagasi, Sri Lanka dan Taiwan. Kalau dilihat dari sudut
pandang Anthropologi dunia Melayu meliputi sebuah wilayah
yang dikenal dengan kawasan “Malay Archipelago” merupakan

67 Muhammad Takari Bin Jilin Syahrial. Adat dalam Islam Peradaban
Melayu. Program Studi Etmosikalogi Fakultas llmu Bisnis Universitas
Sumatera Utara dan Majlis Adat Budaya Indonesia  https//
wwuw.reseaarchgarte net 2823 diakses Bulan Pebruari 2020
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kawasan yang didiami oleh sekelompok masyarakat
mengklasifikasi sebagai Melayu. 68

Kawasan dunia Melayu yang meliputi bagian terbesar
kawasan Asia Tenggara sekarang---merupakan sebuah
laboratorium budaya yang kaya bagi penelitian dari berbagai
disiplin keilmuan. Sejalan dengan konsep historis unit historis
Toynbee, Harry J Benda 1968, telah mencoba menyoroti
elemen-elemen sosial, budaya termasuk keagamaan dan politik
kawasan itu sebagai suatu kesatuan dalam hal ini dilihat secara
dekat hubungan Struktural antara berbagai elemen budaya yang
dominan dan kekuasaan Asia Tenggara di masa lalu di mana
insfrastruktur yang terdapat di dalam laboratorium sosial Asia
Tenggara itu menurutnya mengalami perubahan
berangsur-angsur dari zaman ke zaman sampai kepada modern.
Pada periode klasik Melayu terbagi dalam tiga lingkungan
pengaruh budaya -budaya dominan berikut :

Pertama, kawasan yang mendapat pengaruh Hindu (Indie
Benda, Hinduized, Coedes dan Indianized, Harrison) meliputi
hampir seluruh Asia Tenggara. Kedua, kawasan yang mendapat
pengaruh China (Sinized) meliputi semenanjung Indo-China
sejak Abad 1 M. Ketiga, Filipina hanya tersentuh diatas
permukaan saja oleh pengaruh India dan China untuk
sementara masih melaporkan laboratorium tersendiri.®® Dalam
konteks pengaruh Hindu merupakan agama awal yang menjadi
anutan masyarakat Melayu di alam Melayu yang dicampur aduk
dengan kepercayaan animisme yang telah berakar. Namun
begitu dalam kajian yang mendalam oleh sarjana Barat
mendapati bahwa agama tersebut hanya merupakan suatu
amalan lapisan tipis struktur masyarakat,’® yang terdiri dari
kalangan raja dan pembesar yang di pertahankan oleh golongan
tersebut. Oleh karenanya masyarakat Melayu sebenarnya

68 Buerah Tunggal dan Husen Saloman. Mengembalikan Kegemilangan
Tamadun Melayu-Islam Menerusi Penumpukan Budaya Niaga Berteraskan
Akhlak. Internasional Journal of The Malay World And Civilization.
29-2012-123-147

69 Harry.J.Banda. The Structure of South East Asian History Same
Preliminary Observations .JSEAH. Vol 2 1968 dalam Sirozi. Bunga Rampai
Peradaban Melayu Islam diterbitkan oleh Badan Kajian Penerbitan ICMI
Sum-Sel. Palembang 2012

70 Syed Muhammad Naquib al-Attas Islam dalam Sejarah dan
Kebudayaan Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur 1972.
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bukanlah masyarakat Hindu dan agama Hindu juga tidak dapat
merubah pandangan hidup masyarakat di alam Melayu.

Menurut Banda ada empat tipe dasar hubungan budaya
dalam politik dalam kebudayaan Melayu klasik Asia Tenggara.
Pertama, Prototipe budaya Maritim yang berpusat pada
masyarakat pedagang daerah aliran sungai, seperti Sriwijaya
Abad VII-X M di Pantai Timur Sumatera di Semenanjung Melayu.
Prototipe utama Budha Maritim ditemukan pada kerajaan
Sriwijaya dan sering disebut kerajaan Maritim terbesar di Asia
Tenggara pada masanya Abad VII-VIII M. Di sinilah pusat
Peradaban Melayu berkembang. Kedua, prototipe tradisi feodal
agraris yang berada di bawah pengaruh Hindu Budha di Angkor
dan Mataram lama dan Majapahit di mana berkembang
masyarakat  Hidirolic. 7! Masyarakat sawah  dengan
mengutamakan irigasi untuk pertanian di bawah kontrak
kekuasaan raja. Ketiga, wilaya pengaruh tradisi China terutama
di daerah Annam dan Tonkin serta Indochina umumnya di
daerah tersebut terdapat golongan tuan tanah (Landed Gentry)
dengan sistem politik birokrasi konfusionisme. Kempat,
prototipe eksklusif dari budaya Melayu di Filipina yang memiliki
unit sosial disebut Baran Gay. 7?2 Diketuai oleh Datu’
mengembangkan Stratifikasi sosial dan sistem kekuasaan yang
rumit dan kompleks yang pernah ditemui di Asia Tenggara
umumnya.’3

Dengan demikian dapat dipahami bahwa walaupun ada
perbedaan dan kerumitan ke dalam, diantara tradisi etnik
Melayu yang tersebar di Asia Tenggara, umumnya yang paling
menonjol semua tradisi Melayu klasik di kawasan itu masih
dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah kultur politiknya
berupa hubungan kekuasaan yang spesifik antara rakyat dan

71 Masyarakat Hidrolic, menurut sejarawan Donald Worster sebagai
“Tatanan sosial berdasarkan manipulasi air dan produk-produknya yang
intensif dalam keadaan yang gersang” merupakan ciri-ciri irigasi masyarakat
Barat modern, yang menyebabkan produktivitas pertanian yang tinggi dan
pergeseran demografis secara besar-besaran kearah Barat. https// books
google co.id books diakses Bulan Januari 2020

72 Baran gay dulu disebut Barrio di bahasa Kasletia merupakan
sebuah pembagian daerah adminsitratif paling kecil yang ada di Filipina
dimana tingkat daerahnya berada dibawah Munisipalitas dan kota mandiri
setingkat kelautan di Indonesia. https// id.m. Wikipedia org wiki diakses Bulan
Januari 2020

73 Muhammad Sirozi. Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam. Badan
Kajian dan Penerbitan ICMI Orwil Sum-Sel. Palembang 2012 hlm 19
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raja. Keberadaan rakyat dan identitas mereka ditentukan oleh
raja. Identitas individu dan kelompok merupakan hamba yang
mengabdi kepada kerajaan di alam Melayu. Namun sebaliknya
raja dan kerajaan sebagai tokoh yang “Berdaulat” manakala
kesetiaan rakyat terpelihara. Akan tetapi manakala
kedurhakaan rakyat merupakan malapetaka bagi kerajaan
begitu juga sebaliknya apabila terjadi dengan raja.7+

Pada lintasan kedua dari silang budaya Melayu modern
diantara peradaban besar terjadi pergeseran pusat peradaban
Melayu dari Sriwijaya di Sumatera ke Malaka di semenanjung
Melayu. Islam telah mengubah coraknya secara perlahan lahan,
kemudian budaya Melayu mengalami metamorfosa ke dalam
format yang sekarang Islam telah ditakdirkan untuk menjadi
agama dunia yang terbentang dari ujung Globe yang satu ke
lainnya. Islam telah melahirkan corak peradaban Islam yang
didasarkan pada kesatuan aqidah, ia dihadirkan untuk semua
umat manusia, melampaui batas-batas Ras dan apapun latar
belakangnya. Oleh karenanya ia menentang semua bentuk
diskriminasi Ras dan Etnik lebih dari itu Islam tidak
menghalangi seseorang untuk belajar dari pada bangsa lain, dan
bahkan menganjurkan untuk mengadopsi ilmu pengatahuan,
pendidikan, budaya lain ke dalam cara hidup Islam sejauh tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.?5

Islam telah menciptakan Peradaban global di dunia
Melayu dan merupakan basis budaya Melayu modern di
Nusantara, paling tidak thesis yang dikemukakan M C Recklefs
dalam sebuah karyanya ‘A History Modern Indonesia,’7¢ seorang
sejarawan Australia ini tidak menyuguhkan fakta-fakta baru
tentang sejarah negeri ini, ia hanya mendaur ulang bahan dan
pengetahuan sejarah yang sudah ada berdasarkan literatur yang
tersedia. Lebih lanjut bahkan menjelaskan Peradaban Islam
mulai berkembang Abad XII M itu mencapai puncak
kejayaannya pada zaman Malaka Abad XV-XVII M. Menurut

74 Muhammad Sirozi. Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam.Badan
Kajian dan Penerbitan ICMI Orwil Sum-Sel 2012 hlm 19

75 Mustika Zet. Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban
Universal. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi PKSBE Fakultas Ilmu-ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang. 2002 hlm 10

76 Mustika Zet. Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban
Universal Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi PKSBE Fakultas Ilmu-ilmu
Sosial Unives Negeri Padang 2002 hlm 11
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Recklefs, Agama dan budaya Islam merupakan unit sejarah yang
serasi dan berperan penting dalam membangun fondasi
Indonesia modern termasuk Kesultanan Palembang karena
berbagai alasan. Pertama, Islamisasi Indonesia sejak Abad XIII M
telah mendorong dan terjadinya kesatuan kultural dan agama.
Kedua, tema-tema atau isu yang saling mempengaruhi antara
Islam dan ekspansi barat sejak Abad XVI M kemudian
kedatangan Barat ke Indonesia masih berlangsung sampai
sekarang. Ketiga, rekonstruksi sejarah (Historiografi) Indonesia
sejak Abad XIII M Sudah lebih maju dari abad sebelumnya
karena bersandarkan pada dokumen yang lebih kaya dengan
menggunakan tulisan atau bahasa lokal.

Dengan demikian, ketiga argumen di atas agaknya
memerlukan penjelasan untuk melihat lebih jauh kontinuitas
dan diskontinuitas,”” sejarah yang dibahas Recklefs. Pertama,
sejarah Indonesia sebelum Abad XIII M adalah sejarah lokal
karena watak agama Hindu yang cenderung Inward Looking,”8
agraris dan terbalas pada Imperium lokal yang diakuasai dengan
beberapa kekecualian dan sesudah itu hilang dari sejarah, akan
tetapi sebaliknya Islam memberikan pandangan Outward
Loking, Inversalisme, urban dan jaringan-jaringan perdagangan
membentuk “Persaudaraan” seiman dan itu melampaui
batas-batas Imperium. Sebaliknya Islamisasi justru menyatukan
Nusantara dalam satu lukas ke Melayuan (Malaynesse) dalam
arti etnik dan identitas budaya Melayu Nusantara dengan
sejumlah ciri barunya. Contoh kuatnya peran pedagang keliling
(Pedlars) yang dikuasai Islam lokal yang mengembangkan antara
satu kota dengan kota lain antara satu komunitas dan
komunitas yang lain secara berantai dari pulau ke pulau.?®

Kejatuhan Malaka tahun 1511 M tidak berarti hilangnya
budaya Melayu dan pedagang Melayu akan tetapi tetap

77 Kontinyuitas merupakan perkembangan berlangsung secara
bertahap dan terus menerus, diskontinyuitas merupakan proses
perkembangan yang melibatkan proses berbeda secara kualitatif.
http// brainly.co.id tugas diakses Bulan Pebruari 2020.

78  Jnward looking Suatu bentuk strategi Pembangungn yang
berorientasi pada pengembangan kawasan perbatasan yang sepenuhnya ke
dalam. Artinya kepusat-pusat pertumbuhan yang ada https//texs-id 123 dok
com izgdmn diakses Bulan Pebruari 2020

79 Mustika Zet. Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban
Universal. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas
Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 2002
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meramaikan bandar-bandar dagang di kepulauan nusantara.s°
Ini meninggalkan akan Essay Geerts tentang peran ulama
sebagai “Cultural Broker” makelar budaya,8! dan yang paling
nyata tampak dalam kegiatan aktivitas nasionalis awal Abad XX
M.82 Kedua, sejarah Indonesia sebelum Abad XIII M merupakan
sejarah interaksi budaya sipatnya sangat lokal dan bukan hanya
terbatas kepada kerajaan tertentu. Ketiga, sebelum Abad XIII M
rekonstruksi sejarah Indonesia hanya mengandalkan sumber
terbatas  khususnya data  arkeologi (Inskripsi) dan
sumber-sumber tertulis dari luar India, China, Arab dan juga
Barat. Semua menonjolkan interpretasi linguistik dan
geo-morfologis. Namun dengan terjadinya proses Islamisasi
sejarah sejak Abad XIII M sumber sejarah dari naskah lama yang
diproduksi sejak Islamisasi awal tetap membuat sandaran
tulisan sejarah semakin luas dan kuat dan kepastian sejarahnya
cukup berat.

B. Sistem Perekonomian Bangsa Melayu

Sistem berasal dari bahasa Latin “System” dan bahasa
Yunani “Sustema”. Merupakan satu kesatuan terdiri atas
komponen atau elemen yang dihubungkan untuk memudahkan
aliran, informasi, materi atau energi dalam mencapai suatu
tujuan. 8 Sistem menurut kamus besar bahasa Indonesia
merupakan seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas. 8¢ Sementara sistem
perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu
negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di dalam negara

80 Ahmad Jalani Hakim. Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat
Malaka Abad XV Hingga XVII. Kuala Lumpur Dewan Bahasa 2006 dalam
Mustika Zet.

81 Clifford Geertz. The Javanesse Kijaji The Changing Role of a Cultural
Broker. Comparative Studies In Society And History Vol II (1959-1960) PP
228-249. dalam Mustika Zet “Telaah Kritis tentang Kondisi objektif Kebudayaan
Melayu Hari ini dan Esok.” Padang Bulan Januari 2002

82 Mustika Zet. Kajian Tentang Palembang. Kepialangan Politik dan
Revolusi Palembang 1900-1950. Penerbit LP3ES Jakarta 2004 hlm

83 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh
Balai Pustaka cetakan pertama Jakarta 1988 http//wikipedias diakses Bulan
Januari 2020

84 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh
Balai Pustaka cetakan pertama 1988 http//wikipedia diakses Bulan Januari
2020
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tersebut sementara terdapat perbedaan mendasar antara
sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang
lainnya.85 Menurut Dumairi sistem perekonomian merupakan
suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta
menjalin hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi melalui
hubungan antara manusia dengan seperangkat kelembagaan
https//www artib,ac.id/wdp/ diakses Bulan Maret 2018.
Dengan demikian dalam konteks sistem perekonomian bangsa
Melayu dapat dipahami bahwa sistem tersebut yang
digambarkan oleh bangsa Melayu untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun
organisasi di bangsa Melayu tersebut.

Seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam melalui
jalur perdagangan, Melayu dan budayanya secara historis baru
dikenal semenjak kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan,
Semenanjung Sumatera dan Selat Malaka mulai berdiri Abad
XIII - XVI M. Di mana sistem mulai berubah dengan sistem yang
bercorak Islam sebagai otoritas spiritual, politik, pengetahuan,
kebudayaan dan yang ©paling utama dalam sistem
Perekonomian dan perdagangan. Ajaran Islam diterima secara
menyeluruh oleh masyarakat Melayu dikarenakan Islam tidak
mengenal sistem kasta dan sangat menghargai dan menjunjung
tinggi nilai-nilai kesetaraan sesama manusia. Sehingga
meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat di semua lini
kehidupan disamping itu Islam sebagai dasar Filosofis dan
Rasional yang kokoh telah mempengaruhi seluruh kehidupan
orang Melayu termasuk dalam sistem Perekonomian bangsa
Melayu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari Islam menjadi
sumber ajaran utama, dan menjadi identitas orang Melayu.
Pembauran Islam dengan Ras Melayu secara geografis, politis
dan ekonomis merupakan hal yang tidak dapat terelakkan
sehingga jaringan keislaman di semenanjung Sumatera dan
Jawa memang tergantung dengan Melayu.8 Disamping itu
kekuatan Islam Melayu di semenanjung juga tidak terlepas dari
faktor Perekonomian masyarakat Melayu yang cukup baik

85 http//id.mwikipedia.orqg wikis diakses Bulan Januari 2020

86 Mustofa Abubakar. Peradaban Melayu. Punqutan Ekonomi
Masyarakat Melayu Dalam Pengaturan Ekonomi Global. Posted Bulan Januari
2013 in uncategorized.
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sehingga memudahkan Islam berkembang lebih luas di dunia
Melayu.87

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat rumpun
Melayu pernah mengalami masa keemasan, terbukti dengan
aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu
yang telah merambah ke berbagai belahan dunia pada masanya.
Akan tetapi masa kegemilangan masyarakat Melayu yang terjadi
di masa lampau tidak nampak terlihat pada masa sekarang di
mana kalau kita perhatikan Perekonomian masyarakat Melayu
tertinggal dibandingkan dengan Perekonomian Barat dan China.
Kesadaran berekonomi masyarakat Melayu sebagai saudara
serumpun semakin berkurang puak-puak Melayu menjadi
tercerai-berai akibat politik pecah belah yang dilancarkan
pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarjinalisasi
akibat perkembangan ekonomi kapitalis dan sistem globalisasi.
Keunggulan sistem perekonomian yang di bangun dengan
semangat kemelayuan dan berdasarkan nilai-nilai moral Islam
menjadi Pendorong dan faktor penggeraknya yang memberi
corak ekonomi baru dan mempercepat terwujudnya sistem Islam
terutama keterkaitan dengan Perekonomian dan Melayu menjadi
unggul sehingga jejak Melayu memberikan corak di mana-mana
termasuk corak ekonomi Melayu di Kesultanan Palembang.88

Dengan demikian kedatangan Islam ke dunia Melayu
merupakan moment terpenting untuk merubah secara
keseluruhan pemikiran Peradaban dan bahkan keterkaitan
dengan Sistem Perekonomian Melayu walaupun secara evolusi
dari aspek penyebarannya. Akan tetapi dalam hal kerohanian
atau spiritual agama, Islam telah merevolusi orang Melayu.89
Artinya ajaran Islam yang mengajarkan kebutuhan dan telah
mengubah pandangan dunia Melayu yang tadinya mempercayai
dewa-dewa dan yang mengagung-agungkan raja telah di
manusiakan menjadi seorang sultan yang bertugas sebagai
Khalifah yang memimpin dan melindungi masyarakat Melayu
dan berperan dalam menegakkan pemerintahan Islam di dunia

87 Dida Nuraida. Kemajuan Ekonomi dan Politik Kerajaan Melayu
Pattani Pada Masa Pemerintahan Raja Maju. th 1624-1635

88 Mustofa Abu Bakar Peradaban Melayu Penguatan Ekonomi
Masyarakat Melayu dalam  percaturan masyarakat glaobal https
// .teukuzerwolpress com/2013/01/ 18 diakses Pebruari 2020

89 Ismail Hamid. Masyarakat dan Budaya Melayu. Kuala Lumpur
dewan bahasa dan pustaka 1987 hlm 59
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Melayu. Masuknya Islam ke dunia Melayu melahirkan beberapa
kerajaan Melayu Islam yang kuat seperti kerajaan Samudra
Pasai, Aceh, Pattani, Demak dan Malaka bahkan
kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat pengembangan keilmuan.90

Di alam Melayu ada beberapa undang-undang sebagai
panduan masyarakat Melayu dalam menjalankan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem
undang-undang Melayu yang pernah menjadi pusat
ketamadunan Melayu adalah undang-undang Melaka dan
Majapahit. Di Malaka ada dua teks undang-undang hukuman
Malaka yaitu undang-undang Laut Malaka dan undang-undang
Pebian Malaka. Sementara undang-undang Majapahit dikenal
dengan Kunta Manawa. Masuknya Islam mempengaruhi
undang-undang Malaka dan undang-undang Laut Malaka
dengan menerapkan hukum Islam (hudud) undang-undang
Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah telah diaplikasikan
oleh Kesultanan Melayu,9! dalam arti kedatangan Islam telah
memberikan pengaruh besar baik dalam bidang Aqidah,
Undang-undang, Pemerintahan maupun Perekonomian bangsa
Melayu.

Dari aspek Perekonomian Melayu, pencapaian tertinggi
masyarakat Melayu dapat dilihat dari catatan yang diperoleh
dari China, India, Arab, Persia, Yunani, Eropa, tentang
terwujudnya tradisi kemaritiman yang begitu hebat di dunia
Melayu. Tradisi kemaritiman dimaksud merupakan aktivitas
utama kerajaan Melayu dalam bidang perekonomian,
perdagangan dan perniagaan yang bertumpu di kawasan bandar
atau bandar pelabuhan. 92 Perdagangan, Perniagaan, serta
Kemaritiman merupakan aktivitas utama masyarakat Melayu
tradisional. Majunya Perekonomian dan perdagangan di alam
Melayu dapat dilihat dari banyaknya pelabuhan sebagian besar
berjaya kemudian berkembang menjadi kerajaan pelabuhan

90 Muhammad Koharuddin, Muhammad al-Balwi. Islam dalam Sejarah
dan Kebudayaan Melayu. Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia. 2005
hlm 102.

91 Muhammad Koharuddin Muhammad al-Balwi Islam dalam Sejarah
dan Kebudayaan Melayu Malaysia Universitas Kebangsaan Malaysia. 2005 hlm
56-57

92 Muhammad Koharuddin dan Muhammad al-Balwi. Islam dalam
Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Universitas Teknologi Malaysia(UTM)
Malaysia. 2005 hlm 59
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dapat membentuk negara baru berupa “Negara Kota” pelabuhan
dan sampai dapat membentuk negara maritim yang besar dan
memperluas kekuasaan dengan menguasai pelabuhan lain.
Hadirnya pedagang Melayu sendiri yang aktivitasnya melakukan
perdagangan sampai ke China dan India, dengan masuknya
Islam ke dunia Melayu, cara berdagang dan sistem
Perekonomian Melayu lebih menerapkan Syari’at Islam,% dan
nilai-nilai keislaman menjadi dasar dan panduan dalam
berekonomi di dunia Melayu termaasuk di Kesultanan
Palembang Darussalam.

Aktivitas Perekonomian orang Melayu sekitar Abad XIX M
menjelaskan bentuk Perekonomiannya masih bersifat subsistem
(sendiri dan keadaannya) tertutup secara tradisional, kurang
berdaya saing dan hasil produksinya berskala kecil dan berada
pada produktivitas yang rendah.% Pandangan ini tidak jauh
berbeda dengan pandangan J. M Gullick, Seorang sarjana barat
yang berpendapat bahwa sistem ekonomi bangsa Melayu bersifat
sendiri-sendiri (Subsistem), di mana mereka hanya mampu
menghasilkan sumber produksi untuk keperluan diri dan
keluarga. Manakala ada kebutuhan lain komoditas itu dijual
untuk mendapatkan uang serta barang keperluan yang tidak
dapat dihasilkan oleh mereka sendiri, 95 jika ada interaksi
dengan dunia luar maka mereka mau melakukan secara
kecil-kecilan dalam bentuk pertukaran untuk mendapatkan
barang keperluan seperti Garam, Peralatan besi, dan tekstil.

Seorang sejarawan yang telah mengkaji tentang golongan
petani dan ekonomi pertanian sependapat tentang interpretasi
bahwa ekonomi pertanian Melayu berbentuk perorangan
sendiri-sendiri (Subsistem). Sebaliknya ada penelitian yang
menggunakan istilah dan konsep Marxish yang menerangkan
bahwa bentuk Perekonomian orang Melayu menjelang Abad XX

93 Herlina. Islam dan Pengaruhnya dalam Peradaban Melayu. Lecturer
of library of faculty of Adab and Islamic Culture Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang.2018

94 Mohammad. Kasturi Norbin Abdul Aziz. Warisan Kesultanan
Melayu. Surut Masyarakat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedudukan Seri
International Journal of The Malay World 29(2) 2011 hlm 46

95 Subsistem merupakan kemampuan yang koheren dan agak
independen dari sistem yang lebih besar. subsistem merupakan komponen
atau bagian dari suatu sistem. subsistem ini bisa fisik atau abstrak subst itu
when ini sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu istilah ini berarti berada
pada lebih dari satu tingkat. http//brainly.co.id diakses Bulan Pebruari 2020
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M. Penelitian tersebut berbeda dari sudut konsep dan ide yang
diambil dari sudut pandang Anthropologi dan sosiologi
khususnya, 9 misalnya menurut Shaharil Thalib
mengemukakan pendapatnya tentang cikal bakal Perekonomian
orang Melayu khususnya di Kelantan Abad XIX M. Akan tetapi
bukan berarti tidak ada pendekatan lain tentang corak
Perekonomian orang Melayu, khususnya berdasarkan pada
pertanian pada Abad XIX M. Cont misalnya berpendapat bahwa
pada tahun 1880-an. Perekonomian subsistem (Saradiri) orang
Melayu terutama di Pahang tidak lagi berfungsi dengan
sepenuhnya disebabkan ketertarikan pedagang yang berpuncak
pada permintaan Singapura terhadap beberapa hasil produksi
orang Melayu terutama di Pahang.

1. Nilai-Nilai Filosofis

Istilah nilai dalam bahasa Inggris berarti “Value” menurut
bahasa lain asal katanya “Velere” dalam kamus besar bahasa
Indonesia,?” nilai bermakna “Harga” sedangkan secara Filosofis
merupakan hakikat diri dari semua kehendak Tuhan yang
secara kehendaknya telah tercurahkan kepada jiwa manusia.?8
Nilai merupakan harga diri dan keberlangsungan duniawi.
Rahman Mulyana memaknai nilai secara denotatif dengan
“Harga” dan ketika makna itu dihubungkan dengan konsep lain
maka maknanya akan menimbulkan interpretasi yang beragam.
Dalam konteks sistem Perekonomian Melayu dapat dimaknai
satu keyakinan bahwa ekonomi Melayu merupakan suatu unit
perekonomian antara kawasan berbasis niali-nilai filisofis
kebersamaan dan kesamaan kondisi-kondisi sosial kultural
ekonomi mayarakat Melayu. Pemain utamanya merupakan
masyarakat Melayu itu sendiri dalam berbagai tingkat dan
bentuk aktivitas ekonomi yang secara bersama-sama

96 Abdullah Azmi Khalid. Ekonomi Melayu Kurun Ke-19: Saradiri
Komersial dalam Badriah Haji Salleh dan Tan Ijok Ee (Penyt) Alam Pensejarahan
dari Berbagai Prospek. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur 1996 hlm
225.

97 Badan dan pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan
oleh Balai Pustaka cetakan Pertama Jakarta 1988 http//wikipedia diakses
Bulan Januari 2020

98 Beni Ahmad Sabani. Filsafat ilmu. Diterbitkan CV Pustaka Setia
Bandung. 2009 hlm 190
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membangun sebuah gerakan ekonnomi untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi bangsa Melayu.9°

Kalau disimak perjalanan Rasulullah SAW dalam
membangun Perekonomian Madinah maka paling tidak ada tiga
hal yang mendasar menjadi perhatian jika ingin menerapkan
dalam konteks dunia Melayu dalam membangun sistem
Perekonomiannya. Ketiga landasan tersebut atau Pertama,
nilai-nilai filosofis Kedua, prinsip operasional dan Ketiga, tujuan
yang ingin dicapai, dalam sebuah bangunan sistem ekonomi
termasuk sistem Perekonomian bangsa Melayu. 100 Secara
Filosofis sistem Perekonomian Melayu merupakan sebuah
sistem Perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai ke
Melayuan dan nilai-nilai ke Melayuan itu identik dengan Islam di
mana prinsip tauhid yang mengedepankan nilai-nilai Islamiyah
(Ketuhanan),10! yang menjadi inti dari sistem Perekonomian ini.
Perekonomian bukanlah entitas berdiri sendiri akan tetapi
sebuah bagian kecil dari bingkai ibadah kepada Allah SWT QS.
az-Zariyat 56.102

Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis
mengatakan bahwa contoh terbaik masyarakat yang
berperadaban tinggi yang kuat secara ekonomi dan politik
adalah masyarakat Arab Madinah dibawa pimpinan Muhammad
SAW oleh karenanya menurut Adam Smith, mengadopsi
nilai-nilai moral orang Islam dalam sistem perekonomian
merupakan syarat mutlak untuk membangun @ sistem

99 Mustika Zet Menggagas Zona Ekonomi Melayu Beberapa Catatan
Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat kajian Sosial Budaya dan Ekonomi
Universitas Negeri Padang diselenggarakan masyarakat peduli Kebudayaan
Padang 2002 hlm 8 http//www academi edu zona e diakses Bulan Januari
2020

100 Vaithzal Rivai. Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi
Solusi. Penerbit Bumi Aksara Jakarta. 2009 hlm 212.

101 Adi Warman Karim.2001. Mengemukakan ada empat landasan
Sistem Ekonomi Islam yang menjadi Pembeda utama dengan ekonomi
konvensional. Pertama, Nilai-nilai Tauhid. Kedua, Keadilan dan keseimbangan.
Ketiga, Kebebasan, maksudnya manusia bebas untuk melakukan aktivitas
ekonomi sejauh tidak ada larangan dari Allah SWT. Dengan demikian pelaku
ekonomi dalam sistem ekonomi Islam diberi kekuasaan untuk berkreativitas
dan berinovasi dalam mengembangkan Kkegiatan ekonomi. Kempat,
pertanggung jawaban. Adi Warman Karim. Ekonomi mikro Islam edisi ketiga
divisi buku perguruan tinggi. Penerbit PT. Grafindo Persada Jakarta 2008 hlm
34-41

102 Vaithzal Rivai. Islamic Economic Ekonomi Ekonomi Syari’ah Bukan
Opsi tapi Solusi. Diterbitkan Bumi Aksara Jakarta 2009 hlm 212
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perekonomian yang kuat dan berkah, 103 termasuk sistem
perekonomian bangsa Melayu. Kalau dilihat dari nilai-nilai
filosofisnya sistem perekonomian bangsa Melayu Bercorak Islam.
Menurut Abdurrahman Embung dalam konteks budaya yang
meliputi nilai, simbol, adat resam serta institusi dalam
masyarakat memberikan kesan terhadap hasil dan keputusan
ekonomi. Bahkan aktivitas- aktivitas ekonomi merupakan
bagian dari Peradaban dan budaya. Sistem nilai suatu budaya
memberikan arah dan tujuan kepada sistem ekonominya, oleh
karenanya semua aktivitas sistem Perekonomian dapat berlaku
adil bergantung kepada sistem nilai-nilai budaya yang
mengikutinya.104

Konsep serta nilai-nilai Filosofis Perekonomian bangsa
Melayu adalah sebuah nilai dasar dalam mengkonstruksi
kerjasama ekonomi khas kelompok masyarakat Melayu yang di
konstruksi atas dasar semangat Kekeluargaan, Kebersamaan
dan Kerjasama ekonomi jaringan karena kesamaan kultural
dalam arti luas. Sistem ekonomi jaringan yang hendak dibangun
dalam ruang lingkup ini bukan bersifat kapitalistik dan
pentolannya akan tetapi rancang bangun nilai-nilai filosofi
ekonomi Melayu tersebar lebih dekat kepada sistem
Perekonomian yang berbasis kerakyatan, 105 atau ekonomi
kerakyatan yang sudah dirasionalkan dengan pengertian bahwa
sistem Perekonomian Melayu tersebut lebih berpihak pada
kelompok masyarakat yang mayoritas ekonomi lemah dan
menengah ke bawah.106 Basis teoritis dan konsep nilai-nilai

103 Vaithzal Rivai. Islamic Economic Ekonomi Syari’ah Bukan Opsi tapi
Solusi. Diterbitkan Bumi Aksara Jakarta 2009 hlm 212

104 Abdul Rahman Embong. Pembangunan dan Kesejahteraan agenda
Kemanusiaan Abad ke-21 Syarahan Perdana jawalan Profesor 26 September.
Bangi penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

105 Revrison Baswir. Menyatakan ekonomi kerekayatan sebuah Sistem
Perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerekyatan: Pertama,
Perekonomian  disusun  sebagaiusaha bersama  berdasarkan azaz
kekeluargaan. Kedua, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, Bumi
dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Hastangka. Filsafat konomi Pancasila Mubyarto Jurnal filsafat vol 22 Nomor 1,
April 2012 hlm 42 diakses Bulan Januari 2020

106 Mustika Zed. Menggagas Zona Ekonomi Melayu. Beberapa Catatan
Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi
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filosofis Perekonomian Melayu lebih dekat dengan pemikiran
Hattanomics atau pemikiran ekonomi Muhammad Hatta dengan
memperluas jangkauan operasionalnya yang mencakup
trans-nasional yaitu dunia Melayu. 197 Masyarakat “Dunia
Melayu” subjek utamanya dari aktivitas Perekonomian, mereka
kelompok-kelompok masyarakat pendukung kebudayaan
(Tamaddun) Melayu yang meliputi seluruh puak-puak Melayu
yang tersebar di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara,
seperti sebagian di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina
Selatan, Thailand Selatan dan sebagian besar kondisi
Perekonomian mereka sangat menyedihkan. Masyarakat Melayu
masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya
terutama dalam sektor agraris, nelayan, pekerja kasar dan
hanya sebagian kecil masuk menjadi pelaku dunia usaha pada
modal.108

Penguasaan perekonomian oleh masyarakat Melayu jauh
tertinggal dibandingkan dengan masyarakat bukan Melayu,
seperti Barat dan China. Menurut Selo Sumardjan, masyarakat
Melayu terbiasa dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada
kehidupan bermasyarakat (Socially oriented) daripada bersifat
material (Material oriented) hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat Melayu lebih menjunjung tinggi prinsip
kekeluargaan, Kebersamaan dan gotong-royong daripada sikap
individualisme yang dalam satu dekade belakangan semakin
besar seiring dengan perkembangan kapitalisme mendunia.109
Tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya pendidikan
dialami masyarakat dunia Melayu, disamping sikap
kesederhanaan dan sosialisme yang tinggi berakar pada budaya
masyarakat Melayu tidak diiringi dengan semangat untuk maju
dan beradaptasi dengan perubahan dinamika yang terjadi di

Universitas Negeri Padang.2002.hlm 8 https//www academia edu zona E
diaksess Bulan Januari 2020

107 Tang Hattanomics. Telah dikemukakan dalam tulisan Mustik Zet
Cara baik Bung Hatta (In Print Bung Hatta) Universiti Press Padang 2002.
https//www academia Edu zona ekonomi diakses Bulan Januari 2020

108 Padat modal merupakan Industri yang dibangun dengan modal
besar dari dukung dengan teknologi tinggi. Industri padat modal merupakan
industri dalam proses produksinya cenderung menetapkan dan tergantung
pada penggunaan mesin mesin dibandingkan dengan penggunaan tenaga
manusia. https//idm.wikipedia.org.wikip diakses Bulan Januari 2020

109 Mustafa Abu Bakar. Peradaban Melayu Penquatan Ekonomi
Masyarakat Melayu dalam Percaturan Ekonomi Global. https//www teukuzer
woldpress com /2013/3/01/ Posted Bulan Januari 2020.
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dunia. Pengkiblatan menejemen perekonomian dunia Barat
diambil mentah-mentah  begitu saja  berikut sistem
berdagangnya. Sistem perekonomian Melayu tidak akan berhasil
jika tidak didasarkan atas kebudayaan dan tata nilai-nilai luhur
yang dianut oleh bangsa Melayu itu sendiri.!10

2. Pola Hubungan Kerjasama Produksi dan Distribusi

Pola hubungan kerjasama produksi, distribusi dan
konsumsi merupakan suatu rangkaian aktivitas perekonomian
yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi
akan tetapi harus diakui bahwa produksi merupakan titik awal
dari aktivitas tersebut. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya
produksi.!!! Produksi membutuhkan adanya aktivitas distribusi
dan konsumsi dalam arti aktivitas produksi tanpa adanya
aktivitas distribusi dan konsumsi tidak akan berjalan dengan
baik. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa produksi harta
kekayaan sangatlah penting dan perlu akan tetapi yang lebih
penting dari semua itu keterkaitan dengan distribusi kekayaan,
Jika para produsen rajin bekerja keras akan meningkatkan
kekayaan negara akan tetapi jika pendistribusian kekayaan
tidak adil maka sebagiaan besar kekayaan tersebut akan masuk
kekantong-kantong sebagian kecil pemilik modal.

Sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin sebab
bertumpunya kekayaan nasional tidak bermanpaat buat mereka
karena dapat dikatakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
tergantung bukan pada produksi saja akan tetapi pada
pendistribusiannya. Kekayaan akan diproduksi dalam jumlah
besar jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas
prinsip-prinsip yang benar dan adil maka negara tersebut tidak
dapat mencapai kemakmuran termasuk di Kesultanan
Palembang. 112 Dalam teori ekonomi makro menjelaskan
kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa dapat
diukur dengan tingkat produktivitasnya daripada kemewahan

110 Mustafa Abu Bakar. Peradaban Melayu Penuatan Ekonomi
Masyarakat Melayu dalam Percaturan Ekonomi Global https//www teukuzer
wold press com /2013/3 01 /18 Posted Bulan Januari 2020

111 Sudono Sukirno. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Penerbit Bina
Grafika Jakarta 1981

112 Afzalurrahman Muhammad Seorang Pedagang Muhammas As A
Trade . Penerbit Yayasan Swarna Bhumi cetakan ke empat Jakarta 2000 hlm
285.
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konsumtif, atau dengan kata lain mengutamakan kemampuan
eksportnya daripada agregat import.113

Sejak dulu hingga sekarang masih berlangsung
kontrapersepsi luas dan sengit tentang pokok persoalan
distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat
di setiap negara demokrasi di dunia, termasuk juga pada masa
Kesultanan dunia Melayu. Hal ini disebabkan kesejahteraan
ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh
pendapatan. Menurut al-Manan teori distribusi hendaknya
dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional
diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu
menjelaskan fenomena bahwa sebagian kecil orang kaya-raya
dan sebagian besarnya orang miskin. Celakanya di kalangan ahli
ekonomi modern menganggap masalah distribusi itu bukan
masalah distribusi perseorangan melainkan sebagai masalah
distribusi fungsional.114

M.A. Manan mengemukakan bahwa teori ekonomi
modern mengenai distribusi merupakan suatu teori
menetapkan harga jasa produksi. M.A Manan berusaha
menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi, dalam hal
ini teori itu hanya merupakan perpanjangan teori umum
penetapan harga. !5 Dalam ekonomi Islam tujuan utama
produksi untuk kemaslahatan umat baik secara individu
maupun masyarakat secara berimbang, Islam menerima motif
ekonomi berproduksi sebagaimana motif dalam sistem
ekonomi konvensional hanya saja lebih jauh Islam
menambahkan  nilai-nilai moral disamping identitas
ekonomi.!!® [slam mendorong umatnya untuk memproduksi
dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perindustrian dan
Perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan

113 Sudono Sukirno. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Penerbit Bina
Grafika Jakarta 1981

114 M.A. Manan. Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Islamic Economics
Theory And Practice. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Penerbit PT Intermasa
Jakarta. 1992.hlm 113.

115 M.A .Abdul Manan Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic
Economic Theori and Practice. Penerbit Intermasa Jakarta 1992 hlm 113

116 IDRI Prof Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi.
Penerbit Kharisma Putra ulama. Kencana Jakarta 2015 hlm 63
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menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.!!” Disamping
itu, Islam memprediksi sesuatu bukanlah sekadar untuk
dikonsumsi sendiri atau dijual akan tetapi lebih jauh dari itu
menekankan bahwa setiap kegiatan produksi dituntut untuk
mewujudkan fungsi sosial!!® QS. 57 al-Hadid ayat 7.

Dalam menjalankan aktivitas produksi  harus
memperhatikan aspek kehalalan, dalam ekonomi Islam tidak
semua aktivitas yang menghasilkan barang sangat terkait erat
dengan halal dan haramnya suatu barang atau jasa dan cara
memperolehnya dengan kata lain aktivitas yang menghasilkan
barang dan jasa yang halal saja dapat disebut sebagai aktivitas
produksi. 119 Oleh karena itu menurut M.M Metwally dalam
sebuah perusahaan misalnya asumsi-asumsi produksi harus
dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan
pasca produksi yang tidak menimbulkan kemudaratan. Semua
orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi
asalkan halal dan tidak menimbulkan kemudaratan.120

Moralitas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada
produksi dengan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan
produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya akan
tetapi bertambahnya hasil produksi tidak cukup untuk
menciptakan manusia yang hidup aman dan sejahtera. Sebab
sangat mungkin produksi ini baik sebagian atau bahkan
seluruhnya digambarkan untuk urusan yang tidak bermanfaat
bagi tubuh manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak
membahagiakan keluarga dan masyarakat. 2! Disamping itu
ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita menemukan
ada segelintir manusia memproduksi sesuatu yang halal akan
tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat,

117 Yusuf Qadardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Daurul Qitam
Wal Akhlag Fil Ighshodil Islam Maktabah Wahbah. Kairo Mesir. 1995. Penerbit
Gema Insani Press.Jakarta 2016 hlm 91.

118 Mustofa Edwin Nasution. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.
Freenada Media Group Jakarta 2010 hlm 106

119 Adi Warman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Penerbit
Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 hlm 257.

120 Metwally. “A Behavioural Model of An Islamic Firm” dalam Readings
In Micro Economic An Islamic Perspective (Malaysia Longman). Malaysia 1992
hlm 131-132 dalam Idri Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadits
Nabi. Penerbit Prenada Media Grouf Jakarta 2015 hlm 71.

121 Yusuf Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam Darul Qalam Wal
Akhlagq Fil Igtishadil Islami Maktabah Wahbah Kairo Mesir 1995 Penerbit Gema
Insani Press Jakarta 2015 hlm 121
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sementara mereka memproduksi berbagai kenikmatan Allah
SWT hanya untuk mengajar eksport dengan menawarkan harga
yang tinggi, dalam hal seperti ini perlu dicegah QS. al-A’raf 32.
Pertumbuhan ekonomi terjadi dengan bertambahnya produksi
dan semakin dewasanya konsumen inilah target yang dikejar
oleh Islam lewat konsep ekonominya di bidang konsumsi dan
distribusi.122

Dalam konteks distribusi menurut M.A Manan
sebagaimana telah dikemukakan di awal, sejak dulu hingga
sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang
pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara golongan
rakyat di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan
ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi suruh
pendapatan nasional. 123 Pembahasan tentang distribusi
pendapatan tidak bisa lepas dari konsep moral ekonomi yang
dianut, disamping itu juga tidak bisa lepas dari model instrumen
yang diterapkan individu ataupun negara dalam menentukan
sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian
pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut berkaitan
dengan kebendaan (Materi), kepemilikan dan kekayaan (Property
and Wealth Concept) harus dipahami untuk tujuan menjaga
persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si
miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati
dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan
pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok
miskin, untuk meminimalkan kesenjangan dan
ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan
seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem
perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok dalam
Islam berupa zakat. Dengan demikian tidak ada ruang bagi
miskin untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya
melancarkan proses distribusi pendapatan.!24 Oleh karena nya
di antara bidang terpenting dalam Perekonomian adalah bidang
distribusi. Dalam sistem ekonomi kapitalis perdagangan

122 Yusuf Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam darul Qalam Wal
Akhlagq Fil Iqtishadil Islami Maktabah Wahbah. Kairo Mesir 1995 Penerbit Gema
Insani Press Jakarta 2015 hlm 122

123 M.A. Manan. Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic Economic
Theory and Practice. Penerbit Intermasa Jakarta 1992 hlm 113

124 Mustafa Edwin Nasution. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam
Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010 hlm 219
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terpusat pada distribusi paska produksi, setelah mereka
menghasilkan barang untuk suatu proyek pandangan mereka
terfokus pada uang dan harta.125

Menurut Yusuf al-Qardhowi dalam kaitan dengan
distribusi hasil produksi paling tidak ditemukan ada empat
bagian. Pertama, upah dan gaji untuk para pekerja yang biasa
terjadi pada upah yang seimbang. Kedua, keuntungan sebagai
imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek. Ketiga,
sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu.
Keempat, laba bagi manajer yang mengelola dan mengurusi
pelaksanaan proyek dan sebagai pertanggungjawabnya. Sistem
ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepemilikan (Private
property) dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan
cara pewarisan atau hibah, akan tetapi tidak membuat
aturan-aturan terkait dengan penentuan tersebut. Kapitalis
didasari oleh sistem nilai (Value based) berupa sekularisme dan
materialisme. Sekularisme berusaha untuk memisahkan ilmu
pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi
normatif atau moral yang berdampak pada hilangnya kesakralan
kolektif (yang diperbolehkan oleh agama) yang dapat digunakan
untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Paham
materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki
pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan
menganggap materi adalah segalanya.!26

Sementara sistem ekonomi sosialis mengabaikan
kepemilikan pribadi bagi unsur-unsur produksi. Oleh karena itu
sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip tiap individu
sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan tiap individu sesuai
tingkat kebutuhannya serta berdasarkan pada parealisasi
keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang
berdasarkan pada pilar-pilar sosial. Berbeda dengan itu dalam
Perekonomian Islam distribusi lebih ditekankan pada
penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa
pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut
Afzahur Rahman yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu

125 Yusuf al-Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam Darul Qalam
Wal Akhalaq Fil Igtishad Islam Makhtabah Wahbah Kairo Mesir. Penerbit Gema
Insani Press Jakarta 2016 hlm 185

126 M.B. Hendri Onto. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Penerbit
Ekonesia Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 2003 hlm 34
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cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan kepada
beberapa faktor produksinya yang kemudian memberikan
kontribusi kepada individu-individu masyarakat maupun
negara.l2? Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau
jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman
karena termasuk riba.128

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang
didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. 129 Jika
distribusi kekayaan di dalam masyarakat tidak adil atau tidak
merata maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhannya dan
konfliks antara si kaya dan si miskin dapat berlanjut ke revolusi
berdarah. Kantong- kantong kemakmuran tidak dapat hidup di
dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya distribusi
kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat
penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian,
kebahagiaan dan kemakmuran. Tujuan dasar Islam adalah
mewujudkan kebahagiaan (Falah) di dunia dan di akhirat serta
untuk mewujudkan persaudaraan antara anggota masyarakat
Muslim (Ummah). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi
kekayaan diantara para anggota masyarakat Muslim
berlangsung tidak adil, jurang antara si kaya dan si miskin amat
lebar serta konfliks antara kelas terjadi di masyarakat.130

Oleh karenanya, sistem ekonomi Islam mencoba untuk
menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata diantar
anggota masyarakat muslim dengan mengambil tindakan yang
amat efektif QS. al-Hasyir 59:7 QS. al-Taubah 9:34. Teori
distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada
filosofi yang jelas Allah SWT pemilik segala sesuatu yang ada di
langit dan di bumi dia pemelihara dan penjaga semua makhluk.
Allah SWT adalah “produsen” kekayaan yang sebenarnya. Tidak
diragukan lagi bahwa manusia memiliki semangat untuk
berusaha dan usahanya pun berbuah tetapi semua itu tidak

127 Afzahur Rahman. Muhammad Seorang Pedagang. Penerbit Yayasan
Swarna Bhumi Jakarta 1997 hlm 54

128 Yusuf al-Qaradhawi. Fawaidh al-Bunuk Hiya ar-Riba al
Muharroman. Mesir Dar-al-wafa terjemah Zainal Arifin Penerbit Gema Insani
Press Jakarta 1999 hlm 80.

129 Idri. Hadits Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi. Penerbit
Kharisma Putra Utama Kencana. Jakarta 2015 hlm 130

130 Muhammad Sharif Chaudhry. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam
(Fundamental of Islam Economic System). Penerbit Prenada Media Group
Jakarta 2016 hlm 78
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akan menghasilkan, rencana akan gagal jika Allah SWT
menahan pertolongan-Nya, al-Quran sering mengingatkan. QS
al-Waagiah 56: 63-65, QS al-Waagi’ah 56: 68-72. Untuk
mwujudkan distribusi kekayaan yang adil jujur dan merata
Islam menetapkan tindakan tindakan yang positif dan
Prohibitif. 131 Tindakan positif mencakup zakat, hukum
pewarisan dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib
maupun sukarela. Tindakan Prohibitif mencangkup dilarangnya
bunga, menimbun, minuman keras, dan judi.

Di atas semua itu dilarangnya semua upaya untuk
mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil,
dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya
konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang. Dalam
konteks kerjasama hubungan produksi dan distribusi di dunia
Melayu dapat dilihat pada masa Abad XIX M di mana dunia
Melayu khususnya daerah Malaysia terutama Kelantan, sebuah
daerah makmur dan ramah penduduknya. Jumlah
penduduknya diperkirakan antara 30.000 sampai 50.000 orang
China. Hasil produksi utama dapat dikeluarkan berupa emas,
biji timah, lada hitam, pinang beras gutta percha, rotan, bambu,
kayu, garam, dan kain songket. Perkembangan Perekonomian
dunia Melayu terutama di Malaysia sebelum kedatangan Inggris
dikuasai oleh golongan pembesar kerajaan atau Kesultanan.132
Rakyat biasa hanya bertugas menjalankan kegiatan ekonomi.!33
Kenyataan ini dapat dilihat dari corak ekonomi yang diusahakan
golongan rakyat hanya bisa menjalankan aktivitas ekonomi
pertanian serta berprofesi sebagai petani seumur hidup.

Dilihat dari aspek perkembangan Perekonomian dan
perdagangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut didominasi
golongan pembesar Kesultanan dan mereka memainkan peran
utama. 3¢ Kedudukan Kota Bharu sebagai pusat kegiatan
eksport import karena kondisinya strategis yang terletak di

131 Prohibitif = bersifat melarang, bunga bank, menimbun komodotas
barang, minuman keras dan perjudian

132 Muhammad Sulaiman bin Mohammadd. Saud Klantan 1900-1940.
Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap
Masyarakat Melayu. Thesis Sarjana Muda. Universitas Kebangsaan Malaysia
(UKM) Malaysia 1983 hlm 20

133 Muhammad Sulaiman bin Mohammad Saud Sistem Ekonomi
Berbentuk Feudalistik. Malaysia 1983 hlm 19

134 Jang Aisyah Mattalib. Pemberontakan Pahang 1891-1895 Kota
Baru. Pustaka Aman Press Malaysia. 1972 hlm 126-127
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tebing Sungai Kelantan.!35 Kota Bharu mempunyai hubungan
perdagangan dengan Siam dan Singapura serta beberapa bandar
pesisir yang daerahnya berdekatan, contohnya Pattani dan
Singapura. Berdasarkan beberapa sumber, Robert membuat
penelitian bahwa hasil produksi utama yang dieksport Melayu
Kelantan adalah kelapa, elapa kering, kerbau, bumbu dan
ternak lainnya, Beras, Belulang, Pinang, Ikan kering, Getah dan
Damar. 136

Catatan-catatan dari awal Abad XIX M. Menyatakan
bahwa bahan tambang seperti biji timah dan emas sebagai
bagian dari eksport Kelantan. Akan tetapi menurut Skinner
eksport utama Kelantan adalah Kelapa kering, Beras, Damar,
Getah perca dan sebagainya. Barang-barang tersebut telah
dieksport ada yang ke Singapura dan ada yang ke Siam.137
Aktivitas eksport import ini dilakukan tidak hanya sistematik
karena hanya dilakukan oleh pembesar dan administrasi
jajahan, akan tetapi mereka mengendalikan urusan ini dengan
menggunakan perahu pukat, 138 transaksi di Kelantan pada
masa itu sudah menggunakan mata uang.139

Aktivitas perekonomian orang Melayu pada sekitar Abad
XIX M menjelaskan bahwa bentuk dan corak perekonomiannya
bersifat subsistem dan keadaannya tertutup secara tradisional
kurang lebih hasil produksi masih berskala kecil yang berada
pada produktivitas rendah.140 Pandangan ini tidak jauh berbeda

135 Muhd Sulaiman bin Mohammad. Saud Klantan 1900-1940. Satu
Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap Masyarakat
Melayu. Thesis Sarjana Muda. Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)
Malaysia 1983 hlm 15

136 Mohammad Fauzi haji Yaacob. Pemesatan dan Motivasi Tradisi
Perdagangan dan Perusahaan Melayu Kelantan Dalam Niksafiah Karun dan
Wan Abdul Kadir Yusuf (Pnyt) Kelantan Dalam Perspektif Sosio Budaya. Suatu
Kumpulan Essay Kuala Lumpur Jabatan Pengajian Melayu. Universitas Melayu
1985 hlm 176.

137 Muhammad Sulaiman bin Mohammad. Saud Klantan 1900-1940.
Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap
Masyarakat Melayu. Thesis sarjana muda sarjana. Universitas Kebangsaan
Malaysia (UKM) Malaysia 1983

138 Muhammad Sulaiman bin Muhammad al Saud; juga A.M Skinner A
Geography of The Malay Peninsula And Surrounding Countries Part I, Malaysia
1884 hlm 27.

139 W.A Graham Kelantan A State of The Malay Peninsula a Hard Book
of The Information Glasgow. James Maclehose & Sons Malaysia 1908 hlm 61-62
dalam ugbah igbal.

140 Mohammad. Kasutri Nor bin Abdul Aziz. Warisan KeSultanan
Melayu Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah Dalam Seri
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dengan pandangan J. M Gullick, seorang sarjana barat
berpendapat bahwa sistem Perekonomian mulai bersifat
subsistem di mana mereka hanya mampu menghasilkan sumber
produksi untuk keperluan pribadi dan keluarga dimana kalau
tersisa dijual untuk mendapatkan uang serta barang keperluan
lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri.!4! Dalam konteks
hubungan Perekonomian antara bangsa yang agak terbuka
setelah berlaku sistem adanya kedatangan bangsa Barat hal ini
karena sudah ada terdapat native traders di Perairan alam
Melayu, bahkan buktinya pada zaman Laksamana Abdul Jalil
1670-1690-an kepulauan Riau sudah berkembang menjadi
pusat perdagangan yang cukup pesat.

Disamping itu rakyat biasa barisan Kesultanan Melayu
Malaka telah menjalankan aktivitas perdagangan secara merata
di luar wilayah mereka. Sumber-sumber China dan Eropa
mencatat berbagai kumpulan etnis yang berada dan mewarisi
Kesultanan Melayu Malaka telah menjalankan perdagangan dari
Pattani, Kamboja ke Sulawesi, Jawa dan laut Maluku. 142
Kemudian pada tahun 1850-an Suatu sistem ekonomi antar
bangsa telah muncul di Asia Tenggara hubungan persahabatan
dalam perdagangan dunia Melayu sudah mulai nampak.
Integrasi asimilasi (pembauran) ekonomi antar bangsa telah
membuka hubungan antara semenanjung tanah Melayu dengan
wilayah yang lain. Kemudian perdagangan ini meningkat dengan
perlahan-lahan dan berbeda antara satu tempat dengan tempat
yang lain. Mulanya di daerah Kelantan pada Abad XIX M
Aktivitas dan hubungan perdagangan telah berkembangnya dan
telah menjangkau hingga ke wilayah pedalaman.

Dengan demikian tatkala perdagangan meluas di Asia
Tenggara kurang tepat apabila dikatakan bahwa akibat
pengaruh perdagangan itu tidak meningkatkan Perekonomian
yang bisa dikatakan bersifat subsistem. Soalnya sejauhmana
efek perdagangan telah beralih kepada sikap orang Melayu
ketika itu untuk mengelola pertanian yang berorientasi pada

Internasional Journal of The Malay World And Civilization 29 (2) Malaysia 2011
hlm 46

141 Sultan Abdul Hamid hlm 47. juga J.M Gullick Malay Society In The
Late Nineteeth Century Singapore Oxford University Press. Malaysia 1980 hlm
124.

142 Muhd Anwar omar din. Asal Usul Orang Melayu. Menulis Semula
Sejarahnya dan Jurnal Melayu (7) Malaysia, 2011 hlm 49-50
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penanaman padi. Hal ini perlu diperhatikan tentang hubungan
antara perdagangan yang ada di pelabuhan dan pusat
perniagaan dan perdagangan ada di pedalaman. Komoditas
perdagangan yang keluar dan masuk dalam Perekonomian
Melayu sering dikawal oleh pasukan di raja dan aristokrat,
terutama melalui sistem cukai yang ada pada saat itu.143 Corak
perdagangan daerah ini sebenarnya menghubungkan dengan
dunia luar dan Perekonomian orang Melayu kurun Abad XIX M
khususnya, tidaklah mengherankan jika pada masa itu corak
ekonomi orang Melayu berdasarkan pertanian jauh sekali dari
mencukupi. Contohnya beras di import karena ada kekurangan,
disamping itu Garam, Ikan kering, Candu, Minyak kelapa serta
bahan-bahan tekstil merupakan barang-barang utama yang
diperdagangkan.144

Disamping itu industri Pertambangan biji timah sedang
berkembang dengan pesatnya di kawasan dunia Melayu dan
menunjukkan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis terutama
dipandang dari sudut Permodalan dan buruh. Walaupun orang
Melayu tidak bekerja di pertambangan ataupun terlibat secara
langsung sebagai pekerja pertambangan-pertambangan milik
orang China, akan tetapi peranan orang Melayu jelas kelihatan
dari sudut penyediaan barang keperluan yang dibeli oleh pemilik
pertambangan.145

Perlu dikemukakan bahwa peran orang Melayu dalam
memproduksi hasil industri pertambangan pada Abad XIX M
perlu untuk dioptimalkan, walaupun diakui bahwa imigran
China dibawa oleh Inggris pada Abad XIX M secara
beramai-ramai untuk membuka produksi industri
pertambangan timah di Perlak, Selangor, dan Negeri sembilan.
Keterlibatan imigran China di daerah tersebut untuk

143 Abdullah Azmi Khalid. Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau
Komersial dan Badriyah haji soleh & Tan Liok Ee (pent) Alam Pensejarahan Dari
Berbagai Perspektif Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka 1996 hlm 230.
lihat juga J.M Gullick Sistem Politik Bumi Putera Tanah Melayu Barat Kuala
Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1972 hlm 203-204

144 Abdullah Azmi Khalid. Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau
Komersial dan Badriyah Haji Soleh & Tan Liok Ee (pent)Malalaysia 1972 hlm
203-204

145 Abdullah Azmi Khalid. Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau
Komersial dan Badriyah Haji Soleh & Tan Liok Ee (Pent) Alam Pensejarahan dari
Berbagai Perspektif Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1996
hlm 231
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memproduksi timah hanya sampai tahun 1840 an, namun
Winstedt mengemukakan bahwa orang Melayu sudah lama
memproduksi dan menghasilkan biji timah seperti di Malaka,
Pahang, Klang, Johor, Perak, dan Sungai Ujong sejak Abad XV
M. 146 Maka timbul pertanyaan mengapa keterlibatan orang
Melayu dalam sektor industri pertambangan biji timah dianggap
sangat kecil dan tidak maksimal dan terkesan sistem
pertambangan tidak baik dan tidak ekonomis. Padahal industri
pertambangan Melayu telah menghasilkan biji timah untuk
produsen dunia selama beratus-ratus tahun.

3. Peran Lembaga Adat dalam Sistem Ekonomi Melayu

Peran menurut Soerjono Sukanto lebih banyak
Menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu
proses, jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi
atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan
peranannya.l4’ Sementara Poerwadarminta menyatakan bahwa
peran itu pemain sandiwara kemudian sesuatu yang menjadi
bagian atau pimpinan yang terutama. Peran merupakan aspek
dinamis dari status apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah
menjalankan peranan.!48 Sedangkan lembaga merupakan kata
yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia lembaga bisa digunakan untuk
merujuk pada organisasi tertentu yang ada di masyarakat
termasuk juga masyarakat yang ada di dunia Melayu.

Akan tetapi di dalam ekonomika, penggunaan kata
lembaga lebih dominan untuk merujuk pada sekumpulan
aturan, norma dan harapan yang memadu perilaku kita. 149
Douglas C. North (1991) mendefinisikan lembaga sebagai
Institution are the Humanly Devised Constraint of Both Informal
Constraint and Social Interaction; They Consist of Both Informal

146 Winstedt. The Malays a Cultural History. Kelly And Walsh Singapore
1947 hlm 130.

147 http//wwuw.artikelsiana.com pengertian diakses Bulan Februari
2020

148 http// www.pendidikan.co.id pengertian diakses Bualan Februari
2020

149 La Croix Summer J. Akihiko Kawara. Institutional Change In Japan
Theory Evidence And Reflection East West Centre Working Papers No. 28 dalam
Azansyah 2005
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Constraint and Formal Rules. Bank dunia 2002 mendefinisikan
lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan
organisasi. 150 Pembangunan lembaga dapat terdiri dari
Pemerintah, pelaku usaha dan anggota komunitas. Hukum dan
undang-undang agensi penegakannya lembaga publik yang
dibangun pemerintah, lembaga keuangan norma warisan tanah
hubungan antar anggota komunitas adalah lembaga swasta
yang dibangun pelaku usaha dan anggota komunitas.

Peran penting kelembagaan dalam perekonomian adalah
sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau
mengubah menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat
biaya transaksi menjadi rendah sehingga transaksi pasar atau
perdagangan akan meningkat. Perdagangan memberikan
keuntungan bagi pelakunya karena menguntungkan mereka
untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya akan
meningkatkan kemakmuran masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Peran lembaga terhadap Perekonomian terkait dengan kondisi
pasar yang ada dan sudah terbuka terintegrasi maka peran
kelembagaan dalam mendorong Perekonomian menjadi besar.15!
Termasuk Sistem Ekonomi Melayu. Dalam konteks peran
lembaga, lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan
baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh
dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu
masyarakat hukum adat.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat
merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak
dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan,
wujut gagasan, kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya,
norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan
menjadi satu sistem.!52 Menurut Soerjono Soekanto hukum
adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan tetapi
kebiasaan mempunyai akibat hukum. Sedangkan pengertian
lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 2007 tentang Pedoman  Penataan Lembaga

150 The world bank. World Development Report 2002 Building
Institutions For Markets Chapter 1 The World Bank Washington DC dalam
Azansyah.2002

151 Azansyah. Peran Kelembagaan dalam Perkawinan Kondisi
Pembangunan Kelembagaan di Indonesia dan Membangun Lembaga yang
Efektif. Jurnal Ekonomi Bisnis EKBIS vol VII No. 2 Juni 2013 hlm 26-279

152 http//idm.wikipedia.org.wiki diakses Bulan Februari 2020
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Kemasyarakatan, lembaga adat merupakan lembaga
kemasyarakatan baik bentuk maupun secara wajar telah
tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau
suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Dengan nilai hukum dan hak atas harta kekayaan di
dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk
mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan hidup yang berkaitan dengan dan mengacu pada
adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian
lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan karena
kesejarahan atau asal-usulnya memulihkan hukum adat dan
mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan
pelestarian dan pengembangan. Dalam kaitan dengan
masyarakat hukum adat terdiri dari dua faktor, geneologis dan
faktor teritorial.153 Faktor geneologis berdampak mendominasi
wilayah garis keturunan dan serta kedudukan keluarga dalam
masyarakat. Sedangkan faktor teritorial berdampak pada fungsi
kekuasaan dan kewenangan pengurusan untuk mengelola dan
menikmati hasil hasil sumber daya alam bagi kesejahteraan
masyarakat termasuk juga masyarakat Melayu.

Dalam konteks marga Menurut Albar Subari SH MH. kita
kenal sekarang juga merupakan satu kesatuan masyarakat
hukum adat yang berasaskan turunan darah (Geneoloische
reehtgemeen schap) dalam masyarakat hukum adat dengan Asas
seperti ini kekuasaan dengan sendirinya dipegang oleh jurai tua
yang kedudukannya sebagai pemimpin (Premus interpres). Oleh
karena itu pemimpin mereka disebut sebagai pengandang, yang
berarti pemeliharaan atau penjaga batas batas wilayah dan
menjadi batas batas antara yang boleh dan yang dilarang.
Pelanggaran adat berlaku sama dengan lingkungan masyarakat
lainnya. Pada tahap kesatuan masyarakat hukum adat
berasaskan genologis (keturunan sedarah) sistem pemerintahan
dari ketiga rumpun suku bangsa di uluan Sumatera Selatan
berbeda beda. nama, bentuk, dan sistem pemerintahan dari
rumpun suku di uluan awalnya merupakan kesatuan
masyarakat hukum adat yang berazas geneologis selanjutnya
menjadi asas teritorial dampak dari masuknya pengaruh luar.

153 Surojo Wignyodipuro. 1979 hlm 86-87
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Menurut hemat penulis makna kata asli di dalam
peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku maupun
yang sudah menjadi hukum positif adalah merujuk kesatuan
masyarakat hukum adat yang berada di uluan masyarakat
hukum adat yang berasas geneologis.!54

Dalam kaitan dengan teritorial masyarakat hukum adat
yang berasaskan geneologis maka akan menganalisis secara
singkat hubungan dengan Kesultanan Palembang. Wilayah basis
daerah Kesultanan Palembang berada di sekitar kota Palembang
ditambah dengan daerah langsung di bawah pemerintahan
Sultan yaitu daerah Belida dan Pegagan. Sistem Perdikan yang
merupakan daerah bebas pajak di Jawa dibawa dan diterapkan
di Palembang dengan nama daerah “Sikap”.

Usaha untuk meruntuhkan daerah uluan oleh penguasa
Palembang telah dinamai semenjak Adipati karang widara yang
berkuasa tahun 1485 M dengan menyelusuri ke pedalaman
melalui empat muara sungai Musi berhasil merundukkan
kurang lebih 100 dusun dan sekaligus memberikan gelar-gelar
kehormatan yaitu pangeran. Gelar itu tampaknya sebagai upaya
jalan angkanan saudara karena pangeran adalah gelar keluarga
Kesultanan. 155 Oleh karenanya campur tangan Sultan (raja)
sistem pemerintahan marga di Kesultanan, masyarakat hukum
adat terbatas baik tenaga biaya dan lain lain. Maka premis
interperes saat ini menjadi raja kecil sistem otonom penuh, guna
memperbesar khas pemerintah pusat dengan cara yang
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Pertama
daerah “sikap” semula memang menjadi basis wilayah raja
Palembang daerah (Belida, Pegagan, Banyuasin , Sungsang).

Daerah ini tidak mempunyai pemerintah sendiri, seperti
daerah Uluan lainnya tetapi diperintah langsung oleh pegawai
yang ditunjuk oleh Sultan Palembang. Dengan beberapa kepala
dusun dilakukan perundingan antara lain terjadi kesepakatan di
mana daerah-daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil
bumi ke Palembang dengan imbalan wajib membayar pajak, dan
sewaktu-waktu mereka diperlakukan-diperlukan diminta pula
untuk menjadikan tenaga kerja daerah ini dinamakan daerah

154 Wawancara Dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Bapak
Albar Subari SH. MH Tanggal 28 Februari 2020

155 Hasil wawancara dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan
Albar S. Subari SH. MH tgl 28 Februari 2020
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Kepungutan yang meliputi daerah Musi ilir, Lematang Ilir, Ogan
Ulu, Komaring Ilir dan Komering Ulu. Para kepala marga yang
bergelar depati Memberikan bantuan akan diakui (Diangken)
bersaudara oleh raja sehingga ia diberi gelar pangeran. Praktik
seperti ini dimulai kira kira tahun 1485 M dan dianggap
berhasil. Kini daerah uluan (Kepungutan) dahulu mengenai
pemerintahan lokal, karena persahabatan lambat laun
mengalami perubahan sifat yang tidak dapat dielakkan.156

Peran lembaga adat dalam meningkatkan sistem ekonomi
Melayu khususnya Sistem Ekonomi Melayu dalam lingkungan
hukum adat ditempuh melalui berapa langkah. Pertama,
pengkajian terhadap kondisi wilayah. Kedua, Pengkajian
terhadap pengalokasian lahan bagi berbagai kegiatan
pembangunan khususnya bidang pertanian dan perkebunan.
Ketiga, analisis program penanganan sengketa adat dan
penyelesaiannya. @ Keempat, penyusunan saran tindak
pengelolaannya dengan memperhatikan manfaat ekonomi
masyarakat adat. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan
hasil bahwa masyarakat dalam lingkungan hukum adat masih
terkait dengan lingkungan hidupnya. Sumber daya alam melalui
adat istiadat. Disamping itu peran sebagai lembaga dalam
masyarakat hukum adat yang melaksanakan adat istiadat juga
mempunyai peran membantu pemerintah dalam mengusahakan
kelancaran pembangunan terutama di bidang kemasyarakatan
dan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.157

Akan tetapi dalam kenyataannya, lembaga adat belum
dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya
dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang ditemui.
Adapun kendala-kendala yang ditemui lembaga adat dan
masyarakat Melayu dalam menjalankan peranannya untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat hukum adat Melayu,
Pertama masih kurangnya sumber daya manusia dan
terbatasnya kemampuan dalam mengelola sumber daya alam
dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang telah musnah
oleh para pelaku usaha perkayuan. Hal ini disebabkan adanya

156 Hasil wawancara dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan.
Albar Sobari SH. MH Sabtu 28 Februari 2020

157 Pengaruh-hukum-adat-terhadap-perkembangan-ekonomi
masyarakat. https//etd repositori ugm ac.id home diakses Pebruari 2020.
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pengusaha telah menguasai lingkungan di mana tempat
masyarakat hukum adat mencari dan menentukan hidup
melalui hasil hutan yang selama ini dilestarikan dan
dipelihara secara turun-temurun. Kedua, kurangnya
pengetahuan mengenai adat dan hukum adat dari ketua dan
pengurus lembaga adat, minimnya fasilitas yang tersedia baik
mengenai sarana maupun prasarana untuk lembaga adat dan
kurangnya bimbingan dan pengawasan.!58

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat Melayu sejak zaman dahulu hingga sekarang
mempunyai fungsi dan berperan untuk dapat membina
nilai-nilai budaya, nilai norma adat, aturan untuk
mewujutkan keamanan, keharmonisan, ketertiban,
ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat
Melayu sebagaimana manifestasi untuk mewujudkan
tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan
kepentingan masyarakat Melayu. Dalam konteks adat istiadat,
lembaga adat berperan wuntuk melakukan pembinaan
pemberdayaan yang berkesinambungan dengan melihat
dinamika dan perkembangan masyarakat Melayu.!5°

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat Melayu sejak dahulu sampai sekarang mempunyai
peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya,
norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan,
ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Melayu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Mengacu kepada pandangan Prof. Djuned seorang pakar hukum
adat fakultas hukum Unsyi’ah mengatakan bahwa dalam
masyarakat adat Aceh dikenal keberadaan lembaga adat yang
bersifat pemerintahan umum nya dan berkembang juga
beberapa lembaga adat yang memiliki fungsi pelayanan dan
kedinasan lembaga adat yang bersifat pelayanan atau kedinasan
mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan, mengatur adat
istiadat di bidang pesisir dan kelautan, mengatur pengelolaan
dan pelestarian lingkungan hutan, pengelolaan kawasan

158 http/etd.repository.ugm.ac.id/home/detail pencarian/26464
159

Balemukim.blogspot.com/2018/12 kedudukan-fungsi-dan-peran-adat-html
diakses 28 Februari 2020
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perkebunan untuk mengawasi wilayah adat pelabuhan dibentuk
lembaga adat Syahbandar.160

Dalam kehidupan masyarakat Melayu, lembaga adat
memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam tiap-tiap
wilayah memiliki kepemimpinan adat seperti apa yang
dikemukakan Snouck Hurgonje berperan sebagai “Kungen Ma”
yaitu sebagai bapak dan ibu biologis yang mengayomi warga
masyarakatnya sebagai anaknya sendiri. Sementara itu menurut
Prof. Djuned peran lembaga adat keterkaitan dengan pelayanan
atau kedinasan memiliki tiga peran penting yakni Pertama,
menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya, setiap orang
diterima untuk bekerja di wilayah lembaga adat. Kedua,
memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha
dalam bidang ekonomi produktif seperti Bertani, Berkebun,
menetapkan dan mengambil hasil hutan untuk dijual. Ketiga,
mendidik keahlian bagi anggotanya seperti teknik bertani,
berkebun, melawat, menangkap ikan serta solidaritas antara
sesama anggota.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran lembaga
adat khususnya terkait dalam Perekonomian memiliki
kedudukan dan peran yang sangat strategis di tengah tengah
masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya yang serius dan
terus-menerus untuk memperkuat keberadaan kedudukan,
peran dan tugas lembaga adat agar mampu memberikan Andil
yang kuat dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara.

C. Perekonomian Bangsa Melayu dalam Sistem Ekonomi
Islam

Berbicara tentang Melayu cukup beragam, beberapa
pendapat mengemukakan bahwa Melayu itu dicirikan dengan
tutur kata dalam bahasa Melayu beragama Islam, dan menjalani
tradisional dan istiadat Melayu, menurut orang Belanda dan
Inggris yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia, hampir
seluruh penduduk Nusantara dan Semenanjung Malaya
merupakan Ras Melayu yang dicirikan dengan warna kulit, profil
tubuh dan bahasa yang digunakan. Sementara menurut
Mahyudin al-Mudra selaku pendiri Melayu Online Course

160 Balemukim.blogspot.com/2018/12.Kedudukan-Fungsi-dan-Peran-A
dat-htm28 diakses Februari 2020
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mengatakan suku bangsa Melayu di definisikan sebagai bangsa
di manapun mereka berada yang pernah dan masih
mempraktekkan budaya Melayu tanpa dibatasi sekat-sekat
Agama, Ras, Bahasa, Geografis dan Afilasi Politik.161

Dalam konteks Perekonomian Melayu dalam Sistem
Ekonomi Islam eksistensi Melayu dalam panggung sejarah
ternyata berimplikasi pada pembentukan jati diri sebagai bangsa.
Kontribusi yang diberikan Melayu berupa nilai-nilai normatif
sampai pada nilai-nilai ekspresif dan transformatif, nilai-nilai
normatif sangat jelas dapat kita temukan dalam budaya yang
dimiliki bangsa ini, budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai
bercorak Islam menjadi anggota masyarakat secara luas dan
tersebar di seluruh Nusantara. 162 Oleh karenanya dalam
perkembangan ajaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari
budaya Arab, termasuk juga dalam Sistem Perekonomian
Melayu. Dalam konteks Perekonomian Melayu, aktivitas
Perekonomian orang Melayu pada sekitar Abad XIX M
menjelaskan bentuk dan corak Perekonomian yang bersifat
subsistem dan keadaan tertutup secara tradisional dan kurang
berdaya saing serta hasil produksinya berskala kecil yang berada
pada tahap produktivitas yang rendah.163

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan J. M
Gullick, seorang sarjana Barat yang berpendapat bahwa Sistem
Ekonomi Melayu bersifat subsistem, mereka hanya mampu
menghasilkan sumber dan memproduksi untuk keperluan diri
dan keluarga. Manakala tidak berimbang mereka menjual untuk
mendapatkan uang serta barang keperluan lainnya tidak dapat
dimasukkan oleh mereka sendiri. 164 Ketika muncul sistem
ekonomi antara bangsa yang agak terbuka dan telah dimulai
pada zaman sebelum kedatangan orang Barat, ini karena sudah

161 Mustofa Abu Bakar. Peradaban Melayu Penguatan Ekonomi
Masyarakat Melayu Dalam Pencaturan Ekonomi Global.
http/ /teukuuzer.wordpress.com 2013 Januari in uncategorized.

162 Sunandar. Melayu dalam Tantangan Globalisasi Refleksi Sejarah
dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya Dalam Jurnal Khatulistiwa Journal of
Islamic Studies Vol 5 No 1 Maret Sambas 2015.

163 Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. Warisan Ke Sultanan Melayu.
Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri
Internasional Journal of The Malay World And Civilization 29 (2) Malaysia 2011
hlm 46.

164 Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. 2011 hlm 46 lihat J.M Gullick
Malay Society In The Late Nineteeth Century. Oxford University Press Singapore
1989 him 24.

55



terdapat Native Traders di perairan alam Melayu. Ini buktinya
pada zaman Laksamana Abdul Jalil 1670-1690-an kepulauan
Riau sudah berkembang menjadi pusat perdagangan yang
cukup pesat. Disamping itu raja Kesultanan Melayu Malaka
telah menjadikan aktivitas perdagangan lebih merata di luar
wilayah kehidupan mereka. Sumber-sumber China dan Eropa
mencatat berbagai kepulauan etnik yang berada di bawah
Kesultanan Melayu. Malaka telah menjalankan perdagangan
dengan Pattani, Kamboja hingga ke Sulawesi, Jawa dan laut
Maluku. 165 Dari tahun 1850-an. Suatu bentuk Sistem
Perekonomian antara bangsa muncul di Asia Tenggara yang
bergabung dengan organisasi perdagangan satu bentuk
Perekonomian antara bangsa kemudian muncul di Asia
Tenggara bergabung dengan organisasi perdagangan Dunia.

Dalam  konteks Perekonomian Melayu, aktivitas
Perekonomian dalam budaya Melayu yang dapat dijadikan
sebagai produk ekonomi dan keuangan Islam dan bahkan oleh
institusi perbangkan Islam. Paling tidak ada beberapa aktivitas
perekonomian Melayu yang telah menjadi budaya dan sistem
ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat seperti Jual Janji (Bay
al-Wafa) uang pangkal (Bay al-Arbun) Jual beli Angsuran, (Bay
Bithaman Ajil). Sistem perdua (dibagi dua).

Pertama, Jual Janji (Bay al-Wafa) Jual Janji (Conditional
sale) Merupakan Perbuatan Perekonomian dalam budaya
Melayu terutama di lingkungan masyarakat yang berada di
daerah Kesultanan Palembang. Aktivitas ini telah Terlaksana
semenjak pemerintahan kerajaan berlangsung. Kegiatan budaya
Melayu (Jual Janji) ini telah terjadi dan menjadi tradisi bagi
masyarakat masa lalu, sampai kini aktivitas tersebut masih
berlaku. Dalam konsep fqgih jual janji ini lebih dikenal dengan
istilah Bay al-Wafa dari aspek bahasa al-Bay berarti jual beli dan
al-Wafa berarti Pelunasan atau penyelesaian hutang. Ulama
Figh mengartikan sebagai salah satu jual beli yang dilakukan
oleh dua pihak dengan mensyaratkan barang yang di adakan
dapat dibeli kembali oleh penjual apabila masa temponya
berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak yang

165 Mohd Anwar Omardin. Asal Usul Orang Melayu Menulis Semula
Sejarahnya dalam Jurnal Melayu (7) 2011 hlm 49-50

56



berakad. 166 Bentuk aqad ini dilakukan untuk mendapatkan
Permodalan usaha pembuatan kebun serta bermacam-macam
tanaman perkebunan tanpa perlu bertemu dengan lembaga yang
memeras sehingga tidak terjebak kepada riba.167

Pelaksanaan Akad Bay al-Wafa (Jual Janji) ini banyak
dilakukan penduduk di Asia tengah (Buchara) Abad V H untuk
mengklaim dari pinjaman yang melibatkan unsur-unsur riba
dan hal ini dilakukan juga oleh masyarakat timur tengah pada
masa kemudiannya.1%® Aqgad Bay al-Wafa ini menjadi budaya
Melayu dan merupakan perbuatan ekonomi dengan tujuan
untuk mendapatkan kemudahan kredit tanpa terlibat dengan
perbuatan riba. Agad ini oleh masyarakat Melayu biasa
dilakukan dalam bentuk penjualan tambah atau harta tetap
milik penjual kepada pembeli dengan janji untuk membeli
sejumlah tanah tersebut dalam tempo tertentu. Dalam masa
tempo itu pembeli boleh menggunakan dan menduduki tanah
tersebut. Jadi masa tempo yang dijanjikan itu penjual gagal
membeli semula hartanya, maka harta tersebut akan berpindah
kepada si pembeli dan harta tersebut menjadi miliknya. 169
Dengan demikian Akad jual beli seperti ini merupakan
Perekonomian bangsa Melayu dalam sistem ekonomi Islam yang
terjadi pada masa lalu dan telah mendapat perhatian khusus
dalam perundang-undangan oleh hakim-hakim di Inggris. 170
Perekonomian Melayu seperti ini perlu dikembangkan dan dapat
ditawarkan kepada institusi keuangan untuk dijadikan salah
satu produk perbankan dalam bentuk permodalan.

Kedua, Bay al-Arbun (uang pangkal). Menurut bahasa
Arab Bay al-Arbun berarti pembeli membayar uang pangkal. Dari

166 Al-Zarqa Sharb al-Qonun al-suri: al-Ugqud al-Musammah Damsyq
Dar Al Kitab. 1968 hlm 23 al-Mansuah al-Fighiyah. Kwait 1987 hlm 48-49

167 W.E Maxell. The Law And The Customs of The Malays With
Reference of The Tenure of Land. Journal of The Straits Branch of The Royal
Asiatic Society No Xiii Juli 1884 Hlm 123 Cf M.B Hooker Reading In Malay
Adats Laws Singapore tp 1970 hlm 354-361. J.M Gulliek. Malay Society In The
Late Nineteenth Century. Singapore. 1970 hlm 354-361.

168 Abad al-Rahman al-Sabuni al-Madkhal Lidirasah al Tasyri al-Islami
J.I Damsyig Matbaah al Riyad 1990 hlm 64

169 Soleh Buang “Kearah Pengislaman Kaum Negara Dalam Fakulti
Undang-Undang Universitas Malaya. Makalah Undang-Undang Menghormati
Ahmad Ibrahim Kuala Lumpur DBP Malaysia 1988 hlm 175-176.

170 Lihat Norhasimah Mohd Yasin. Islamization Malaynization a Study
of The Role of Islamic Law In The Economic Development of Malaysia 1969-1993.
Kuala Lumpur 1996 hlm 264.
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segi istilah kata Bay al-Arbun dapat diartikan sebagai Aqad jual
beli yang dilakukan dengan pembayaran pendahuluan terhadap
harga barang di mana pembayaran uang pangkal tersebut
merupakan bagian dari jumlah yang harus dibayar secara
keseluruhan oleh pembeli sekiranya jual beli diteruskan. Namun
sebaliknya, apabila pembeli membatalkan aqgad, wuang
pendahuluan menjadi milik penjual dan tidak akan
dikembalikan lagi kepada pembeli meskipun si pembeli meminta
kembali uang pendahuluannya.!”! Agad jual beli seperti ini
merupakan beberapa Agad ekonomi yang telah terjadi dan
menjadi kebiasaan masyarakat Melayu dan berlaku sampai
sekarang.

Para ahli fikih menjelaskan jual beli seperti ini merupakan
pembelian yang dilakukan tanpa membayar semua harganya.
Akan tetapi pembeli hanya membayar sejumlah uang sebagai
uang muka sedangkan sisanya akan dibayar kemudian apabila
pembeli mau meneruskan Aqad tersebut. 172 Apabila terjadi
pembatalan Agad jual beli maka uang dianggap hangus dan
menjadi milik penjual. Pendapat seperti ini dibenarkan oleh ahli
fikih berdasarkan Hadis Rasullulah SAW dan amalan Para
sahabat. Sebagaimana Hadist diriwayatkan oleh Zayd bin Aslam
yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Bay al-Arbun
Rasulullah SAW meneruskan.!73 Sebuah hadits shaheh yang
terdapat di dalam shaheh al-Bukhari yang artinya,;

” Diriwayatkan dari Ibn Aun dari Ibn Sirin katanya seorang
Penyewa berkata kepada tuan yang punya binatang
tunggangan yang berkaki yang bakal disewanya siapakah
binatang tunggangan kamu, sekiranya saya tidak jadi
menyewa binatang itu pada hari tertentu maka Bagimu
bayaran ganti rugi 100 Dirham dan ternyata kemudiannya
penyewa tadi tidak jadi bertolak, maka menurut Shurayh.
Barangsiapa membuat syarat ke atas dirinya secara suka
rela tanpa paksaan maka syarat tersebut terpakai”! 7+

171 Tbn Rusyd. Bidayatul al-Mujtauhid wa Nihayah al-mugtasid J2
Bairut dar al al-fikri tt him 122: Ibn Qudamah Al Mugni Bairut Tt 1984 hlm 313
Muhammad Nurdin Hj Ngadimon: Jual Beli Berdeposit Satu Penilaian Figh
Jurnal Syariah J 2 Juli 1994 hlm 72.

172 Tbn Rusyd. Bidayatul al-Mujtauhid Wa Nihayah al-Mugtasid Bairut
dar al-fikri 1984 hlm 122

173 Tbn hajar al-Asgolami Tarikh al-Hibr J.3 Madinah tp 1964 him 17
Wahbah az-Zuhaili. Figh al Islam Wa Adillatuha J.4 Bairut al fikr 1989 hlm 72.

174 Al Buchari Shaheh al-Bukhari Juzuk.tiga Bairut Darul al-fikr 1991
hlm 234
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Berdasarkan dalil di atas dapat dikemukakan bahwa
praktek jual beli uang pangkal/berdeposit adalah sah dalam
perdagangan Islam.

Ketiga, al-Bay Bithaman Ajil (jual beli angsuran). al-Bay
Bithaman Ajil merupakan jual beli yang dilakukan secara
angsuran atau lebih dikenal dengan istilah jual beli kredit dalam
kalangan masyarakat modern. Pelaksanaan di dalam jual beli
angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, di mana
penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan
pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur. Dalam
Islam jual beli yang dilakukan secara kredit angsuran dalam
jangka yang lama, dikenal dengan istilah al-Bay Bithaman Ajil.
al-Bay Bithaman Ajil merupakan Aqgad pembelian barang dengan
pembayaran secara cicilan.175 Perhatian utama perlu dilakukan
dalam aktivitas ekonomi dilakukan masyarakat Melayu yang
telah menjadi budaya tersebut merupakan jual beli yang
dilakukan tanpa penetapan jumlah angsuran yang harus
dibayar oleh pembeli kepada penjual. Pembayaran dilakukan
oleh pembeli sesuai dengan kesanggupan untuk membayar yang
istilah Melayu lebih dikenal dengan kata “Berape Ade Saje” tidak
menjadi jumlah yang telah ditetapkan pada saat pembayaran.
Inilah yang menjadi perbedaan mendasar jika dibandingkan
dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara kredit.
Kalau pembelian dilakukan secara kredit jumlah pembayaran
ditetapkan secara berkala setiap kali pembayaran.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pola jual beli
angsuran dipraktekkan masyarakat Melayu ini merupakan
pelajaran menarik karena ada unsur saling tolong-menolong,
bantu-membantu, tolong-menolong dalam bentuk ekonomi
kekeluargaan sangat jelas dipraktekkan oleh masyarakat Melayu
dalam aktivitas ekonomi yang telah menjadi budaya dari dulu
sampai sekarang yang dalam ruang lingkup ekonomi
perdagangan terhadap masyarakat menengah kebawah (miskin).
Pemberian pinjaman dilakukan oleh institusi keuangan dan
pemerintah sangat mungkin untuk dikembangkan kepada
mereka yang membutuhkan dengan menerapkan
konsep-konsep yang digali dari budaya Melayu dan diselaraskan

175 Muhammad Syafei Antonio dan Karnaen Perwata Atmaja. Apa dan
Bagaimana Bentuk Islam. Penerbit dana bakti wakaf Jogjakarta 1992 hlm 26.
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dengan Syari’ah sebagai dasar aktivitas Perekonomian Melayu.
Usahawan yang menerapkan budaya Melayu dalam aktivitas
tersebut tidak akan pernah mengalami kerugian dari angsuran
yang diterima tanpa menetapkan jumlah pembayaran, dan
mereka lebih merasakan keikhlasan, keridhoan dari masing
masing pihak dalam melakukan transaksi.

Keempat, Sistem “Perdua”. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, 176 istilah “perdua” Diartikan dengan membagi dua
dari hasil yang diperoleh baik berupa perkebunan, binatang
ternak yang telah ditentukan di antara pengusaha dengan
pemilik. Istilah perdua ini digunakan masyarakat Melayu
termasuk Melayu Palembang. Aktivitas ekonomi melayu
bertujuan membantu anggota masyarakat yang tidak mampu
untuk mengembangkan usahanya, baik yang berhubungan
dengan binatang ternak, perkebunan, sawah, ladang serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan sistem ini
terjadi antara pihak pemodal dengan usahawan. Setelah masa
tempo berakhir sistem perdua baru dilaksanakan. Di Malaysia
sistem perdua dikenal dengan istilah Pawah.1?’” Pelaksanaan
sistem Pawah di Malaysia ini diberikan kepada perkebunan,
tanah dan hewan ternak, hal ini berlaku juga di daerah Melayu
Riau dan Melayu Palembang. Di Malaysia sistem “Pawah” hewan
telah dikomersilkan menjadi jabatan hewan katerina di Malaysia
sistem Pawah hewan telah dikomersilkan menjadi Jabatan
hewan (veterinary department) dan ditujukan untuk Skun
pinjaman hewan betina. 178 “pawah” dan “perdua” dalam
pengertian umum dan luas lebih dikenal dengan istilah
pinjaman “Loan”.179

Dalam konteks ekonomi Islam aqgad seperti ini dikenal
dengan istilah Agad Mudharabah yaitu pemilik binatang asal

176 Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan
oleh Balai Pustaka Jakarta cetakan pertama 1988 https//wikipedia diakses
Bulan Pebruari 2020

177 Kamus Dewan Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
1989 hlm 922.

178 Contoh Sapi, Kerbau, Kambing diberikan oleh Jabatan hewan
kepada peternak dan kemudian peternak akan mengembalikan hewan yang
sama betina dan umurnya kepada jabatan hewan tersebut. Skun ini berlaku
apabila hewan betina yang di Pawah itu melahirkan anak, dan anak inilah yang
akan dipulangkan kepada jabatan hewan sebagai ganti dari pada baka yang
asal. Lihat Joni Tamkin Bordan. Filsafat ekonomi. hlm 7

179 Kamus Bahasa Inggris dalam bahasa Belanda istilah ini lebih
dikenal dengan “Lenen”
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2

sebagai Shohibulmal (Sleeping pathner) dan penerima “Perdua’
adalah pengusaha Mudharib/entrepreneur bersepakat untuk
melakukan kerjasama dengan kesepakatan apabila binatang
akan menjadi pengusaha apabila anak yang dilahirkan oleh
binatang tersebut telah mencapai umur tertentu dan di
kembalikan kepada pemilik modal. Begitu pula bidang
pertanian, perkebunan sistem “Perdua” Dilakukan oleh petani
yang telah memiliki lahan pertanian. Aktivitas ekonomi tradisi
Melayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para
petani yang tidak memiliki modal agar tidak terjebak kepada
pinjaman yang cenderung kepada Riba. Berbeda dengan
sistem dilakukan oleh petani yang telah memiliki lahan
pertanian. Aktivitas ekonomi tradisi Melayu ini dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak
memiliki modal agar tidak terjebak kepada pinjaman yang
cenderung kepada riba. Berbeda dengan sistem “Perdua” ini di
mana petani hanya perlu membayar sesuai dengan hasil yang
diperoleh baik hasil panen yang melimpah ataupun sedikit.
Dalam sistem “Perdua” yang perlu dibayar atau di perduakan
antara kedua belah pihak adalah Rasio daripada hasil
pertanian dan perkebunan yang diperoleh dan bukan suatu
jumlah yang tetap.

Kelima, Arisan (Permainan Jejula) Jejula atau permainan
Jejula di kawasan masyarakat Melayu terdapat di daerah Riau
terutama di kawasan kepulauan dan istilah ini dikenal dengan
Julo-julo. Di dalam masyarakat Melayu modern istilah ini lebih
dikenal dengan sebutan Arisan.!80 Di Malaysia aktivitas seperti
ini dikenal dengan nama Kutu.18! Jejula apapun istilahnya di
definisikan sebagai Perkumpulan dan mengumpulkan uang
pada waktu tertentu, dan menentukan giliran untuk mendapat

180 Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai
sama oleh sekelompok orang kemudian di undi diantara mereka untuk
menentukan siapa yang memperoleh giliran pertama. Aktivitas ini
dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota mendapat giliran. Lihat
departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar bahasa indonesia.
Jakarta Balai Pustaka 1990 hlm 130. ensiklopedi indonesia devisi khusus
ikhtiar baru VanHoeve Jakarta hlm 531.

181 Joni Tamkin Borhan. Pengaruh Budya Dalam Menentukan Hukum
Muamalat Seminar Hukum Islam Semasa III Peringkat Kebangsaan Jabatan
Figh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universitas Malaysia 70. 8 November
2000.
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penerimaan uang dengan cara mengundi.!82 Walaupun tidak
ada pernyataan yang jelas terhadap aqad yang digunakan, akan
tetapi dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan aktivitas tersebut
berupa agad Wadi’ah walaupun tidak ada pernyataan yang jelas
terhadap aqad yang digunakan, akan tetapi dapat dikemukakan
bahwa pelaksanaan aktivitas tersebut berupa aqad Wadi’ah
(titipan) sudah terwujud dan digunakan oleh anggota yang ikut
dalam kegiatan pada waktu menyerahkan uang Jejula kepada
ketua kumpulan yang dibentuk.

Kegiatan Jejula seperti ini sudah menjadi budaya di
kalangan masyarakat Melayu dan dikenal dengan ekonomi
Melayu. Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan kegiatan
tolong-menolong dan kerjasama ekonomi keuangn diantara
sesama anggota masyarakat tanpa perlu pergi ke tempat lain.
Dari sudut pandangan lain, aktivitas seperti ini untuk
mengelakkan orang-orang Islam dari praktek riba agar
mendapatkan pinjaman modal. Permainan Jejula ini kalau ingin
dikembangkan dapat berbentuk produk keuangan yang
digunakan untuk membentu pembiayaan modal dengan
menggunakan formula baru merubah sistem dalam bentuk
pelaksanaannya menolong masyarakat miskin. Pembiayaan
modal tersebut dilakukan dalam bentuk Qord Hasan,'83 dengan
memadukan aktivitas ekonomi Melayu yang telah terjadi (Jejula)
sehingga Qord Hasan semula dalam bentuk pembiayaan
konsumtif berubah menjadi produktif.

Dalam sistem pembiayaan produktif Qard Hasan ini
dengan memadukan Jejula sebagai aktivitas ekonomi Melayu
sangat tepat digunakan dalam membantu masyarakat miskin
perkotaan, pedesaan dan daerah-daerah tertinggal sangat
memerlukan modal dalam bentuk usaha. Kombinasi diantara
kedua  sistem tersebut dengan  mengubah  bentuk
pelaksanaannya dimana anggota masyarakat terlibat di
dalamnya dijadikan dalam bentuk modal usaha. Sehingga

182 Joni Tamkin Burhan. Pengaruh Budaya dalam menentukan Hukum
Muamalat. Malaysia 2000 hlm 70

183 Qord Hasan (Pinjaman kebajikan) dalam istilah perbankan di sebut
dnegan Benevolent Loan. Merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial, tolong-menolong semata dimana si peminjam tidak
dituntut apapun selain dari pengembalian modal pinjaman. Lihat juga
Muhammad Hasim Kamal. Freedom And Justice In Islam Slangor. Ilmiah
Publisher Malaysia 1999 hlm 191.
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seluruh jumlah bagian masing-masing modal yang diperlukan
dapat dikeluarkan sekaligus secara keseluruhan sebanyak
jumlah anggota masyarakat dan masa yang digunakan dalam
tempo yang ditentukan untuk dijadikan satu modal usaha
bersama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktivitas
ekonomi Melayu dengan Menggabungkan konsep-konsep
Syari’ah dapat dijalankan dengan baik dan sempurna oleh
lembaga keuangan maka akan dapat mengangkat ekonomi
masyarakat miskin untuk merubah Perekonomian mereka
menjadi masyarakat makmur dan maju dan berhasil dalam
pembangunan Perekonomian.

D. Nilai-Nilai Ekonomi Bangsa Melayu dalam Ekspresi Seni

Nilai merupakan suatu penafsiran yang digunakan untuk
memberikan penghargaan terhadap barang atau benda,
manusia menganggap sesuatu bernilai karena ia merasa
memerlukannya atau menghargainya. Nilai adalah patokan
normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan
pilihan ya diantara cara cara tindakan alternatif manusia
menjadikan nilai sebagai acuan dalam mengambil suatu
tindakan atau pilihan.18 Nilai di definisikan sebagai ide yang
relatif konstan tentang sesuatu perilaku, hal ini menunjukkan
kepada kriteria untuk menentukan tingkat kebaikan, harga diri
atau keindahan adalah sistem kepercayaan yang memimpin
orang untuk bertindak atau menghindari sesuatu tindakan atau
mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan,
dimiliki atau di percayai.

Nilai membimbing manusia dalam melakukan sesuatu
tindakan atau untuk menghindari atau mengenai diri dari
sesuatu. 185 Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan atau
penangkapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk,
benar, salah, patut, tidak patut, mulia, hina, penting, tidak
penting, atau nilai merupakan patokan atau prinsip prinsip yang
merupakan kriteria untuk menimbang atau memulai suatu hal

184 Risan Rusli. Islam Agama Peradaban dan Tantangan Global.
Makalah Disampaikan dalam Internasional Seminar On Islam Studies
ProceedingUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 20 Desember 2017
hlm 188

185 Yatimin Abdullah. Studi Islam Kontemporer. Penerbit Amzah
Jakarta 2004 hlm 13.
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apabila baik atau buruk berguna atau sia-sia, dihargai atau
tercela atau antara keduanya. Sehingga manusia dalam
melakukan sesuatu dibatasi oleh nilai-nilai yang ada; nilai
sebagai sikap yang menghasilkan perbuatan atau pilihan yang
disengaja. Dalam konteks nilai ekonomi Melayu terindikasi
bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia
menciptakan Peradaban dan budaya. Unsur unsur budaya itu
mencakup agama, bahasa, organisasi, teknologi, pendidikan dan
seni. Dari keseluruhan konsep-konsep tersebut muncul gagasan
kegiatan maupun artefak, seni budaya muncul di dalam
kebudayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia
akan aspek keindahan.

Dalam ajaran Islam Allah itu Indah dan Allah menyukai
keindahan, termasuk juga sebagai makhluk ciptaan Allah
pasti Allah membutukan keindahan di dalam kehidupan,
demikian juga dalam budaya Melayu. Masyarakat Melayu
memiliki kesenian yang terdiri dari berbagai cabang seni
diantaranya seni musik, tari, teater, rupa, arsitektur dan lain
lain. Setiap cabang seni terdiri dari berbagai genrenya
masing-masing. 186 Seni Melayu merupakan ekspresi dari
budaya Melayu. Masyarakat Melayu di dalamnya terkandung
sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan suri
tauladan, amanah, nasihat yang membawa manusia kejalan
yang diridhoi Allah SWT dalam berkebudayaan. Seni Melayu
menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Seni Melayu
juga mengeluarkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang
semua hal dalam budaya. Seperti contoh ke Tuhanan,
Kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, enkulturasi dan
lain-lain.

Disamping itu dalam rangka mengisi zaman kesenian
Melayu pastilah mengalami kesinambungan dan disertai dengan
perubahan. Masyarakat Melayu memiliki kebudayaan yang
relatif sama bahkan dalam realitas politik mereka berada dalam
berbagai negara bangsa yang memiliki sistem pemerintahan dan
idiologi nasional yang agak berbeda termasuk juga dalam bidang

186 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya. Departemen Etnomusikalogi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara dan Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013
him 1
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kesenian. 187 Unsur-unsur seni Islami terdapat dalam
kebudayaan Melayu Palembang antara lain zikir, berzanji,
marhaban, rodat, ratib, hadroh, nasyid, irama padang pasir dan
lainnya. Dalam kebudayaan musik dapat dilihat dengan
mempergunakan alat-alat musik khas budaya Islam seperti
kebab, biola, gendang nabat, serunai gambus, dan lain-lain.
Konsep musik bernuansa Islam turut diserap oleh suku Melayu
di kawasan Kesultanan Apalagi konsep-konsep “Adat
Bersediakan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah” turut
mengabsahkan proses ini. Seni membaca al-Qur'an sendiri
mengandung unsur-unsur musikal, walaupun pada prinsipnya
kegiatan membaca al-Qur’an (termasuk adzan dan igomat) tidak
dapat disamakan dengan musik, dalam Pemahaman Islam ia
“lebih” dari Pemahaman musik konvensional.

Dari hasil penelitian dapat dilihat dari beberapa macam
yang diserap sebagai dasar pengembangan melodi musik-musik
Islam seperti Rasyd, Bayati, Rusaini, Hijaz Yaman, Hijaz
sikahira, Ushag sama’ani, Nilwan, Nahawan, dan lain-lain.
Magam-maqam Inilah yang menjadi dasar pengembangan
melodi musik Islam, Nasyid, Hadroh, Markaban, Barzanji,
Qasidah dan sejenisnya. Teks-teks lagu umumnya berdasar
kepada kitab al-Barzanji dan karya-karya seniman Melayu.
Dalam konteks seni tari, Islam telah memberikan kontribusi
dalam berbagai jenis tari Genre hadroh yang menggunakan
gerak-gerak selepak, senandung, ayun, sembah, dan lain-lain.
Berbagai unsur tari Sufisme muncul dalam budaya Melayu.
gepak simbolik seperti Alif, Mim, Ba merupakan bagian dari
tradisi Sufisme kawasan ini akan budaya seni mulai merupakan
benda yang diwarisi sebelum datangnya pengaruh luar dan terus
diasimilasikan saat datangnya pengaruh luar. Akar budaya seni
pertunjukan menjadi bagian dalam memperkuat Jatidiri musik
Melayu dan masyarakat Melayu termasuk Melayu Kesultanan
Palembang.

Secara budaya masyarakat Melayu selalu merespon dan
mengadopsi pengaruh kesenian luar sebagai bagian dari
kebudayaan dunia secara umum. Akulturasi ini terjadi dalam

187 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya Departemen Etnomusikalogi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013
hlm 2
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Semua wujud dan isi budaya, akan tetapi Islam menjadi asas
utama dalam proses Akulturasi ini. Adat Melayu bercorak dan
berasaskan kepada ajaran Islam yang dikerjakan sebagai Adat
bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah, artinya
adat Melayu merujuk lebih jauh dalam Wahyu Allah SWT
sebagai panduan manusia dalam mengatasi kebudayaan. Dalam
melakukan strategi budaya orang lain memutuskan untuk
menerapkan empat bidang adat menurut Lah Husni adat pada
etnik Melayu tercakup dalam empat ragam Pertama Adat
sebenarnya adat Kedua Adat yang diadatkan, Ketiga Adat yang
teradat, Keempat Adat istiadat.188

Dalam konteks seni budaya Melayu terhadap
pembangunan sangatlah penting karena pembangunan bangsa
Melayu pada dasarnya berintikan kebudayaan dalam konteks
daerah maupun nasional, budaya Melayu sangat berperan hal
ini dapat dilihat Pertama budaya mulai mengembangkan
nilai-nilai integrasi sosio kulturnnya. Masyarakat Melayu
merupakan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai
kelompok etnik yang menyatukan diri dalam suatu Peradaban
atau tamadun Melayu. Kedua, Seni dan budaya mulai memiliki
fungsi memperkuat Jatidiri dan karakter budaya baik di
lingkungan daerah maupun nasional. Di dalam kebudayaan
mulai sesuai dengan ajaran tamadun Islam harus mempunyai
kemampuan untuk meniasati kebudayaan seluruh dunia dalam
rangka tauhid kepada Sang Causa Prima yaitu Allah SWT.
Pembangunan apapun termasuk dalam bidang ekonomi Melayu
harus mengembangkan antara kebutuhan material dan
spriritual. 189

Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di alam
Melayu artinya semula Bahasa Melayu menjadi bahasa
pengantar di seluruh alam Melayu. Kempat, Kearifan dalam
budaya Melayu dapat Menjadi daya Pendorong bagi
pembangunan termasuk juga pembangunan ekonomi. Kearipan
juga terdapat dalam Gurindam, Sya'’ir, Pantun, Seloka, Nazam,
gerakan-gerakan tarian bersama, Kuliner, Sistem religi, Puisi,

188 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013

189 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya. Departemen Etnomosikologi Fakultasllmu Budaya
Universitas Sumatera Utara 2013 hlm 3
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Prosa, Cerita rakyat, Perahu, upacara yang terangkum dalam
tamadun Melayu. Kelima, Seni dan budaya Melayu dapat
menjadi salah satu dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif
bangsa Melayu. Seni budaya Melayu dapat dipisahka kelima,
seni dan budaya Melayu dapat menjadi salah satu dari industri
pariwisata dan ekonomi kreatif bangsa Melayu. Seni budaya
Melayu dapat difungsikan dalam dunia pariwisata dalam
konteks membangun Perekonomian bangsa Melayu. Masyarakat
Melayu dikenal dengan masyarakat terbuka, insklusif,
mengutamakan ramah-tamah sangat tepat untuk menjadi garda
terdepan masyarakat para wisata dengan modal dasar Sapta
pesona nya.190

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Peradaban
Melayu merupakan sebuah tamadun yang menjadikan anutan
dalam mempalarisasikan budaya alam Melayu yang menjadi
pengikat kebersamaan dan menangani segala perbedaan yang
ada disamping memberikan dasar-dasar dan akar budaya yang
sama dalam kebudayaan Melayu yang dipentingkan adalah
harmoni sosial dan keberlanjutan tamadun. Dalam konteks
kesenian Musical journey in Sumatra, Kartom dapat keterangan
dari keturunan Kesultanan Palembang R.H.M Nato Dirajo
berpendapat mengenai minimnya kesenian Kesultanan
Palembang akibat dari pengaruh Islam yang mengarah kesenian,
terutama dalam bentuk tarian untuk dipraktekkan di
lingkungan keraton, sehingga kesenian hidup hanyalah gamelan
Jawa dan wayang kulit Purwa. Alasannya dalam pertunjukan
terdapat bagian sang dalang melantunkan syair pujian dalam
bahasa Arab menceritakan tokoh-tokoh Islam termasuk
Walisongo walaupun cerita yang di pertunjukan wayang di
keraton Kesultanan Palembang.191

Penjelasan cukup sederhana ini memunculkan
pertanyaan Apakah Islam yang dianut di lingkungan keraton
Palembang yang Kartomi tulis sebagai Ultra-Muslim Menjadi
faktor utama terbatasnya kesenian karena adanya larangan
segala bentuk kesenian atau ada faktor lain yang menyebabkan

190 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya Departemen Etnomusicologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm
3

191 Margaret J. Kartomi. Musical Journey in Sumatera. University of
Illionis Chicago 2012 hlm 177
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miskinnya kesenian asli Palembang apalagi kalau melihat bekas
Kesultanan Islam masih mempunyai kesenian asli. Oleh karena
itu dibutuhkan hipotesa dan pembuktian lain untuk
memberikan penjelasan tentang bentuk budaya kesenian yang
berelasi dengan eksistensi Kesultanan Palembang. Menurut
legenda gamelan dan wayang kulit dapat menyebar ke
Palembang terkait erat hubungannya antara Kesultanan
Palembang dengan Kesultanan Demak, diantara kedua
kesultanan terjalin hubungan politik dan ekonomi dengan baik.
Dari hubungan bilateral tersebut penguasa kerajaan Demak
menghadiahkan  Sultan  Palembang dengan  gamelan,
Slendro-pelog, dan satu set wayang kulit Purwa (kemudian
dikenal dengan wayang Palembang) untuk hadiahkan Sultan
Palembang tidak hanya menghadiahkan para seniman dari
Demak juga dikirim ke Palembang menggunakan abdi istana
memainkan Gamelan untuk mengirim pertunjukan wayang.192

Akan tetapi nampaknya sedikit dilupakan bahwa
Gamelan dan wayang dari Demak dipertunjukkan bukan
sekadar kesenian semata, melampaui seni, Gamelan dan wayang
dapat menyebar sebagai bagian dari Islamisasi yang awalnya
berpusat di pesisir Jawa. Nilai keislaman pada wayang kulit yang
diiringi oleh Gamelan bukan cuma terletak pada bagian di mana
cerita Nabi dan wali dipertontonkan disertai lantunan Islami
berbahasa Arab dari Sang dalang seperti yang ada di Kesultanan
Palembang. Penjelasan Margaret J. Kartomi agaknya terlalu
sederhana untuk mengurai Spiritualitas dan sakralitas mistik
Islam pada pertunjukan wayang kulit.193

Menurut C.F.E Praetarius (1799-1846) Presiden
Palembang yang datang beberapa tahun setelah dihapuskannya
otoritas Kesultanan menerangkan bahwa di masa Kesultanan
berkuasa terdapat dua puluh lima musisi yang hidup sebagai
seniman keraton bertugas melakukan pertunjukan gamelan
khusus untuk kalangan istana. Para seniman ini tinggal di
keraton sekitar keraton ditunjuk oleh Sultan untuk merawat,
memainkan dan mengajarkan permainan gamelan sebagai

192 Margaret J. Kartomi. Musical Journey in Sumatera. University of
Illionis Chicago 2012 hlm 48-49

193 Sumarsam. Past And Present Issues of Islam Within The Cultural
Javanesse And Wayang Kulit dalam David D.Harnish dan Anne K Rasmussen.
Divine Inspiralicious Music And Islam In Indonesia. Oxford University Press New
York 2011 hlm 48-49.
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imbalan mendapatkan keistimewaan dapat tinggal di sekitar
keraton. Mereka biasa juga bekerjasama dengan pandai besi
untuk menempa instrumen musik pengganti untuk pertunjukan
gamelan dan memeriksa akurasi nada pada gamelan. Disamping
itu kaum wanita di sekitar istana bekerja menenun pakaian yang
digunakan oleh perempuan bangsawan untuk dikenakan pada
upacara pernikahan dan tarian.194

Keberadaan instrumen musik di Kesultanan Palembang
menunjukkan adanya perbedaan lapisan materi teknologi yang
merefleksikan lapisan pengaruh budaya. Sumber daya teknologi
khusus yang mahal dibutuhkan untuk mengolah Perunggu
mencerminkan nilai sosial yang lebih besar dan menggambarkan
tidak hanya pengaruh budaya akan tetapi kelas sosial, sumber
daya dan teknik kemampuan tenun keberadaan instrumen
musik di Kesultanan Palembang menunjukkan adanya
perbedaan lapisan materi teknologi yang merefleksikan lapisan
pengaruh budaya. Sumber daya teknologi khusus yang mahal
dibutuhkan untuk mengolah Perunggu mencerminkan nilai
sosial yang lebih besar dan menggambarkan tidak hanya
pengaruh budaya akan tetapi kelas sosial, sumber daya dan
teknik kemampuan tentu diperlukan untuk dapat mengolah
Perunggu dan kepemilikannyapun hanya dipunyai masyarakat
kelas atas.195 Instrumen instrumen musik Perunggu melengkapi
ritual megah yang menampilkan alat musik dan kostum yang
rumit seperti upacara pemakaman ritual kesuburan atau
perayaan kemenangan perang. Dimainkannya wayang kulit dan
Gamelan di keraton Kesultanan Palembang tersebut tidak
menjadikan kesenian rakyat.196

Kesenian yang di mainkan di keraton Kesultanan sifatnya
eksklusif hanya di mainkan di hadapan pembesar kalangan
Istana pada waktu-waktu tertentu karena nilai-nilai kesakralan
pada tarian musik yang di mainkan di Istana tersebut tidak
boleh di mainkan oleh masyarakat biasa. Disamping itu,
eksklusifitas kesenian keraton terkait usaha dan kepentingan
para keturunan keluarga Sultan. Walaupun demikian di

194 Margaret. J. Kartomi. Musical Journey In Sumatera. University of
Illinois Chicago 2012 hlm 179.

195 Henri Spiller. Gamelan The Traditional Sounds of Indonesia.
California ABC CLIO 2004 hlm 7

196 Margaret. J. Kartomi. Musical Journey In Sumatera. Chicago
University of Illinois 2012 hlm 182.
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kalangan Priyayi agar dapat mempertahankan kesenian Istana
sebagai penunjuk status sosial dan nilai-nilai keluhuran
keraton, kesenian menjadi penanda kekuasaan dan status yang
diperoleh melalui gaya hidup dan kekayaan. Gaya hidup dan
kesenian yang ditampilkan menjadi salah satu penanda yang
paling signifikan dari kelompok bangsawan dimana dan gaya
hidup kemudian mampu terpancar dengan jelas menjadi
Penanda kelas sosial menghasilkan kekayaan melalui ritual dan
pagelaran kesenian adalah cara untuk membedakan kelas
tersebut dari kelas masyarakat lainnya. Kesenian di lingkungan
Kesultanan Palembang keraton menjadi sebuah modal ekonomi
dan Penopang kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bordieu
bahwa budaya dapat berwujud namun seringkali tidak dapat
dipindahtangankan sebagaimana kemampuan memainkan alat
musik sekaligus terintruksi kesannya sebagai penunjukan latar
belakang dan eksistensi satu pihak yang berpengaruh pada
pihak lain.197

Keberadaan kesenian Melayu tidak hanya dimaknai
sebagai kesenian semata, akan tetapi kesenian menjadi bagian
dari Representasi identitas, simbol kekuasaan, nilai-nilai
spriritual dan menggambarkan lapisan sosial pada basis
materialnya. Menurut Distinction, budaya dan kehidupan jadi
sebuah faktor pembela dan modal kapital akan terbentuknya
stratifikasi sosial ditentukan oleh kepemilikan mereka akan
budaya bersamaan dengan kepemilikan kapital sosial dan
kapital ekonomi. Selain kapital ekonomi dan sosial budaya juga
menjadi model sekaligus alat tukar diantara masyarakat yang
ada dan dipandang sebagai salah satu penentu yang cukup
penting. Kapital budaya berpengaruh besar dalam kehidupan
dan seni pun perlahan menjadi bagian dari kapitalis budaya
yang dipamerkan untuk sebuah perbedaan.198

Peran seni dan budaya Melayu dalam pembangunan
sangatlah penting karena pembangunan bangsa Melayu pada
dasarnya berintikan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat Pertama,
budaya  Melayu mengembangkan  nilai-nilai integrasi

197 Ryllian Chandra. Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan
Palembang Darussalam. Dosen Prodi Politik Islam. Fakultas Arab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal diakses
Bulan Desember 2019

198 Pierre Bourdie. Distinction by Richard Nile Cambridge Harvard
University Press 184
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sosiokultural. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang
terintegrasi dari berbagai kelompok etnik yang menyatukan diri
dalam satu Peradaban atau tamadun Melayu. Kedua, seni dan
budaya Melayu memiliki fungsi memperkuat jati diri dan
karakter budaya. Ketiga, Bahasa Melayu merupakan bahasa
pengantar dan perantara antara berbagai suku yang ada di alam
Melayu. Keempat, Kearifan dalam budaya Melayu akan dapat
menjadi daya dorong bagi pembangunan. Karifan lokal Melayu
seperti Takwa, Toleransi, Integrasi, mencintai alam, pekerja
keras, keseimbangan hidup, bersikap kritis, menjaga harmoni
kearifan lokal.199

Karifan lokal Melayu ini dapat dibaca dari semua unsur
budaya Melayu misalnya di dalam gurindam, sya’ir-sya’ir,
pantun-pantun, seloka, nazam, gerak-gerak tarian, busana,
kuliner, sistem religi, puisi, prossa, gerak-gerak tarian, cerita
rakyat, perahu, upacara yang terangkum dalam tamadun
Melayu. Kelima, seni dan budaya Melayu dapat menjadi salah
satu bagian dari industri kreatif dan ekonomi kreatif bangsa
Melayu dalam konteks membangun perekonomian bangsa
Melayu. Masyarakat Melayu dikenal masyarakat terbuka,
insklusif, mengutamakan ramah-tamah sangat tepat untuk
menjadi garda terdepan termasuk juga Istana-istana Kesultanan
Melayu menjadi bagian dari perekonomian kreatif negeri-negeri
rumpun Melayu lainnya.200

199 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan, Perubahan
dan Strategi Budaya. Departemen Thnomosikologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013
hlm 14

200 Muhammad Takari. Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan
dan Strategi Budaya Departemen Etnomosikologi FIB universitas Sumatera
Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm 14

71






N

¥

X4

%o%z%gﬁogﬁz%og@o%&@foﬁfi@%%ig@m
BAB III

PEREKONOMIAN KESULTANAN PALEMBANG
ABAD XVII-XIX

A. Sejarah Kesultanan Palembang

Dalam catatan sejarah tulisan tangan dengan huruf Arab
yang dibuat oleh seorang Priyai di Palembang dapat
dikemukakan sebagai berikut:

“Telah diriwayatkan bahwa adalah berpindah beberapa
anak raja-raja dari tanah Jawa ke Negari Palembang
dengan sebab huru-hara. Sultan Pajang menyerang
Demak dan adalah yang bermula menjadi raja di
Palembang dari pada mereka itu Kiayi Gending Sure Tuo
anak Kiyai Gedih “Siding” Lautan dan manakala wafat
Kiayi Geding Suro Tuo itu maka diganti oleh Kiayi Suro
Mudo anak Kiyai Geding Ilir dan adalah pada ketika itu
semuanya anak raja-raja yang berpindah dari tanah Jawa
ke negeri Palembang. Di negeri Palembang empat likur
bilangan orang adanya.”201

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat
beberapa orang keturunan pangeran Trenggano hijrah ke
Palembang dibawah pimpinan Ki Gede Ing Suro Tuo yang
menetap di perkampungan Kuto Gawang suatu daerah di sekitar
kampung Palembang Lamo. 202 Sebagaimana kita ketahui,
pangeran Trenggano adalah putra Raden Fatah bin Prabu
Kertabumi Brawijaya V dari Majapahit dengan istrinya seorang
putri dari China lahir dan dibesarkan di Palembang di Istana
saudaranya lain Ibn Ario Dillah. 203 Sejak awal dari
pemerintahan Kiyai Gede Sedo Ing lautan hingga pada masa

201 Catatan Sejarah Alm R.H.M Akib bin R. Idris bin R. Rodiuddin bin
Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo. 1323 H hal 2. .

202 Bandingkan dengan Tambo Keragjaan Sriwijaya, Boedenani Djavid,
Terate. Bandung 1961, hlm 56. R.HM Akib Sejarah Palembang Pidato
Diesnatalis.

203 Dr. Hamka “Sejarah Umat Islam” IV-IIV Penerbit Nusantara Bukit
Tinggi. Jakarta 1961 hlm 99
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pangeran Sedo Ing Rejek, Palembang belum berstatus
Kesultanan akan tetapi berturut-turut masuk wilayah
kekuasaan Mataram. Baru di masa Pangeran Ario Kusumo
Palembang memutuskan hubungan dengan Mataram dan beliau
ini pulalah yang mendirikan Kesultanan Palembang
Darussalam. 204 Pangeran Ario Kusumo adalah Sultan
Palembang pertama dengan Sultan Abdurrahman Khalifatul
Mukminin Sayyidul Imam memerintah dari tahun 1659-1706.205

Berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam biasa disebut
Kesultanan, merupakan suatu periode penting proses Islamisasi
di Nusantara. Dalam tahapan Islamisasi, pembentukan Kerajaan
menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih
intensif ke dalam Sistem Sosial, Politik, dan Ekonomi,
selanjutnya Kerajaan menjadi basis dilakukannya upaya
penerapan ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat. 206
Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, bahwa berdirinya
Kesultanan Palembang tidak terlepas dari pertikaian yang terjadi
di Kerajaan Demak.207 Para Priyai dan pendekar dari Demak
yang tidak berhasil merebut suksesi kekuasaan di Kesultanan
Islam Demak, menyingkir ke Palembang pada Abad XV M
bersama-sama dengan orang Melayu setempat dan bersepakat
untuk mendirikan Kesultanan yang dinamakan Kesultanan
Palembang. 208 Tukar-menukar kebudayaan terjadi, Asimilasi
budaya membuat wilayah ini berbudaya Melayu-Jdawa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sejarah
timbulnya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari pasang
surutnya Kerajaan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama.
Palembang merupakan negeri asal Raden Fattah dengan
sendirinya mengakui kekuasaan Demak dengan segala
Konsekuensinya. 209 Dalam sejarah tutur Palembang di

204 P. de Roo de La Faille. Dari Zaman Kesultanan Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta 1971 hlm 24

205 R.H.M Akib bin R. Idris Sejarah R.H.M Akib Bin Rodiuddin bin
Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo 1323 H hlm 3

206 Jajad Burhanuddin. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Penerbit
Kencana. Jakarta 2017 hlm 11

207 Baharudin. Sejarah Kota Palembang. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palembang 2004 hlm 22

208 Djohan Hanafiah. Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu
Tinjauan Sejarah. Perpustakaan Daerah Wilayah Sum-Sel. 2009

209 Alfian Ibrahim. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisasi dan
Kolonialisme di daerahSumatera Selatan. Departemen Pemerintahan dan
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kemukakan bahwa pada saat Kerajaan Sriwijaya mengalami
kelemahan dan dikalahkan Majapahit, daerah Palembang
berada dibawah kekuasaan Majapahit dan Adipati Majapahit
yang berkuasa di Palembang pada saat itu adalah Ario Damar
dan dikenal oleh masyarakat Palembang dengan nama Ariodillah.
Ariodillah merupakan Raja Majapahit Prabu Brawijaya Sri
Kertawijaya.2!9 Nama Ario Damar dari Palembang dalam cerita
Jawa-Bali mempunyai peranan penting dan bersama patih
Gajah Mada telah menaklukan Bali. Dalam tutur Jawa Ario
Damar merupakan putra Raja Majapahit ini menunjukkan ada
kerja sama antara cerita tutur Palembang dan Jawa tentang asal
usul Ario Damar.21!

Menurut cerita tutur Jawa, Sultan Terenggano raja
Demak anak Raden Fatah, menikah dengan anak perempuan
tokoh legendaris Ario Damar dari Palembang, oleh karenanya
Sultan Terenggano bergelar Mas Palembang.212 Dari cerita ini
memberikan petunjuk bahwa ada hubungan yang erat antara
Palembang dan Demak. Dengan adanya hubungan ini
menyebabkan penguasa Islam Palembang awal Abad XVI M
merasa dirinya berhubungan keluarga dengan Raja Demak dan
merasa sebagai keturunan Ario Damar. Ario Damar menurut
cerita tutur atau Adat Jawa dikenal sebagai tokoh yang
dipercaya oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit untuk
membesarkan anak Brawijaya dari seorang putri China. Anak
yang dikenal sebagai Raden Fatah ini lahir dan besar serta
dididik di Palembang bersama Raden Kusen, Raden Fatahilah
yang telah mendirikan Kerajaan Demak, sebuah Kerajaan Islam
di pulau Jawa.213

Pada saat Raden Fatah genap berusia 20 tahun, Ario
Damar mengirimnya ke pulau Jawa bersama Raden Kusen

Kebudayaan Direktorat Sejarah dan nilai Tradisional Sejarah nasional. Jakarta
1983 hlm 6

210 Geschiedenis Van De Vorsten Von. Palembang. Naskah Tulis
Tangan Pada Unversteit Bibliotheet, Le Idea Cod or 1914 (6) dalam Husni
Rahim.

211 H.J. De Graaf dan HT. G.M Pigeand. Kerajaan-kerajaan Islam di
Jawa. Penerbit Grafiti Press 1985 hlm 247

212 H.J. De Graaf dan HT. G.M dalam Husni Rahim. Sistem Otoritas dan
Administrasi Islam. Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan
Kolonial di Palembang diterbitkan oleh PT Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta
1998 hlm 42

213 Hamka. Sejarah Umat Islam Pra Kenabian Hingga Islam di
Nusantara. Penerbit Gema Insani Press Jakarta. 2016 hlm 560
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saudara sepersusuannya untuk memperdalam pengetahuan
agama kepada Sunan Ampel. 214 Menurut sumber Babat
Purwaka Caruban Nagari, Uka Tjandrasasmita mengemukakan
bahwa di Pulau Jawa, Raden Fatah yang dalam Babat Tanah
Jawi disebutkan gelar Sinopati Jumbun ini memperoleh dari
Raja Majapahit, sebuah tanah perdikan bernama Glagah Wangi.
Dimulai dari tanah inilah, Raden Fatah kelak, atas bantuan
Walisongo mendirikan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri
telah berdiri ketika Raja Majapahit Kertabumi meninggal dunia
pada tahun 1478 M.215 Kerajaan Demak merupakan Kerajaan
Islam pertama dan terbesar di pantai Utara Jawa. Kesultanan
Demak sebelumnya merupakan kedepaten dari Kerajaan
Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi
legitimasi dari kebesaran Majapahit. 216 Kesultanan Demak
muncul bermula ketika terjadinya kemunduran Majapahit
menjelang kurun waktu akhir Abad XV M karena dengan kondisi
demikian maka secara praktis ada beberapa wilayah
kekuasaannya mulai memisahkan diri bahkan wilayah-wilayah
yang tersebar atas kedipaten-kadipaten saling serang, saling
mengklaim sebagai tahta Majapahit. Dapat dikemukakan bahwa
munculmya kerajaan Demak merupakan suatu proses
Islamisasi hingga mencapai corak atau bentuk kekuasaan politik
apalagi munculnya kerajaan Demak juga dipercepat dengan
melemahnya pusat Kerajaan Majapahit sendiri akibat
pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan dikalangan
keluara raja-raja.

Sebagai Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa, Kerajaan
Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada
masa itu. Kerajan Demak berkembang sebagai pusat
perdagangan dan sebagai pusat penyebaran Islam. Semetara
wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban,
Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan.
Di samping itu kerajaan Demak memiliki beberapa pelabuhan

214 Hamka. Sejarah Umat Islam Pra Kenabian hingga Islam di
Nusantara. Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2016 hlm 560

215 Uka Tjandra Sasmita dan Hasan Muarif Ambary. “Sejarah
Masuknya Islam ke Sumatera Selatan” dalam KHO Gajahnata. Masuk dan
Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Universitas Indonesia (UI) Press
Jakarta 1996. hlm 20

216 M.C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia Since 1200. Stanford
University Press.Universitas Gajahmada Press Jogjakarta 2007 hlm 21
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penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jaratan, dan
Gersik dan berkembang menjadi pelabuhan transito. Kerajaan
Demak mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang pada
masa Pemerintahan Raden Fatah. Keberhasilan yang dicapai itu
berupa Perluasan dan Pertahanan Kerajaan, Pengembangan
Islam dan Penangulangannya, serta penerapan Musyawarah dan
Kerjasama antara Ulama dan Umaro.217

Pengembangan dalam bidang dakwah Islam Raden
Fatah mencoba untuk menerapkan hukum Islam dalam
berbagai aspek kehidupan, disamping itu ia juga membangun
Istana dan mendirikan Masjidnya 1479 M yang sampai
sekarang dikenal dengan Masjid Demak. Kerajaan Demak
menjadi pelopor utama dalam penyebaran Agama Islam di
Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya,
walaupun kerajaan ini tidak berumur panjang dan segera
mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan
diantara kerabat-kerabat kerajaan, maka pada tahun 1568 M
Kerajaan Demak beralih menjadi Kerajaan Pajang yang
didirikan oleh Jaka Tingkir. 218 Dengan demikian dapat
dipahami bahwa Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari
kerajaan Demak dengan raja pertamanya dan sekaligus
pendiri Kerajaan Pajang adalah Jaka Tingkir.

Berdirinya Kerajaan Palembang tidak terlepas dari
pertikaian yang terjadi di Kerajaan Demak setelah Pangeran
Trenggano pada tahun 1546 M. Pertikaian ini terjadi antara Aria
Jipang dengan Pangeran Hadiwijaya dari Jipang. Dalam konfliks
tersebut Aria Penansang gugur pada saat pertempuran.
Kemudian para pengikut Aria Penansang melarikan diri, dan
salah satu pengikut utamanya adalah Ki Gede Ing Suro yang
melarikan diri ke Palembang menemui ayahnya Seda Ing Lautan
yang menjadi Adipati Demak di Palembang. Ki Gede Ing Suro
menyingkir ke Palembang ini dengan membawa panji-panji
kebesaran Jipang pada tahun 1552 M. Kemudian di Palembang
dia mendirikan Kerajaan Palembang bercorak Islam dengan
pusat pemerintahan di sekitar daerah PT Pupuk Sriwijaya

217 Elly Roza. Sejarah Tamaddun Melayu. Penerbit Aswaja Presendo
Sleman Jogjakarta. 2016 hlm 20-21

.218 Elly Roza. Sejarah Tamaddun Melayu. Penerbit Aswaja Presindo
Sleman JogJakarta. 2016 hlm 121.
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sekarang. 219 Ki Gede Ing Suro merupakan pemimpin para
bangsawan pengikut Aria Penansang, seorang Gede Ing Suro
kalau dilihat aspek nama dan gelarnya dapat diketahui bahwa
setidaknya dia merupakan seorang yang Pemberani, Gagah,
Bersipat Kesatria dan laki-laki Perkasa.220

Walaupun Ki Gede Ing Suro Pemimpin para bangsawan
dia menunjukkan sikap seorang yang berasal dari kalangan
orang biasa, Pemimpin Kharismatik di lingkungan masyarakat di
daerahnya.?2! Jadi dapat diketahui bahwa Ki Gede Ing Suro
merupakan seorang yang berasal dari kalangan rakyat biasa
yang menjadi pemimpin dilingkungan masyarakatnya. Setelah
selama 17 tahun memerintah Ki Gede Ing Suro merasa
kedudukannya harus ada yang menggantikan, pemerintahan
kemudian beralih sampailah kepada Side Ing Rejek. Kemudian
pada masa Pemerintahan Side Ing Rejek ini VOC mulai
mengadakan perdagangan dengan Palembang, setelah pada
tahun 1659 M hubungan Palembang dengan VOC mulai
memburuk, dan sampai pada akhirnya peperangan tidak dapat
dihindarkan lagi. Peperangan ini tidak menguntungkan
Palembang, dimana Keraton Kuto Gawang dibakar habis oleh
Kolonialis Belanda dan Side Ing Rejek melarikan diri ke Saka
Tiga dan meninggal disana.222

Setelah Palembang rata dengan tanah karena penyerbuan
Belanda pada tahun 1659 M tersebut, Ki Mas Hendi merupakan
saudara Pangeran Side Ing Rejek diangkat sebagai Pangeran
Palembang dengan persetujuan Belanda dan atas anjuran
Penguasa Jambi, yang bersahabat dengan Belanda. Beberapa
kali Ki Mas Hendi mengirimkan utusan ke Kerajaan Mataram
pada masa kekuasaan Amang Kurat I dan II, dalam usaha untuk
memperbaiki hubungan antara Palembang dengan Mataram,

219 Bambag Budi Otomo. Perkembangan Kota Palembang dari Wanua
Sriwijjaya Menuju Palembang Modern . Pemerintah Daerah Kota Palembang
Dinas Parawisata dan Kebudayaan 2005 hlm 166

220 Zoetmulder dan Robson. dalam Bambang Budi Otomo.
Perkembnagan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang
Modern Pemerintah Daerah Kota Palembang dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1995 hlm 166

221 H.J. De Graaf. Disintegrasi Mataram di bawah Amangkurat Satu De
Regering Van Sunan Mangkurat I Tegal Wangi Vorst Mataram 1646-1677
Penerbit PT Pustaka Gralfitis Jakarta 1987

222 Bambang Budi Otomo. Perkembangan Kota Pelembang dari Wanua
Sriwijjaya Menuju Palembang Modern. Pemerintah Daerah Kota Palembang
Dinas Parawisata dan Kebudayaan. 2005 hlm. 167
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akan tetapi sambutan dari penguasa dari Mataram tidak seperti
yang diharapkan dan beberapa kali di tolak oleh Sunan Mataram
sehingga hubungan terputus, namun demikian Penguasa
Mataram membiarkan saja hubungan yang lebih erat antara
Palembang dengan VOC di Batavia.223

Dengan berakhirnya hubungan Politik, Ekonomi dan
Kultural dengan Mataram, kemudian Ki Mas Hendi pada tahun
1675 M memakai gelar “Sultan” suatu gelar yang selama ini tabu
untuk dipakai orang lain selain Sultan Agung Mataram, (Gelar
ini di dapat Sultan Agung Mataram dari penguasa Mekkah pada
tahun 1641 M). Melihat kondisi yang demikian itu maka Keraton
dan kota Palembang di pindahkan dari kota Gawang ke Beringin
Janggut, dimana corak pemerintahannya di transformasikan
yang condong kepada corak Melayu dan lebih disesuaikan
dengan ajaran agama Islam. Ki Mas Hendi kemudian bergelar
Pangeran Kesumo Abdurrahman, Sultan kemudian disebut
Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaiyyidul
Imam atau Jamaluddin Sultan Candi Walang. Susuhunan
Abdurrahman memerintah dari tahun 1662 M sampai 1706 M.
Selama Sultan Abdurrahman menjadi Penguasa Kesultanan,
Kesultanan Palembang mengalami Kemajuan dan Kemakmuran
sehingga rakyat hidup Bahagia dan Sejahtera.224

Kesultanan Palembang pada zaman Sultan Abdurrahman
telah menguasai sebagian wilayah yang sekarang masuk daerah
Jambi, yaitu daerah Tembesi, sebagian daerah Bengkulu
(Daerah-daerah Rejang Lebong) dan sebagian daerah Lampung
(Manggala, Tulang Bawang) dan juga pulau Bangka dan Belitung
yang didapatnya akibat perkawinannya dengan puteri penguasa
pulau tersebut.225 Dengan terjadinya perkawinan putra istana
antara Jambi dan Palembang, daerah Tembesi diberikan sebagai
mas kawin, kemudian daerah Tembesi tersebut masuk wilayah
Jambi termasuk penduduknya. Meskipun daerah Tembesi
masuk wilayah Jambi akan tetapi para penduduknya terdiri dari
orang Palembang, kenyataannya mereka tetap setia dengan

223 Djohan Hanafiah. Perang Palembang Melawan VOC . Penerbit Karya
Sari Palembang 1996. hlm 10.

224 Djohan Hanafiah. Perang Palembang Melawam VOC. Penerbit Karya
Sari Palembang. 1996 hlm 10-11

225 Djohan Hanafiah. Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu
Tinjauan Sejarah. Deposit Pemerintah Sumatera Selatan. Palembang 2009 hlm
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kepala-kepalanya yang lama. Biasanya, orang perbatasan selalu
mencari pemerintahan yang paling sedikit memungut pajak dan
dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan, akibat ulah
penduduk seperti ini, maka daerah Tembesi menjadi tempat
perselisihan antara Palembang dan Jambi.

Terjadinya penyerangan yang dilakukan Raden Aria dan
dibantu oleh Dakang Mangika, pada bulan Oktober 1680 M
kedudukan Jambi menjadi terancam sehingga Jambi minta
bantuan Johor dan Belanda, dan Jambi menjanjikan Belanda
untuk memonopoli Produksi lada dan akhirnya Jambi dan Johor
berhasil menghalau Palembang, malahan mengancam dengan
serangan balasan. Kemudian giliran Palembang minta bantuan
VOC sebagai pemisah dengan perjanjian menyerahkan
orang-orang Makasar kepada Belanda. Kondisi yang demikian
itu sangat menguntungkan Belanda baik secara politik maupun
ekonomi. Apalagi pada waktu yang lalu Palembang dan VOC
telah mengadakan kontrak dalam tahun 1678 M dimana VOC
memperoleh hak untuk memonopoli lada di wilayah Palembang.
Sedangkan daerah yang di sengketakan yaitu Tembesi tetap
menjadi milik Jambi.226

Dalam sebuah catatan yang diuraikan oleh Barbara
Watson Andaya tentang Batang Hari Sembilan pengertian Sultan
Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo yang menyangkut
perselisihan antara Banten dan Palembang, berkaitan wilayah
Tulang Bawang di Lampung, Sultan Fatah Muhammad, Syafei
Zainal Arifin, sebagai Sultan Banten mengklaim bahwa Lampung
sejak tahun 263 Hijriah telah menjadi bawahan Banten dan
sewa pajak dari Tulang Bawang sudah ditetapkan oleh kakeknya.
Menurut Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo
(1724-1757 M) mengatakan, nenek moyangnya telah
melaksanakan kekuasaannya sejak dari dahulu dan menurut
arsip tuanya, ada bukti-bukti menyatakan bahwa Lampung
telah diduduki oleh seorang pendahulunya bukan oleh penguasa
Sultan Banten.227

226 Djohan Hanafiah. 2009 Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu
Tinjauan Sejarah. Depiosit Pemerintah Sumatera Slatan Palembang 2009. hlm
4

227 Djohan Hanafiah. Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu
Tinjauan Sejarah Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. 2009
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Menurut Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo,
Orang Komering Darat merupakan keturunan Palembang, dan
Tulang Bawang bagian dari sungai Batang Hari Sembilan
wilayah kekuasaan sudah ada sejak nenek moyangnya.
Pemimpin Tulang Bawang sependapat dengan klaim Sultan
Mahmud Badaruddin tersebut dengan syarat mereka bukanlah
bawahan Palembang akan tetapi “Saudara” dan selamanya
bebas pajak. Nenek moyang mereka datang dari Ranau “Sebuah
laut di tengah pulau” dimana mereka didukung oleh Palembang
untuk menempati Tulang Bawang. Pada masa awal
kedatangannya Palembang dan Banten terjadi perselisihan
puncaknya berakhir pada tahun 1737 M. Dengan aksi kekuatan
Belanda yang telah berpihak kepada Banten khawatir akses ke
Tulang Bawang akan berakhir dan ini akan berakibat fatal
terhadap perekonomian Banten, maka Lampung merupakan
mutiara mahkota Banten, jadi terpaksa ikut serta mengontrol
alur distribusi lada dari Lampung ke Palembang.228

Bertitik tolak dari zaman Kesultanan Palembang, kalau
diperhatikan dari aspek penduduk yang bertempat tinggal di
daerah Sumatera Selatan terbagi atas dua bagian. Pertama,
Penduduk yang tinggal di dalam kota Palembang. Kedua,
Penduduk yang bertempat di daerah sekitarnya. Sementara
penduduk yang tinggal di dalam kota terdapat dalam Tiga
golongan besar, golongan bangsawan (Priyai) yang terdiri dari
Pangeran, Raden, dan Masagus. Golongan pedagang pribumi
dan Timur Asing (China, Arab, India), dan golongan rakyat biasa
yang terdiri dari orang-orang Miji, Senan dan Budak-budak.
Status bangsawan tidak berdasarkan pada kelahiran, akan
tetapi karena dianggap berjasa kepada sultan, seperti
penguasa-penguasa tradisional di daerah uluan yang memakai
gelar pangeran.229

Golongan pedagang Timur Asing seperti orang Arab, India,
dan China pada umumnya bertempat tinggal di Palembang dan
biasanya tidak jauh dari pasar. Kehidupan mereka berbeda-beda

228 Djohan Hanafiah. Kesultanan Palembang Darussalam dalaam
Prospek Sumatera Selatan dalam Perang Palembang Melawan VOC. Penerbit
Karya Sari Palembang. 1996 hlm 46

229 Alfian Ibrahim. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisasi dan
Kolonialisme di daerah Sumatera Selatan. Departemen Pemerintahan dan
Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Sejarah Nasional Jakarta.
1983 hlm 14-15
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dan membentuk daerah perkampungan tersendiri. Sedangkan
pedagang Pribumi bertempat tinggal di dalam lingkungan kota.
Untuk rakyat biasa yang termasuk golongan non-elite dalam
pemerintahan di Kesultanan Palembang terdiri dari berbagai
golongan yang disebut orang Miji, orang-orang Senan dan
orang-orang yang statusnya sebagai Budak belian. Orang Miji
dan orang Senan yang dapat dipersamakan dengan penduduk
uluan (Matagawe) bertempat tinggal di kota dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka sebagai buruh.

1. Keadaan Wilayah Kesultanan Palembang

Keadaan wilayah Kesultanan Palembang merupakam
wilayah daerah pemerintahan keresidenan Palembang pada
zaman Belanda, walaupun batas-batasnya tidak sama, lebih
tepat lagi kalau dikatakan bahwa keresidenan Palembang
merupakan wilayah Hukum Palembang.230 Kalau dilihat dari
sudut geogarfis wilayah Kesultanan Palembang merupakan
suatu wilayah tersendiri, mulai dari wilayah Jambi dan
Lampung kemudian dihubungkan oleh daerah rawa-rawa yang
luas, dari daerah Bengkulu oleh Bukit Barisan. Sungai-sungai di
dalamnya yang kesemuanya dapat dilayari, kemudian bertemu
pada suatu titik yaitu Ibu kota Palembang, hal ini merupakan
persyaratan untuk mendirikan suatu pusat kekuasaan yang
kuat. Jaringan jalan-jalan air ini berupa sungai musi dengan
cabang-cabang anak sungainya merupakan sarana
perhubungan yang----mengikat bagian-bagian dari Kesultanan
Palembang menjadi satu yang bukan merupakan satu kesatuan.

Akan tetapi keseluruhan bagian-bagiannya satu sama
lain saling berkaitan dan sambung-menyambung secara terarah
dan teratur. Letak dari muara-muara sungai yang lebar dan
besar terhadap jalan, sehingga mengikat para pedagang asing
untuk menetap di daerah ini.23! Dalam sudut pandang yang lain
dikatakan bahwa wilayah daerah Kesultanan Palembang
diperkirakan meliputi Provinsi Sumatera Selatan saat ini, daerah
ini berbatasan langsung dengan Jambi, Bengkulu dan Lampung.

230 Van Royen J.W. De Palembangsche Marga en Haar Grand en
Waterrechten, G.L. Van Der Berg Adrianis Boekhandel Leiden 1927. hlm V.

231 H.A Dahlan. Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud
Badaruddin II Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan
Mahmud Badaruddin II 1981 hlm 10
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Menurut cerita tutur Palembang, wilayah daerah negeri
Palembang meliputi segala huluan batang hari sembilan,232 dan
negeri yang berada di luar seperti Bangka, Mentok, dan
Belitung. 233 Daerah batang hari sembilan adalah daerah
sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara di
sungai Musi kecuali sungai Banyuasin. Kesembilan Sungai
tersebut adalah sungai Kikim, sungai Kilingi, sungai Lakitan,
sungai Rawas, sungai Lematang, sungai Enim, sungai Ogan,
sungai Komering, dan sungai Banyu Asin.234

Hal senada dikemukakan Farida R Wargadalem,
Menurutnya Wilayah Kesultanan Palembang pada awal Abad
XIX M meliputi Komering Ilir, Komering Ulu, Ogan Ilir, Lematang
Ulu, Buai Bawan, Belalau, Ranah, Buai Pemaca, Mahakam, Bual
Runjung, Kisam Saka I, Kisam Saka II, Semendo Ulu Luas,
Semendo Darat, Enim, Mulak Ulu, Kikim, Ulu Mauna, Pasumah
Lebar, Pasumah Ulu Limlah, Pasumah Ulu Ayer Kroe, Empat
Lawang, Rejang Tengah atau Musi Rawas, Lebang, dan Bangka
Belitung.235 Dengan demikian batas-batas Giopolitik Kesultanan

232 Batang Hari Sembilan sebuah lambang dari kosmologi yaitu adanya
delapan penjuru mata angin, sedangkan penjuru kesembilan merupakan
pusatnya. Jadi pusat kekuasaan itu memancar ke delapan penjuru jagat
dimana pusat permancu atau canggeng. Sedangkan di luar itu boleh saja ditiup
hembusan angin. Djohan Hanafiah. Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu
Tinjauan Sejarah Palembang 2009 hlm 4.

233 M H. Court. An Exposition of religiom of the British Government With
the Sultan and the State of Palembang and the Desigus of the Nederlands
Government Upon That Country. London Parbury and Allen Landhall Sreet.
1821 hlm 115-118 dalam Husni Rahim Sistem Otoritas dan Administrasi Islam.
Ciputat Jakarta 1998 hlm 58

234 Husni Rahmi Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Study Tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial. diterbitkan oleh PT Logos
Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1998 hlm 58

235 Wilayah inilah yang nantinya menjadi wilayah Keresidenan
Palembang pada seperempat Abad pertama Abad XIX M, sedangkan Bangka
sejak tahun 1615 M sudah berada dibawah Raja-raja Palembang. Posisi ini
diperkokoh dengan terjadinya perkawinan Politik antara Sultan Abdurrahman
dengan janda Penguasa Bangka (Keilstra 1892, sementara itu Clereq 1895.
130). memiliki pendapat yang berbeda, bahwa bukan janda Penguasa Bangka
yang dinikahi oleh Sultan Abdurrahman melainkan putri Bupati Nusantara
(Penguasa Bangka). setelah bupati Nusantara wafat, putrinya mewarisi tahta
Bangka dan Bangka ditempatkan dibawah protektorat Palembang. Untuk
istilah Ilir (Iliran) dan Ulu (Uluan), istilah ini biasa digunakan oleh masyarakat
Palembang untuk membedakan wilayah berdasarkan aliran Sungai yang
dikenal dengan nama Batang Hari Sembilan, yang terdiri dari Sungai Musi,
Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit,
Sungai Batang hari Leko, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Disamping itu
istilah ini juga untuk membedakan kawasan daratan yinggi (Bagian Barat) dan
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Palembang menurut O.W Wolters maupun Somersaid Moertono
tentang batas lingkar kekuasaan Sang Raja tergantung pada
pribadi Raja yang memegang kekuasaan. Demikian juga dengan
lingkar “Cahayanya” di dekat pusat lingkar kekuasaannya.
Cahanya sangat benderang, akan tetapi semakin jauh semakin
redup. Sebagai contoh batas-batas Giopolitik.

Dengan demikian, berdirinya Kerajaan Demak menandai
runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit
maka dimulailah Era Kerajaan Islam, pada saat itu pula agaknya
Palembang mulai berada di bawah kekuasaan Kerajaan Islam.
Ario Damar atau Ario Dillah yang tadinya adalah Adipati
Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, kini memimpin
Palembang yang telah menjadi Protektorak Kerajaan Demak
yang Islam.236 Selama dua Abad selanjutnya (Abad XVI dan XVII
M) Palembang terus berada dalam genggaman
Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pemerintahan Islam di
Palembang baru berdiri sendiri kelak pada akhir Abad XVII M.237
Berdirinya Kesultanan Palembang oleh Kyai Mas Hindi yang
bergelar Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayidul
Iman pada tahun 1659 s/d 1702 M. Kesultanan ini sebelumnya
merupakan sebuah Kerajaan yang sudah berdiri sejak Abad XVI
M kemudian memutus hubungan ke Vazalan dengan Kerajaan
Mataram,?38 dan sekaligus menyesuaikan Struktur Kesultanan
dengan ajaran Islam yang didirikan sebagai Agama Kerajaan
kemudian Kerajaan Palembang diubah menjadi Kesultanan
Palembang Darussalam. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa Islam memberikan corak Melayu terhadap bangunan
Kesultanan Palembang.

daerah daratan rendah (Bagian Timur) pembagian wilayah ini didasarkan pada
aliran Sungai sudah terjadi sejak masa Sultan Abdurahman. P. de Roo de la
faille 1971:16) Veth 1869 651-652: Zed 2003:43 En 1932.265.266)

236 Kelak menurut Uka Tjandra Sasmita, keturunan Ario Dillah ini
menjadi Raja-raja Islam di Palembang lihat Uka Tjandra Sasmita dan Hasan
Muarif Ambary, Sejarah Masuknya Islam di Sumatera Selatan. dalam KHO
Gajahnata Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 20-21

237 Ismail Sukardil. Madrasah dan Pengolahan Sosial Politik di
Keresidenan Palembang 1925-1942. Fenomena Historis Lembaga Pendidikan
Islam di Sumatera Selatan pada masa Kolonial Belanda. Penertbit IDEA Press
Jogjakarta 2014 hlm 29

238 Keterkaitan Palembang dengan kerejaan Mataram sudah terjalin
semenjak kerajaan Majapahit terus berlanjut pada masa kerajaan Demak,
Pajang sampai Mataram.
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Hal serupa dikemukakan Salman Ali menurutnya pada
tahun 1675 M Kimas Hindi mengangkat dirinya sebagai sultan
dengan gelar Khalifatul Mukmin Saiyyidul Imam, kemudian
namanya dirubah menjadi Abdurahman, dengan perubahan ini
Kimas Hindi tercatat dalam sejarah Palembang sebagai pendiri
Kesultanan Palembang dan beliau merupakan Sultan Pertama.
Beliaulah yang mentransformasi tradisi dalam hal pemakaian
nama raja-raja, dari nama-nama tradisi kemudian dirubah
menjadi Kesultanan Palembang yang berakulturasi kepada
nama-nama bercorak Islam. Semenjak Ki Mas Hindi gelar
raja-raja berubah status menjadi sultan, setelah itu Kerajaan
Palembang berubah pula kedudukannya menjadi kesultanan
dan dalam negara kesultanan, Islam menjadi agama resmi
kesultanan. 239 Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila
dalam tt. No. 414 diceritakan bahwa pada zaman Sultan
Abdurahman Khalifatul Mukminin ini, Islam berkembang secara
mendalam tidak hanya di Ibu kota akan tetapi masuk ke wilayah
pedalaman. Pada masa Kesultanan Abdurahman Palembang ini
tidak hanya berpengaruh di dalam negeri akan tetapi telah
melampaui batas-batas di luar wilayah Kesultanan Palembang.
Daerah-daerah sekitar merupakan tetangga Kesultanan sering
datang ke Palembang untuk meminta bantuan menyelesaikan
krisis yang mereka hadapi.

Bertransformasinya struktur kerajaan menjadi
kesultanan maka pada tahun 1666 M Palembang secara resmi
menjadi sebuah kesultanan yang berdiri sendiri, ketika Raden
Tumenggung mengumumkan dirinya menjadi Sultan Ratu
Abdurahman dan kemudian mengambil Gelar Sultan
Jamaluddin pada tahun 1681 M.240 Semenjak tidak lagi menjadi

239  Salman Aly. Sejarah Kesultanan Palembang Masuk dan
Berkembangan Islam di Sumatera Selatan. Dalam KHO Gajahnata Penerbit
Universitas Indonesia Ul Press Jakarta. 1998 hlm 159-150

240 Ketika Kesultanan Kota baru di tanah pilih Jambi mengalami krisis
karena baru saja berdiri dan baru saja berhasil menguasai bajak laut pulou
berhala, atas permintaannya, sultan mengirim pasukan untuk membantu
Jambi. Turut dalam rombongan itu Daeng Mangika dari Makassar bersama
pendekar-pendekarnya yang berbaju besi, mereka berharap kelak akan beroleh
imbalan tempat kekuasaan. Tahun 1688 M, Jambi bersama-sama orang
Bugis-Makassar dan Raja-raja laut dari Minang Kabau membuat kerusuhan di
Batang Hari, bahkan sampai kepulau Bangka. Belanda meminta sultan
mengulasi hal itu. Suatu ketika penguasa-penguasa Lampung berontak
terhadap Sultan Banten dan mereka minta bantuan Sultan Palembang untuk
membantu perjuangan mereka. Pertahanan itu tidak dikabulkan sultan karena
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prolektorat Kerajaan Mataram, maka Islamisasi birokrasi gencar
dilakukan struktur kekuasaan Kesultanan Palembang untuk
langkah selanjutnya disesuaikan dengan Ajaran Islam.24! Dari
keterangan diatas dapat dipahami bahwa pada masa ini proses
Islamisasi benar-benar menyentuh para elit kekuasaan yang
berada di Kesultanan Palembang.

Menurut kesimpulan J.W. Van Royen, wilayah Kesultanan
Palembang merupakan wilayah Keresidenan Palembang pada
masa kolonial ditambah daerah Rejang Empat Petulai (Lebang)
dan Belalan disebelah Selatan Danau Banua. Wilayah Bangka
dan Belitung semula daerah wajib pajak kepada Kesultanan
Palembang sejak tahun 1670 M akibat perkawinan dengan janda
raja tersebut dengan Raja Palembang, maka Palembang memiliki
kekuasaan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Perebutan
kekuasaan dari Kesultanan Palembang kepada Pemerintahan
Belanda tidak jelas bagaimana ditetapkan batas-batasnya.
Setidaknya batas-batas tersebut seperti apa yang diperkirakan
oleh J.W. Van Royen.2?*2 Pada waktu terjadi perubahan belum
seharusnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda karena masih
ada perlawanan dari rakyat. Baru pada tahun 1866 M dapat di
duduki oleh Belanda batas-batas wilayah dengan Lampung baru
dapat diatur berdasarkan Stanblads 1824 No:27 yang
menyebutkan “Mulai dari laut melalui sungai mesuji sampai
mulawalu, dari sini dalam satu garis yang dibayangkan, sampai
di muara sungai kecil tuba ke dalam sungai pisang dan

dihalang-halangi oleh ayahnya Raden Aria diamping dia itu juga tidak
mendapat restu dari Belanda.

241 Kerajaan Palembang muncul pada Abad XVI M dibawah pimpinan
Ki Gede Ingsuro. Dari sinilah Palembang berkembang menjadi sebuah Kerajaan
besar. Naik tahtanya Sultan Abdul rrahman setelah peristiwa perang antara
Palembang melawan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnei) 1659 M
mengakibatkan pangeran Sido Ing Rejek mundur ke pedalaman (Indralaya),
bukti terakhir hubungan antara Palembang dan Mataram yaitu Sultan
Abdurrahman mengirim sebanyak sepuluh kapal ke Mataram untuk
membantu Mataram membasmi pemberontakan trimojoyo (1677 M). setelah itu
hubungan terputus. hal itu disebabkan makin kuatnya posisi Palembang
secara Politik dan Ekonomi, juga karena makin eratnya hubungan antara
Palembang dengan VOC. Sedangkan Mataram makin lemah. Sebelumnya
Palembang diperintah oleh Raja-raja dengan Gelar Ki Gede, Kemas, Ki Mas dan
Pangeran (Abdullah 1987:202 Woelders 1975:74 ENI 1932:265 Roo de la Faille
1971:24)

242 Djohan Hanafiah. Kesultanan Palembang Darussalam dan Pespektif
Sumatera Selatan. Perang Palembang Melawan VOC. Penerbit Karyasari
Palembang. 1996 hlm 47
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selanjutnya melalui sungai ini sampai ke uluan dari danau
seraya kembali mengikuti dalam satu garis yang dibayangkan
melewati puncak gunung Pungkau melewati bukit merida dan
melewati pematang tigaman sampai bukit pesagi.”

Sementara perbatasan dengan wilayah Bengkulu pada
tahun 1833 M masih terdapat kericuhan dengan terjadinya
tindakan ketatanegaraan yang salah dengan memisahkan
warga-warga Empat Lawang dan Rejang dari Palembang dan
memasukkannya ke Bengkulu. Pada tahun 1840 M diadakannya
penelitian dan ketentuan tersebut di tarik kembali. Baru pada
tanggal 6 februari 1904 M Gubernur Jenderal mengeluarkan
keputusan No.20 Standblads 118. Karenanya dari kacamata
sejarah pengembangan Islam di Kesultanan Palembang jarang
sekali kalau pun ada fungsinya sebagai penyampai Syi’ar Agama,
seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Banten, Goa, Tallo,
dan Ternate. Jangankan menyebarkan agama kesultanan harus
disibukkan oleh berbagai corak konfliks yang harus diatasi dan
kesetiaan kepada daerah pedalaman yang merupakan sumber
penghasil eksport yang harus dijamin. Akan tetapi tidak ada
ulama yang mendampingi sultan betapapun perkasanya Sultan
Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo ia tidak mempunyai Syekh
Yusuf, yang selalu mendampingi Sultan Agung Tirtayasa dari
Banten.243

Onderafdeeling Rejang Lebang dan beberapa marga dari
Onderafdeeling Tebing Tinggi dari Keresidenan Palembang
digabungkan ke dalam Keresidenan Bengkulu dan dijadikan
Afdeeling baru Rejang Lebung dengan ibu kota Kepahiyang yaitu
Onderafdeeling Rejang Lebung dan marga-marga Sundang
Kelingi Ulu, Sundang Beliti suku tengah, Kepungutan dan
Sundang Kelingi dimana termasuk pasar Padang Ulak Tanding.
Dengan demikian, setelah diadakan penataan kembali wilayah
ini maka dengan dikeluarkannya Standblads 1918 No.612, 1921
No. 465 dan 1930 No. 352 maka keresidenan Palembang
dijadikan tiga Afdeeling dibawah pimpinan asisten Residen yaitu:
Palembangsche, Beneden Canden, Ibu kotanya Lahat, dan Agam
En Komering Ulu Ibukotanya di Baturaja. Dengan perundangan
baru ini maka Tebing Tinggi kembali masuk ke dalam

243 Taufik Abdullah. Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Penerbit
Universitas Indonesia Ul Press Jakarta.1986 hlm 62
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Keresidenan Palembang. Dari uraian di atas dapat diketahui
bahwa wilayah geografis Kesultanan Palembang merupakan
wilayah yang relatif lebih luas jika dibandingkan dengan
keadaan wilayah provinsi Sumatera Selatan yang ada pada saat
sekarang ini.

2. Keadaan Penduduk Kesultanan Palembang

Peran historis Palembang yang sangat panjang sejak masa
Kerajaan Sriwijaya Suwarna Bhumi hingga Kesultanan Palembang
Darussalam serta besarnya potensi ekonomi yang dimilikinya
merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai
wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen.
Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran
berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat
Kesultanan Palembang. Terdapat kurang lebih dua puluh (20)
Etnis di jumpai di wilayah Kesultanan Palembang yang bermukim
di wilayah kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan
Belitung. 244 Wilayah Ibukota Palembang merupakan kawasan
padat dengan ragam etnis yang banyak lagi hiterogen.

Keadaan penduduk Kesultanan Palembang merupakan
awal pengkajian dalam penulisan ini, sebagaimana yang telah
dikemukakan di awal, bahwa Kesultanan Palembang terletak di
daerah sumatera bagian selatan dan menurut perhitungan
Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia sekarang
termasuk ke dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan dengan
Ibukota Palembang.245 Kalau kita perhatikan dalam perspektif
demografi dan sosial budaya, daerah Kesultanan Palembang
merupakan daerah yang cukup unik di mana terjadi perpaduan
antara budaya Melayu, Jawa, China, Arab maupun etnis lainnya.
Sejarah panjang Palembang dari masa klasik Kerajaan Sriwijaya
kemudian pengaruh Islam Kesultanan Palembang sampai
penjajahan bangsa Barat (Belanda) telah melahirkan bentuk
Struktur sosial masyarakat yang dinamis di setiap masanya
sehingga beberapa penulis menyebutkan daerah ini dengan

244 Supriyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak Yogyakarta 2013 hlm 33

245 Alfian. T Ibrahim. Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan
kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Sejarah Nasional. Proyek
Evaluasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta 1983 hlm 11
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berbagai istilah merujuk kepada keunikan tersebut.246 Seperti
Palembang sebagai “Melayu-Jawa” Hadramaut Yaman Selatan di
samping sebutan-sebutan lainnya.

Berdasarkan catatan sejarah pada masa Abad XVII M
penduduk kota Palembang berjumlah 53.788 jiwa yang terdiri dari
242 orang Eropa 46.870 orang Pribumi 4.726 orang China 1.825
orang keturunan Arab dan 126 orang keturunan India.247 Pada
masa Kesultanan Palembang menurut perkiraan Van Sevenhoven,
penduduk orang Arab sekitar S00 orang Sumatera dan penduduk
China 800 jiwa.248 Kemudian keadaan penduduk Palembang
mengalami transformasi siring dengan kemajuan wilayah ini,
berdasarkan sensus penduduk tahun 1915, jumlah penduduk
Palembang diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang
Eropa 7.000 orang China, 2.200 orang Arab, 200 orang Keling dan
sisanya Pribumi. Kemudian pada tahun 1930 M jumlah penduduk
Palembang mengalami perubahan dua kali lipat selama lima belas
tahun, hal ini tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 3.1. Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang

. Etnik
No Wilayah Total
Eropa Pribumi | China Lainnya

Benederland en | 2.577 528.705 18.922 | 4.285 544.469
Ilir
Benederland 1.117 25.773 5.523 331 332.744
Ulu
Ogan dan 153 207.489 | 1.621 79 209.342
Komering

Total 3.287 1.061.967| 26.066 | 4.695 1.096.565

Sumber:

Indish Verdag 1941:13 dalam Mustika Zet. ”“The Dualistic
Economy of Palembang in the late Colonial periode editor Thomas
J. Lindblad, Historica Foundation of a National Economy in
Indonesia 1890-1990 North Holland Amsterdam Iqypart/New
York/Tokyo ; Koninklijk Nederlands Akademic Van Waternschapp
Vergandelingen, Afd Letterkunde Nieuwe Reeks dell 167 1996

246 Jumhari. Sejarah Sosial orang Melayu Keturunan Arab dan China di
Palembang dari masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi. Penerbit
BPNST Press Padang 2010 hlm 26

247 Rijnuan al Kemade. De Hoofd’Plaats Palembang dalam TNAG VII
1883

248 J 1. Van Sevenhoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Penerbit
Bhantara Jakarta 1971 hlm 33
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(hal 250); dalam, Jumbhari, “Sejarah Sosial orang Melayu
Keturunan Arab dan China di Palembang dari masa Kesultanan
Palembang Sampai Reformasi”; Penertbit BPNST Padang Press
Sumatera Barat Padang. 2010 (hlm 27).

Melihat data penduduk Palembang pada masa kesultanan
sayangnya tidak bisa ditemukan sejauh ini. Tidak ada
pencatatan membuat peneliti mengalami kesulitan untuk
mengetahui secara pasti besarnya jumlah penduduk Palembang.
Tabel berikut menyuguhkan gambaran pertumbuhan penduduk
Palembang pada masa setelah berahirnya kekuasaan kesultanan.
Tampak jelas tabel bahwa penduduk Palembang secara
terus-menerus mengalami pertumbuhan pesat dan menjelang
pertengahan abad XIX M penduduk Palembang telah mencapai
lebih dari satu juta.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Penduduk Palembang 1825-1864

No Tahun Jumlah
1 1825 239.093
2 1827 244.832
3 1829 248.648
4 1833 251.732
5 1833 254.600
6 1835 256.422
7 1837 366.011
8 1839 554.100
9 1841 607.230
10 1843 754.484
11 1847 854.555
12 1849 1.054.699
13 1851 1.154.771
14 1853 1.254.843
15 1855 1.354.915
16 1857 1.454.987
17 1859 1.555.058
18 1861 1.655.130
19 1863 1.755.202
20 1864 1.805.238

Sumber: Algenen Verslag der Residentei Palembang over het jaar
1824, 1833, 1840, 1841, 1848, dan 1849 dalam Supriyanto
Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864.
Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 35
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Berjalannya proses Islamisasi dikalangan elit kekuasaan
nampaknya terus terjadi selama periode Kesultanan Palembang
sejak tahun 1666 M sampai dengan 1823 M. Akan tetapi selama
ini menurut Taufik Abdullah, kalau kita bandingkan dengan
beberapa daerah lain di nusantara perkembangan Islam di
Sumatera Selatan berjalan agak lamban. Sekarang ini
sekurang-kurangnya disebabkan dua hal. Pertama, kalangan
umat Islam sendiri tidak memainkan peran yang berarti dalam
proses tersebut. Para sultan lebih banyak disibukkan oleh
masalah-masalah politik dan ekonomi sehingga kesempatan
untuk melakukan Islamisasi menjadi berkurang. Sultan juga
disibukkan oleh upaya memelihara kesetiaan daerah
pedalaman yang berperan sebagai sumber komoditas eksport.
Kedua, kalangan ulama khususnya ulama birokrat lebih sibuk
melayani dan memenuhi kebutuhan dan tugas-tugas dari
Istana. Walaupun demikian, ulama juga tidak mempunyai
hubungan yang intim dengan Sultan Palembang. Pengaruh
ulama sangat tergantung kepada kemampuan ulama
meyakinkan sultan.249

Akan tetapi, bagaimanapun peran ulama para pewaris
“Para Nabi” pada tingkat Keraton Pusat, ternyata dalam hal ini
kondisi di Kesultanan Palembang lebih menyerupai Kesultanan
Aceh dari pada Mataram. Meskipun “Birokrasi Agama” telah
dijalankan---dalam arti adanya jabatan kepenghuluan---dan
Keraton juga memelihara ulama-ulama para ulama tersebut
tidaklah merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan. Pengaruh
ulama sangat tergantung pada kemampuannya untuk
meyakinkan kesultanan (penguasa), hanya saja untuk
menyakinkan penguasa, memang Palembang tidak mampunyai
corak dan pola hubungan yang erat seperti yang terjadi antara
Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani dengan Sultan Iskandar
Muda atau Syeikh Nuruddin al-Araniri dengan Sultan Iskandar
Thani dari Aceh Darussalam.250

Oleh karenannya dari kacamata sejarah pengembangan
Islam di Kesultanan Palembang jarang sekali, kalaupun ada

249 Taufik Abdullah. Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah
Indonesia Penerbit LP3ES. Jakarta 1987 hlm 207

250 Taufik Abdullah. Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. KHO Gajah
Nata Sri Edi Suasono. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan.
Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press. Jakarta 1986 hlm 63.
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fungsinya sebagai penyampai Syi’ar agama seperti contohnya
apa yang dilakukan oleh Banten, Goa, Tallo, dan Ternate.
Jangankan menyebarkan Agama Kesultanan harus disibukkan
oleh berbagai corak konfliks yang harus di atasi dan kesetiaan
kepada daerah pedalaman yang merupakan sumber penghasilan
eksport yang harus dijamin. Akan tetapi kenyataannya tidak ada
ulama yang kuat untuk mendampingi sultan. Betapun
perkasanya Sultan Mahmud Badaruddin, ia tidak mempunyai
Syekh Yusuf yang selalu mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa
dari Banten. 25! Sebaliknya tidak seperti Mataram sesudah
priode Sultan Agung di Kesultanan Palembang ulama-ulama
tidaklah tampil sebagai counter-ellit yang dengan jaringan
pesanteren mereka sekali-kali akan tampil sebagai pengeritik
keras terhadap kekuasaan. Saingan berat dari sultan adalah
keluarga keraton sendiri dan para jenang yang tidak setia dari
kesultanan.

Dari konstruksi yang tidak Ilengkap 1ini dapat
diperkirakan, karena kelangkaan sumber--- bahwa sampai
dengan awal abad XIX M perkembangan Islam di daerah
Sumatera Selatan berjalan secara wajar tanpa ada suatu
peristiwa yang menentukan. Setelah Raden Temenggung
menjadi Sultan Abdurrahman dan setelah unsur-unsur Islan
diadaptasikan ke dalam undang-undang “Simbur Cahaya”
peristiwa Islam yang perlu dicatat hanyalah munculnya para
ulama pengarang dan bangkitnya para haji, pengikut Samaniah,
melawan agresi Belanda di tahun 1819. Setelah Islam resmi
dipeluk dan birokrasi agama dipertautkan pada steruktur
kekuasaan maka proses pendalaman, atau lebih tepat
penyesuaian realitas kehidupan dengan doktrin yang dianut
berjalan secara rutin. Bila diingat bahwa tulisan-tuliasan
keagamaan lebih bercorak “Dunia Melayu” atau kadang-kadang
“Dunia Jawa” dari pada bercorak daerah lokal dan tidak pula
terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan masyarakat secara
langsung, dan bila diperhatikan keberlakuan hukum agama
yang diputuskan oleh penghulu (Mulai tingkat keraton sampai
ke dusun-dusun) tergantung kepada persetujuan penguasa,

251 Taufik Abdullah. Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan Masuk dan Bekembangnya Islam di Sumatera Selatan. Penerbit
Universitas Indonesia (Ul) Press Jakarta 1986 .hlm 62.
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maka suasana rutin dari proses pendalaman Islam ini lebih bisa
dimengerti.252

Selanjutnya dapat dipahami bahwa  kesultanan
merupakan suatu Islamdom, suatu pusat kekuasaan yang
dengan sadar melibatkan diri pada tradisi dan ajaran Islam.
Setidaknya secara formal kesultanan adalah suatu wadah yang
lebih membuka kemungkinan bagi keberlanjutan Islamisasi
internal. Tidaklah terlalu mengherankan jika Islamdom tersebut
juga berusaha memperkuat wadah tersebut dengan berbagai
institusionalisasi----seperti kedudukan kepenghuluan dan
manipestasi simbolik dari kekuasaan sultan tersebut. Dengan
demikian masjid besar Palembang di awal Abad XIX M dianggap
oleh para pelapor Belanda sebagai salah satu bangunan yang
terindah di Hindia Belanda. 253 Akan tetapi, sekali lagi
diungkapkan bahwa pada helaan nafas yang sama
laoran-laporan tersebut akan menyebutkan bahwa penduduk
pribumi, terutama yang berada di pedalaman Slechts de naam
van de Mohammedan tampa memiliki pengetahuan tentang
tentang ajaran agama. Bahkan dikatakan pula bahwa “Sebagian
besar Priesters Islam itu sedikit sekali atau bahkan tidak sama
sekali mempunyai pengetahuan baik tentang ajaran agama
maupun tentang prinsip-prinsip dasar akhlak.”254

B. Sistem Ekonomi Kesultanan Palembang

Sebelum membahas persoalan utamanya yang berkaitan
dengan konsep Perekonomian Kesultanan Palembang pada Abad
XVII - XIX M peneliti menjelaskan terlebih dahulu pengertian
ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek) yang
berarti "Mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota
keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh
kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah
lalu menjadi suatu kelompok (Community) yang diperintah oleh

252 Taufik Abdullah. Beberapa aspek Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan. Dalam KHO Gajahnata Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera
selatan Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64.

253 Taufik Abdullah, Beberapa aspek Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan. Dalam KHO Gajahnata. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera
Selatan. Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64.

254 J \WJ, Wellan De Stand Palembang in 1935 Tweehonderd vijf en
zeventig Jaar Geleden Als Phoenix Uit Haar A sch Herrzen (Koloniale Tijdschrift.
dalam KHO Gajahnata Masuk dan Bekembangnya Islam di Sumatera Selatan
Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64
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satu negara.2?55 Hal senada, kata ekonomi berasal dari kata
Aikos dan Nomos.256 kata Aikos di kemukakan berarti rumah
tangga (House-hold) sedangkan kata Nomos memiliki arti yaitu
mengatur. Dari sini dapat dipahami secara garis besar bahwa
ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau
menjelaskan rumah tangga,?5” untuk mencapai kesejahteraan.
Dengan demikian kenyataannya ekonomi bukan hanya
mengatur rumah tangga suatu keluarga atau mengatur urusan
harta kekayaan baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak
jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, melainkan bisa
juga berarti mengatur ekonomi pedesaan atau bahkan suatu
negara. Dalam pandangan Islam kata yang digunakan untuk
istilah ekonomi adalah al-Igtishad yang artinya hemat dan
penuh perhitungan. Kemiripan makna al-Igtishad Dr. Bagir al
Hasani dalam buku Essay al-Igtishad sebagaimana dikutip
Hidayat,25% Ekonomi dan al-Igtishad merupakan dua konsep
yang berbeda meskipun banyak makna yang mengatakan bahwa
ekonomi adalah al-Igtishad. Menurutnya kata al-Iqtishad
merupakan derivasi dari kata qoshad yang artinya Equilibrium
(Keseimbangan, Pertengahan) sehingga kata al-Igtishad lebih
harmoni juga bila diambil dari hadits Nabi SAW yaitu ‘Alaikum
Bidiya Qosdha maksudnya adalah diwajibkan atas kamu
membelanjakan tengah. Pendapat Bagir al-Hasani diatas
tampaknya terpaku pada makna Qashad yang artinya
pertengahan, atau jalan tengah, tetapi juga hemat, perlu
perhitungan dan pilihan-pilihan. Dengan demikian, kata
al-Iqgtishad masih relevan digunakan untuk istilah ekonomi.
Sementara Perekonomian menurut Chester. A. Bernard
merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah organisasi
besar, pada sistem tersebut terjadi ikatan antara subjek dan
objek. Dari definisi yang dikemukakan Chester ini bisa
disimpulkan menjadi suatu sistem yang dikelola secara terpadu

255 Taqgiyuddin An-Nabhani. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
Perspektif Islam. Penerbit Risalah Gusti Surabaya, 2009. hlm 47

256 Ely Masykuroh. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan pada Teori
Ekonomi Makro Islam. STAIN Penerbit Panoraga Press. Panoraga 2008 h;lm 8

257 Yunia Fauzia Ika dan Abdul Kadir Riyadi : Prinsip Dasar Ekonomi
Islam Perspektif Moqoshidus al-Syari’ah. Penerbit Prenada Media Group.
Jakarta. 2015 hlm 2

258 Muhammad Hidayat. An Introduction To The Syari’ah Economical
Pengantar Ekonomi Syari’ah. Penerbit Zukmal Hakim. Jakarta 2010 hlm 20
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dan berbaur namun masing-masing bagian di dalamnya tetap
memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri sehingga
bagian-bagian yang tergabung mudah untuk dibedakan.
Dumairy menyatakan perekonomian merupakan suatu bentuk
sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menyakini
kerjasama dalam bidang ekonomi dilakukan antara hubungan
manusia dan lembaga. Dumairy menambahkan pendapatnya
perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak
harus berdiri tunggal melainkan harus berdasarkan filsafah
ideologi serta tradisi masyarakat yang berkembang serta turun
temurun di suatu tempat.

James Harvey menyatakan Perekonomian merupakan
suatu sistem yang berguna untuk membuat rangkaian
komponen antara satu dengan yang lain dalam prosedur logis
dan rasional guna mencapai tujuan tertentu yang lebih
disepakati bersama. James Harvey menambahkan dan lebih
menekankan bahwa kesatuan dalam perekonomian adalah yang
mutlak terjadi dalam sistem perekonomian. Di samping itu, Jhon
MC. Manawa mengemukakan perekonomian merupakan sebuah
konsep yang menggabungkan keseluruhan fungsi ke dalam satu
kesatuan organik dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan
efisien dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian Edgar F. Huse
dan James L. Bowdiet menerangkan gagasan mereka tentang
Perekonomian. Perekonomian merupakan suatu sistem atau
rangkaian yang saling terkait dan bergantung satu sama lain
sehingga timbul hubungan timbal balik dan pengaruh dari
hubungan tersebut, dalam arti kata, satu bagian, mempengaruhi
bagian-bagian yang lain.259

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem yang
berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam
bidang ekonomi sistem tersebut saling keterkaitan satu sama
lain sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien dari
aktivitas yang dilakukan. Berkaitan dengan konsep
perekonomian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dan
dihubungkan dengan konsep perekonomian Kesultanan
Palembang pada Abad XVII - XIX M terlihat bahwa sistem dan

259 Http//perencanaan/pdn.ac.id/kajian/Perencanaan Pembangunan
Nasional Pdn. Diakses 16 Februari 2019
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aktivitas yang dilakukan tergambar bahwa  konsep
perekonomian Kesultanan Palembang dalam melakukan
aktivitas pada umumnya berdasarkan pada pertanian,
perkebunan, perikanan, pengumpulan hasil hutan, Industri
kerajinan dan hasil tambang.

Konsep perekonomian masyarakat di Kesultanan
Palembang pada umumnya berdasarkan pada pola dan corak
pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan,
hasil tambang, dan industri kerajinan pada Abad XVII M hingga
Abad XIX M. Hasil produksi komoditas tersebut dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagian untuk
eksport. Diantara komoditas primadona yang dihasilkan
kesultanan dari wilayah Palembang pada masa itu adalah lada
dan timah. Akan tetapi di samping komoditas tersebut masih
banyak produksi pertanian yang lainnya.260 Untuk mengolah
lahan pertaniannya masyarakat di wilayah kesultanan
menggunakan pelatan berupa parang atau kapak beliung atau
kapak ringan. Selain hasil pertanian lada masih banyak
produk-produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh
Kesultanan Palembang, seperti kapas (ditanam di lokasi pasca
tanaman padi yang telah dipanen) gambir, nila, tembakau
(tembakau Ranauw/ Ranau) yang sangat diminati oleh para
konsumen baik di Kesultanan Palembang maupun di luar
Palembang karena komoditas itu disukai oleh para konsumen.

Dengan demikian produksi lainnya memiliki nilai jual
yang tinggi, ada berupa juga sirih, buah pinang, rami, pisang
dan lain-lain. Sementara buah-buahan yang sangat terkenal
adalah Mangga, Durian, Cempedak, Jeruk Nipis, Nanas, Jambu
bol, Jambu biji, Pepaya, Srikaya, Buah nona, Langsat, Prambeh,
Duku, Rambutan, Delima, dan Bidara.26! Dalam kurun waktu
dari Abad XVII M hingga awal Abad XIX M menempatkan
Perekonomian Kesultanan Palembang sebagai salah satu
Perekonomian Kesultanan terpenting di Nusantara. Kesultanan
Palembang ini banyak menghasilkan komoditi yang sangat
diminati dan laku di pasaran dunia yaitu komoditi lada dan

260 ANRI Bundel Palembang No. 62.7 Java Government Gazette 4 Juli
1812. dalam Jurnal Farida R Wargadalem Perekonomian Kesultanan
Palembang Abad XVII Hingga Awal XIX. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu
Pendidikan Universitas Sriwijaya. Palembang 2012 hlm 2

261 ANRI Bundel Palembang No. 62.2 No. 62.7 Java Government
Gazette 4 Juli 1812
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timah di samping produk alam lainnya. Sultan dan kaum
bangsawan menjadi pelaku utama dalam  aktivitas
Perekonomian tersebut.

Kondisi yang menguntungkan ini membawa Palembang
menjadi target Belanda dan Inggris untuk menguasai
Kesultanan Palembang baik secara perekonomian dan politik.
Langkah-langkah yang diterapkan oleh Belanda kepada
Kesultanan Palembang untuk menguasainya dengan mengikat
berbagai kontrak perjanjian dalam bidang ekonomi dan politik,
sedangkan Inggris terlibat aktif dengan perdagangan gelap.
Sebagai Kerajaan yang berdaulat penuh maka Kesultanan
Palembang semakin berkembang perekonomiannya. Dengan
posisi yang sangat strategis dan ditopong oleh Pemerintahan
yang Stabil, kesuksesan Palembang banyak menghasilkan
komoditi yang sangat dibutuhkan baik oleh pasar domestik
maupun internasional. Kondisi ini menjadi dilematis, sebab
disatu sisi ini membawa keuntungan, akan tetapi disisi lain
justru menjadi bumerang dan incaran bangsa-bangsa
imperialisme dunia khususnya Belanda dan Inggris.262 Pada
masa ini secara global Perekonomian Kesultanan Palembang
menjadi fenomena yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa
kolonialisme dunia sehingga muncul istilah “Semahal lada dan
Emas hitam” untuk mewakili komoditas terpenting dunia yang
dihasilkan oleh Kesultanan Palembang, kemudian di awal Abad
XIX M adalah puncak terakhir keutuhan Kesultanan Palembang
sebagai kesultanan yang berdaulat karena Kesultanan
Palembang Darussalam jatuh ketangan imperialisme Barat.

Dalam konteks pertanian di wilayah Kesultanan
Palembang berkembang dengan baik hal ini berkat kondisi
tanahnya yang subur. Van Sevenhoven melaporkan terhadap
apa yang disaksikannya ketika berada di Kesultanan Palembang
bahwa tanah-tanah disekitar Ibukota Kesultanan dan daerah
pedalaman menghasilkan banyak buah dan sayur-mayur
dengan kualitas yang sangat baik. Tanaman-tanaman sayur dan
buah ini tumbuh begitu subur bahkan menurut Van Sevenhoven
pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan
tanaman-tanaman sejenis yang tumbuh di tanah Jawa.

262 Farida R Wargadalem Jurnal. Perekonomian Kesultanan Palembang
Abad ke XVII Hingga Awal Abad XIX. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu
Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang 2018
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Menurut deskripsi kolonial tentang kondisi alam di
Kesultanan Palembang datang dari William Marsden yang
menyebutkan bahwa Kesultanan Palembang terletak di daratan
rendah berupa tanah rata dan berawa-rawa selain itu bagian
bawah daerah ini tidak cocok untuk pertanian. Berbeda dengan
daerah pedalaman, daerah uluan merupakan daerah produkif
dengan didukung oleh kondisi alam yang memiliki daratan tinggi
menyebabkan terdapat kebun-kebun dengan hasil alam yang
dapat dipasarkan untuk kebutuhan di luar daerah seperti lada,
damar atau darah naga, jambar, telur, ikan, benang pualam,
sutera merah yang masih sangat kasar, gading gajah, tawas,
Arsemikun, kemenyan dan lain-lain. Hasil produksi dari kebun
ini dibeli oleh para kaki tangan sultan dengan harga murah,
sebaliknya orang iliran kembali menjual komoditas dan berbagai
keperluan pedalaman seperti Candu, Garam dan bahan pakaian
lainnya.263

Hasil-hasil produksi dari Kesultanan Palembang yang di
eksport menurut Van Sevenhoven adalah Rotan Ikat, Damar
wangi, Kayu laka, Lilin, Taring gajah, Emas pasir, semua ini
tidak saja dipelihara akan tetapi dikumpulkan dari hutan-hutan
dan dari tepi-tepi Sungai. Komoditas Lada, Kopi, Gula, Gambir,
Pinang, Tembakau, Nila adalah barang-barang yang ditanam,
atau dipelihara dan hasil kerajinan, Ikan kering dan Ikan asin,
barang pecah belah kasar, Tikar Rotan, dan jerami dan
karung-karung barang-barang dari Kuningan Sutera, dijalin
dengan benang emas dan Kain-kain dari Kapas. Akan tetapi
barang yang di eksport itu pada tahun 1822 M harganya tidak
sampai separuh dari harga-harga barang yang di import, untuk
menutupi kekurangan jumlah itu harus ditutupi dengan
persediaan emas, perak, permata dan uang kontan sehingga
Ibukota Palembang masa itu mempunyai neraca perdagangan
yang menunjukkan kerugian.

Bahkan bukan itu saja buah-buahan dan sayur-mayur
yang dihasilkan oleh wilayah Kesultanan Palembang menurut
Van Sevenhoven jauh lebih empuk, mengandung lebih banyak
air, lebih manis dan lebih enak. Kondisi yang demikian ini
menjadi salah satu alasan pokok baginya untuk mengatakan

263 Didi Irwanto. Iliran dan uluan Dikotomi dan Dinamika dalam
Sejarah Kultural Palembang. Penerbit Eja Publisher Sleman Jogjakarta 2010
hlm 43
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bahwa Kesultanan Palembang akan menjadi salah satu tempat
yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa untuk
tinggal dan menetap di Hindia Belanda.?¢4 Di wilayah sekitar
Kesultanan Palembang maupun daerah pedalaman Palembang
juga di katakan sebagai wilayah yang menghasilkan
produk-produk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai
komoditas pasar Eropa. William Marsden dalam bukunya The
History of Sumatera seorang pegwai Inggris yang pernah
bertugas di Bengkulu melaporkan bahwa di daerah pedalaman
atau daerah yang bisa disebut dataran tinggi Palembang
merupakan kawasan yang sangat produktif. Kondisi lahan-lahan
yang berada di dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun
lada yang di olah oleh penduduk.265

Secara lebih detail, penulis Inggris lainnya M.H. Court
melaporkan pada tahun 1821 M menyatakan bahwa
produk-produk hasil pertanian seperti Beras, Kapas, Lilin,
Gambir, dan lada dihasilkan dari aliran Sungai Musi. Daerah
aliran Sungai Lematang memproduksi Lada, Beras dan Kapas,
sedangkan daerah aliran Sungai Ogan menghasilkan
produk-produk berupa Beras, Lada dan Rotan, sedangkan
daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin
menghasilkan produk pertanian berupa Beras dan Lada. 266
Produk-produk tersebut banyak diusahakan penduduk
Palembang secara tradisional dengan menggunakan sistem
ladang berpindah. Sistem yang demikian itu dalam konsep barat
dikenal dengan istilah Swiden Agriculture atau Slash and Bein
Agriculture sebagai praktek yang secara umum di jumpai di
wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang
masih relatif rendah.267

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa
pada masa Kesultanan Palembang memang menerapkan sistem
monopoli perdagangan, perdagangan bebas, perdagangan gelap,
dengan dibantu struktur kelembagaan Fexo, Syahbandar, Tiban

264 Van Seven Hoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta 1971 hlm 53-54

265 William Marsden. F.R.S. Sejarah Sumatera The Histori Of Sumatera.
Penerbit Indoliterasi Bantul Jogjakarta 2008. hlm 330

266 Jereon Peeters dan Nenenschwander. Kaum Tuo Kaum Mudo
Perubahan Religius di Palembang 1821-1942. Penerbit INIS Jakarta 1988 hlm 2

267 Van Sevenhoven. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Penerbit
Bhratara Jakarta 1971. hlm 47
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dan Tukon, Raban dan Jenang, Kepungutan dan Sikap sebagai
sumber perekonomian. Disamping itu penduduk diharuskan
menanam tanaman tertentu salah satu tanaman terpenting yang
diwajibkan bagi petani untuk menanam adalah tanaman lada.
Hasil produksi lada yang diperoleh para petani kemudian di jual
kepada sultan dengan harga telah pajak ditentukan sebagai
ganti yang harus mereka bayar.26¢8 Keberadaan komoditas lada
sangat dibutuhkan dan sangat laku di pasaran global ini telah
meningkatkan peran Kesultanan Palembang dalam perluasan
areal penanaman lada di Palembang dan di tempat-tempat
lainnya di pulau Sumatera seperti Pidi, Samudera Pasai,
Indragiri, Kampar, Pariaman, Indrapura, Silebar, Jambi dan
Lampung. Perluasan areal penanaman lada ini tidak terpisah
dari adanya peningkatan permintaan pasar Eropa pada awal
Abad XV M permintaan komoditas lada oleh Eropa mengalami
peningkatan secara drastis dan pada Abad XVII M lada
merupakan komoditas nusantara yang paling digemari di
pasaran Eropa.269

Oleh karenanya pada tahun 1662 M harga lada di pasar
Eropa seharga empat real untuk setiap pikul. Harga komoditas lada
yang mahal dan keterikatan untuk menjualnya pada VOC
disesuaikan dengan kontrak yang ditandatangani pihak Kesultanan
Palembang, dalam kondisi demikian menyebabkan Sultan
Palembang mewajibkan para penduduk untuk menanam komoditas
lada pada lahan yang mereka garap terutama di kawasan Uluan,
Bangka Belitung. Kebijakan yang dilakukan oleh sultan tersebut
hasilnya adalah munculnya Kesultanan Palembang sebagai salah
satu pusat produksi lada yang utama di wilayah Nusantara. Di
samping itu, Kesultanan Palembang melakukan monopoli terhadap
komoditas barang-barang import seperti garam, pakaian, kain dan
lain-lain yang dibutuhkan rakyat untuk wilayah Kesultanan
Palembang. Dalam kondisi demikian apabila rakyat membutuhkan
barang-barang impor itu maka rakyat harus menukarkan produksi
lada atau komoditas lain kepada sultan.270

268 Supriatno. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Obak Jakarta 2013 hlm 58

269 Farida R Wargadalem. Perekonomian Kesultanan Palembang Jurnal
Sejarah Lontar Volume 6 No.1 tahun 2009 hlm 12-20

270 Masyhuri. Perdagangan lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di
Palembang 1790-1825 (Thesis S2 tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia
Jakarta 1983 hlm 75 dalam Suprayitno)
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Sultan Muhammad Bahauddin memiliki pengaruh kuat di
wilayahnya sehingga mampu menguasai peredaran
barang-barang import dan melakukan pengawasan terhadap
rakyat, oleh karenanya sultan sebagai penguasa pusat mampu
menetapkan harga jual barang-barang import untuk ditukarkan
dengan produksi komoditas perkebunan rakyat. Pertukaran
barang-barang import dengan komoditas lada di Kesultanan
Palembang disebut dengan Tiban, sedangkan pembelian dengan
uang hasil produksi lada rakyat oleh sultan disebut dengan
Tukon. Akan tetapi, standar harga lada hampir di setiap warga
berbeda-beda sesuai dengan ketetapan sultan. 271 Dalam
menjalankan aktivitas perdagangan, sultan dibantu oleh Raban
dan Jenang dan berkerjasama dengan lembaga-lembaga yang
berada di bawahnya, diantaranya pesirah dan proatin. Dengan
melalui lembaga-lembaga tersebut, aktivitas monopoli
perdagangan Kesultanan dapat berlangsung bekerjasama
dengan pejabat-pejabat pelabuhan di Palembang yang
melakukan keluasaan dalam pengiriman barang dagangan yang
merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pedusunan.
Barang-barang dagangan itu diperoleh dari pedagang-pedagang
China, Jawa, Melayu, Bugis dan Arab yang dibawa dari Batavia
dan Riau, kemudian barang-barang itu oleh penguasa
pelabuhan yang dibantu Raban dan Jenang disebarkan ke
berbagai daerah negara.272

Dalam konteks sistem ekonomi kesultanan, sejarah
peradaban manusia telah menyaksikan tumbuh dan
tenggelamnya banyak sistem. Suatu program untuk perbaikan
masyarakat tidaklah dapat mengabaikan lembaga fundamental
dan rencana luas organisasi yang mendasarinya, termasuk
sistem ekonomi secara keseluruhan. Sejak dari dahulu berbagai
rencana komperehensif organisasi telah diusulkan sebagai
dasar. Rencana itu adalah Anarkisme, Feodalisme, Sosialisme,
Komunisme, Fasisme, dan Islam, dalam sistem ekonomi tertuju
pada cara membandingkan prestasi. Oleh karenanya tidaklah
dapat mencapai suatu kesimpulan saheh yang objektif bila
objektifitas yang dimaksudkan suatu penilaian yang secara logis

271 Supriyanto. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864. Penerbit Ombak Jakarta 2013 hlm 59.

272 Supriyanto. Pelayarn dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864 Penerbit Ombak Jakarta. 2013 hlm 59

101



harus diterima oleh semua sistem ekonomi. Akan tetapi
perbandingan tentang prestasi hanya dapat mencapai dua hal
perbandingan yang dapat menunjukkan setiap sistem unggul di
atas sistem lainnya.273

Oleh karenanya seluruh analisis Sistem Ekonomi tersebut
bersifat subjektif, maka tidak perlu heran manakala
mendapatkan tujuan berbeda atau memberikan bobot yang
berbeda pada tujuan yang sama, dan menolak untuk menerima
sudut pandang yang lain. Pada sisi yang lain meskipun ada
kesamaan timbulnya Sistem Ekonomi dan aktivitas ekonomi,
yang disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan
manusia, namun karena cara manusia dalam memahami
pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan
tersebut didasari oleh filosofi yang berbeda, maka timbullah
berbagai bentuk sistem dan praktek ekonomi dari banyak negara
di dunia, termasuk juga di Kesultanan Palembang. Perbedaan ini
tidak terlepas dari pengaruh Ideologi, Filsafat, Agama, dan
Kepentingan Politik yang mendasari suatu negara penganut
sistem tersebut.274 Jika disimak perjalanan Rasulullah SAW
dalam membangun Perekonomian di Madinah, maka paling
tidak ada tiga hal mendasar yang harus mendapat perhatian
khusus jika ingin menerapkan dalam konteks Indonesia
kontemporer termasuk Kesultanan Palembang. Ketiga hal
tersebut mencakup Pertama, Landasan Filosofis, Kedua Prinsip
Operasional dan Ketiga, Tujuan yang hendak dicapai dalam
sebuah Sistem Ekonomi.

Landasan Filosofis, Sistem Ekonomi terutama ekonomi
Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas
nilai-nilai Islam, dimana prinsip Tauhid yang mengedepankan
nilai-nilai [lahiah menjadi inti dari sistem ini. Ekonomi bukanlah
sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian
kecil dari bingkai Ibadah kepada Allah SWT, sebagai sebuah
ibadah ada rambu-rambu yang harus ditaati agar dapat diterima
disisi Allah SWT, dan yang namanya ibadah harus di kerjakan
secara maksimal, dan wajar kalau kemudian para pedagang

273 M. A Manan. Islamic Economic Theory and Practice. Ekonomi Islam
Teori dan Praktek. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Penerbit Intermasa. Jakarta
1992 hlm 311.

274 Vaithzal Rivai. 2009. Islamic Economic. Ekonomi Syari’ah. Bukan
Opsi Tapi Solusi. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta hlm 219.
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muslim mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk
juga di Nusantara untuk berdagang dan berdakwah. Wajarlah
apa yang pernah dikatakan Adam Smith yang dianggap sebagai
bapaknya ekonomi kapitalis, Smith menganggap bahwa contoh
terbaik masyarakat berperadaban tinggi yang kuat secara
Ekonomi dan Politik adalah masyarakat Arab di bawah
Kepemimpinan Muhammad SAW.275

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengadopsi
nilai-nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi, termasuk juga
Sistem Ekonomi Kesultanan Palembang merupakan syarat
mutlak dalam membangun sistem ekonomi Kesultanan yang
kuat dan berkah. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan
pada bab sebelumnya bahwa sistem Perekonomian masyarakat
di Kesultanan Palembang pada umumnya berdasarkan pada
Pertanian, Perkebunan, Perikanan pengumpulan hasil hutan
dan Pertambangan dalam kurun waktu Abad XVII dan XIX M
tersebut komoditas hasil Pertanian, Perkebunan, hasil hutan,
Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sendiri dan sebagian untuk dieksport. Komoditi yang
sangat di minati dan menjadi primadona dari Kesultanan
Palembang adalah lada dan timah, disampin itu masih banyak
produk-produk pertanian lainya.27¢ Dinamika sistem ekonomi
perdagangan pada masa Sultan Mahammad Bahauddin,
1778-1803 M dan akhir Kesultanan Palembang sebagai latar
historis Kesultanan Palembang.

Pada masa kekuasan Sultan Mahammad Bahauddin
sampai akhir Kesultanan Palembang memiliki pola dan corak
yang sama dalam Sistem Ekonomi dan Perdagangan, sultan
menerapkan  kebijakan sistem monopoli perdagangan.
Disamping itu pada masa pemerintahan Sultan Mahammad
Bahauddin mulai menerapkan kebijakan pembagian tugas
secara jelas dan sistematis. Kebijakan Pemerintah Kesultanan
tersebut diatur secara baik dan dibantu oleh aparatur
keamanan, disamping telah muncul peraturan-peraturan bagi

275 Vaithzal Rivai. Islamic Ekonomic. Ekonomi Syari’ah Bukan Opsi Tapi
Solusi. Penerbit Bumi Aksara2009. hlm 212

276 Farida R. Wargadalem. Perekonomian Kesultanan Palembang. Abad
XVII Hingga Awal Abad XIX Jurrnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya 2012
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pedagang atau para pendatang. 277 Sultan Mahammad
Bahauddin selalu memperhatikan keamanan di perairan Sungai
Musi dan sekitarnya dari serangan perompak. Oleh karenanya
banyak pedagang asing yang singgah di Palembang disebabkan
di situ tidak terdapat ganguan keamanan dan mereka membawa
barang dagangan tersebut merasa aman untuk dijual serta laku
di pasaran dunia berupa komonitas lada dan timah. Kemudian
didukung pula oleh letak pelabuhan Palembang yang cukup
strategis dan tidak terlalu jauh dari muara Sungai ke arah Selat
Bangka.278

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem
Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya
sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri.
Hasil-hasil dari berbagai perusahaan dapat disinggahi oleh
kapal-kapal luar negeri, sementara sistem perairan dengan
sungai-sungai memungkinkan pengangkutan barang-barang
yang sangat lancar. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa,
hingga kepulauan Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka,
negeri Jiran dan negeri China, disamping itu dari pulau-pulau
lainnya datang juga perahu-perahu membawa dan mengambil
barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan tersebut
berupa macam-macam Kain Linen, Kain Cita Eropa dari yang
kasar sampai yang halus. Selain itu ada juga barang-barang
yang di import dari China seperti Sutera, Benang halus, Panci
besi, Pecah belah, Obat-obatan teh manisan dan barang-barang
lain.

Barang-barang dagangan penting lainnya adalah Minyak
kelapa dan Minyak kacang diimport dari Jawa dan Siam. Gula
Jawa, Bawang, Asam, Beras, Gula Pasir, Tembaga Besi,
barang-barang kelontong dan sebagainya juga beberapa barang
dari,?’ pedagang Arab yang menguasai kain linen terbesar, ada
yang memiliki kapal dan perahu sendiri, namun kebanyakan
mereka hanya mengurus dagangan orang lain di luar

277 Supriyanto. Pelayaran Dan Pelabuhan Palembang.1824-1864.
Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 49

278 Supriyanto, Pelayaran dan Pelabuhan Palembang 1824-1864.
Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm. 50.

279 H. M. Ali Amin. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan
Beberapa Aspek Hukumnya. dalam KHO Gajahnata. Masuk dan
Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan Penerbit. Universitas Indonesia
Press. Jakarta 1986 hlm 99
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Palembang. Setelah orang Arab, menyusul orang China yang
membeli barang-barang dari perahu, orang-orang Palembang
membeli dari orang Arab dan China serta membawa barang
tersebut ke pedalaman untuk dijual di sana, orang Palembang
membeli barang dengan kredit dan membayar dengan
barang-barang pula.2?80 Menurut Dr. J. A. Van Leur. Sistem
perdagangan adalah perdagangan penjajah (pedding trade) yaitu
sistem perdagangan kapitalis yang memiliki ciri-ciri tertentu.
Diantaranya perdagangan dilakukan disuatu tempat ke tempat
lainnya, dari Pulau ke Pulau yang lain, dari Benua ke Benua
yang lain, dengan membawa sejumlah barang dagangan tertentu
yang tidak besar volumenya.281

Perdagang bersangkutan mengunjungi suatu tempat ke
tempat lain sampai barang dagangannya habis, tidak terdapat
sikap yang terlalu menonjol dalam sistem perdagangan tersebut
seperti halnya dalam sistem kapitalis modern, berupa investasi
modal dari keuntungan. Perbedaan lainnya adalah barang
dagangan tidak banyak dibandingkan dengan kapitalisme
modern yang menghasilkan komoditi dalam jumlah massal
dengan cara produksi melalui mesin, oleh karenanya tidaklah
mengherankan jika barang-barang yang diperdagangakan juga
barang yang cukup mahal. 282 Selain sistem Pedding trade
terdapat pula apa yang dinamakan Royal trade yang dilakukan
oleh penguasa, para Aristokrat mendominasi perdagangan
bukan sebagai Enterpreneur akan tetapi sebagai pedagang atau
pemilik uang yang kadang-kadang ikut berdagang. Perdagangan
yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang yang lebih
rendah dalam bentuk penjajah.

Di Indonesia muncul Marchan gentemen yaitu pedagang
besar dengan muatan yang bernilai sekitar 30.000 sampai
40.000 real, namun jumlahnya sedikit terutama para penguasa.
Menurut Van Leur menyebutkan kapal-kapal di nusantara
paling besar berukuran 100 ton, sedangkan dari China sekitar
600 ton., dari India sekitar 200 ton, dari Thailand dan Kamboja
sekitar 400 ton. Adanya perdagangan antara negara dalam

280 Van Leur. Perdagangan Masyarakat Indonesia. Esai-esai Tentang
Sejarah Sosial dan Ekonomi. Asia. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018 hlm 69

281 Van Leur. Perdagangan Masysrakat Indonesia Esai-esai Tentang
Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018. hlm 70

282 Farida R Wargadalem. Konflik Kepemimpinan di Kesultanan
Palembang Jurnal Sejarah Universitas Sriwijaya. 2012
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jumlah besar sudah memerlukan suatu bentuk satuan mata
uang sebagai alat pembayaran. Tidak diketahui secara pasti
mata uang apa yang dijadikan patokan sebagai alat transakasi
perdagangan tersebut. Akan tetapi di setiap kerajaan telah
mencetak mata uang untuk keperluan transaksi perdagangan,
termasuk di kesultanan Palembang diperkirakan telah terjadi
transaksi antar negara. hal ini terbukti adanya peningalan
berbagai jenis mata uang di Nusantara, seperti uang “Picis” dari
China dan “Real” dari Timur Tengah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa di bidang
Perekonomian, selain mendapatkan manfaat langsung dari
daerah Kepungutan, sultan memperluas kesatuan wilayah yang
disebut dengan “Sikap”. Menurut Albar S Sobari mengemukakan
Wilayah basis daerah Kesultanan Palembang berada di daerah
sekitar kota Palembang ditambanh dengan daerah-daerah
langsung dibawah pemerintahan sultan yaitu daerah Belida dan
Pegagan. Sistem Perdikan merupakan daerah bebas pajak di
Jawa di bawa dan diterapkan di Palembang dengan nama daerah
“Sikap.” Usaha untuk menundukkan daerah uluan oleh
penguasa Palembang telah mulai semenjak Adipati Karang
Widara berkuasa tahun 1485 M. Dengan menyelusuri ke
Pedalaman melalui empat muara sungai yang berada di uluan
Sungai Mu